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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad
yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf
latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

T Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa S es (dengan titik di atas)

z Jim J Je

z Ha h ha (dengan titik di
bawah)

z Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)




D Ra R Er

B Zai Z Zet

o Sin S Es

B Syin Sy es dan ye

o= Sad $ es (dengan titik di bawah)

o= Dad d de (dengan titik di
bawah)

L Ta t te (dengan titik di bawah)

L Za z zet (dengan titik di
bawah)

& "ain koma terbalik (di atas)

¢ Gain G Ge

- Fa F Ef

3 Qaf Q Ki

4 Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

8 Nun N En

3 Wau W We

A Ha H Ha

e Hamzah ‘ Apostrof

] Ya Y Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau

monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Xi



Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A A

- Kasrah I I

2 Dammah U U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
. Fathahdanya | Ai adanu
e Fathah dan wau | Au adanu
Contoh:

- X kataba

- Jd faala

- & suila

- X kaifa

- J»  haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab | Nama Huruf Nama
Latin
s Fathah dan alifatau | A a dan garis di atas
ya
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S Kasrah dan ya I I dan garis di atas
) Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
- J&  gala
- &) rama
- d&  qgila
- 0% yaqilu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah,
transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:
- JukYiisy;  raudah al-atfil/raudahtul atfil
- %0331\3‘ u;d\ al-madiah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

- dadh talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu
huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
- J%  nazzala

- 3 al-birr
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F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J,
namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata
sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan dengan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:
- Ja3 ar-rajulu
- A al-galamu
- O asy-syamsu
- & aljalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak
di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

- ME ta’khuzu

- &% syai’un

- ¢35 an-nau’u

-4 inna

H. Penulisan Kata

Xiv



Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan
kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
- GBI A Al ) g Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin

- s sl as Al Ly Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

SEEGOVEY RSP RV Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin/
Alhamdu lillahi rabbil "alamin

- el a3l Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.

Contoh:
- &) e Al Allaghu gafiirun rahim
- ks 534l Lillahi al-amru jamt an/Lillahil-amru jami an
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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ABSTRAK

Implementasi Magasid Asy-Syart’ah Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Di Era
Covid-19 (Studi Fatwa Tentang Ibadah Dan Kesehatan)

Fitria N’matul Maula

Virus covid-19 yang berasal dari wuhan menyebar ke Indonesia pada tahun 2020 sehingga
memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan salah satunya pada aspek ibadah dan
kesehatan. Sebagai negara mayoritas muslim dampak pada aspek ibadah dan kesehatan
tersebut mengalami perubahan yang signifikan sehingga menimbulkan berbagai
pemahaman serta kebimbangan dalam memahami suatu hukum dan menjalankan ibadah.
Atas persoalan tersebut Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang menjadi rujukan
dalam setiap persoalan hukum islam meresponnya dengan menetapkan fatwa terkait
persoalan umat yang ditujukan umtuk kemaslahatan manusia.
Pada tulisan ini penulis meneliti tentang bagaimana implementasi maqgasid asy-syarz ah
pada fatwa Majelis Ulama Indonesia era covid-19 dan bermaksud menggali lebih dalam
tentang apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh ulama dalam mengeluarkan fatwa yang
selaras dengan maqgasid asy-syarz ah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi
pustaka dari buku, jurnal, skripsi dan lainnya dengan metode analisis konten. Dalam setiap
kebijakan fatwanya Majelis Ulama Indonesia menetapkan suatu hukum berdasarkan al-
Qur’an, as-Sunnah dan juga ijtihad yang disandarkan pada kaidah fikih yang relevan
dengan masing-masing kondisi dan tergabung dalam jenis kaidah fikin daf"u Ad-darurah
wa raf u al- haraj guna mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia.

Kata Kunci : Covid-19, Maqasid Asy-Syar 'ah, Fatwa MUI
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ABSTRACT

Implementation of Magasid Asy-Syari’ah on The Fatwa of Majelis Ulama
Indonesia in the Covid-19 Era (Fatwa Study on Worship and Health)

Fitria Ni'matul Maula

The Covid-19 virus originating from Wuhan spread to Indonesia in 2020 and make
an impact on various aspects, one of which was in the aspect of worship and health.
As the country which has the majority of moslem the impact on this worship and
health aspect underwent significant, so giving rise to various understandings and
Indecision in understand an islamic law carrying out worship. On this issue the
Majelis Ulama Indonesia as an institution that becomes a reference in every issue
of Islamic law responds by setting a fatwa related to the problems of the people
which are intended for the benefit. In this paper, the author examines the
implementation of magasid asy-syari ‘ah in the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia
in the Covid-19 era and thinks more deeply about what is taken into consideration
by ulama in issuing fatwa’s that are in line with maqasid asy-syarz ‘ah. This study
uses a type of literature study from books, journals, theses and others with content
analysis methods. In each fatwa policy, the Majelis Ulama Indonesia stipulates a
law based on the al-Qur'an, as-Sunnah and also ijtihad based on fikih rules that
are relevant to each condition the rules incorporated in the type of fikih rules dafu
Ad-darurah wa raf'u al- haraj in order to realize the benefit of all human beings.

Keywords: Covid-19, Maqasid Asy-Syari’'ah, MUI'’s Fatwa
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) merupakan suatu wabah yang

muncul pada akhir tahun 2019 di Wuhan China yang selanjutnya menyebar luas
ke lebih dari 190 negara. Virus ini tergolong sebagai virus yang membahayakan
dan mematikan karena dapat menular antar manusia. Indonesia yang masuk
dalam jajaran 20 negara berpenduduk terbesar di dunia pun tidak luput dari
penyebaran wabah corona, awal mula masuknya covid-19 di Indonesia yaitu
pada bulan maret 2020 terdapat dua jumlah kasus yang terlapor dan hingga saat

ini kasus yang terlapor semakin meningkat.*

Dengan melihat penyebaran yang bertambah pesat dan seiring
ditetapkannya wabah covid-19 menjadi sebuah bencana pandemi oleh World
Health Organization (WHO) maka pemerintah berupaya memutus rantai covid-
19 dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti melakukan pembatasan
pada kegiatan yang menimbulkan keramaian seperti sekolah, pasar, mal,
bioskop, kegiatan di tempat ibadah dan lain lain yang kemudian ramai dengan
tagline “di rumah aja” atau “work form home”, mensosialisasikan beberapa

gerakan antara lain social distancing (jaga jarak), wajib memakai masker

'Adityo Susilo dkk, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini” Jurnal
Penyakit Dalam Indonesia 7, no. 1, (2020): 45-46



maupun cuci tangan.? Selain beberapa kebijakan tersebut pemerintah juga
mengeluarkan kebijakan berupa gerakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
atau biasa disingkat PSBB yang termuat dalam peraturan pemerintah No.1l
tahun 2020 guna percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19),
dapat dikatakan bahwa munculnya wabah ini mengakibatkan keterbatasan

dalam segala kegiatan.

Sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, segala hal
yang berkaitan dengan wabah ini menjadi persoalan yang dirasa perlu
dipertimbangkan oleh lembaga pemerintah indonesia, kehadiran Majelis Ulama
Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mewakili lembaga otoritas islam di
indonesia yang juga didukung oleh tokoh maupun organisasi masyarakat seperti
Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan lembaga lembaga islam lainnya
diharuskan mengeluarkan beberapa kebijakan yang meliputi beberapa aspek
antara lain aspek kegiatan dalam penyelanggaraan ibadah maupun kesehatan

yang dimuat dalam fatwa-fatwa MUI.3

Fatwa merupakan pendapat hukum yang dapat menjadi solusi atas berbagai
masalah yang muncul di tengah kehidupan umat masyarakat, kehadiran fatwa
bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan manusia sama halnya dengan
konsep magasid asy-syari’ah yang merupakan tujuan syari’ah bagi manusia,

fatwa tentunya tidak dapat lepas dari pertimbangan maqasid asy-syari’ah

2Zezen Zainul Ali, “Social Distancing Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Perspektif
Magashid Al-Syari’ah” Jurnal Nizham 8, no. 01, (2020): 83-84

3Ayi Yunus Rusyana dkk, “Fatwa Penyelenggaran Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 Di
Indonesia Dan Mesir” Digital Libraray UIN Sunan Gunung Jati (2020): 4-5



sebagaimana telah dikemukakan oleh para ulama ushul fikih bahwa pengertian
magasid asy-syari’ah yakni tujuan yang dikehendaki syara’ yang ditujukan bagi
kemaslahatan umat manusia, bahwasanya manusia di dunia ini tidak dapat lepas

dari hukum-hukum sebagai aturan dalam hidup. 4

Berdasarkan pemaparan di atas persoalan pokok yang akan dikaji pada
pembahasan ini yaitu sejauh mana kaidah kaidah magasid asy-syari’ah dapat
diterapkan pada fatwa covid-19 yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama
Indonesia guna mencapai suatu kemaslahatan bagi manusia. Penulis tertarik
mengkaji permasalahan ini agar dapat mengetahui tentang bagaimana
implementasi magasid asy-syari’ah terhadap fatwa MUI Indonesia dengan
penelitian berjudul “Implementasi Magasid Asy-Syari’ah Pada Fatwa Majelis
Ulama Indonesia Di Era Covid-19 (Studi Fatwa Tentang Ibadah Dan
Kesehatan)”.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang telah diuraikan pada latar belakang, maka pertanyaan

penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana implementasi magasid asy-syari’ah pada fatwa MUI era covid-

19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

4Alvan Fathony, “Magashid Al Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan
Hukum Islam di Indonesia” Jurnal Islam Nusantara 02, no. 02, (2018)



Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai

berikut:

Mengetahui implementasi magasid asy-syari’ah pada fatwa MUI era

covid-19.

Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis
Bagi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bagian dari perkembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum
Islam terutama dalam hal implementasi, kriteria mapun analisisnya
terhadap implementasi magasid asy-syari’ah pada fatwa MUI era
covid-19.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi masyarakat
dalam mengambil sumber hukum dengan rujukan yang sesuai dan telah

ditetapkan oleh syari’at.

c. Secara Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan rujukan bagi
peneliti lainnya dan dapat memperkaya kajian khususnya pada kajian
terhadap implementasi maqgasid asy-syari’ah pada fatwa MUI era covid-

19.



D. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman pada penelitian ini, maka penulis
menyajikan  sistematika ~ pembahasan  penelitian  ini  dengan
mengelompokkan pokok pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai
berikut :

Bab | Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang didaparkan
dengan munculnya masalah yang yang akan diteliti. Bab ini terbagi kedalam
tiga bagian yaitu, sub-bab pertama terdapat latar belakang masalah dengan
penjabaran alasan menyusun persoalan ini, sub-bab kedua yaitu fokus
penelitian yang merupakan pertanyaan dari persoalan yang akan dipecahkan
oleh penulis, sub-bab ketiga terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang
meyakinkan bahwa persoalan ini menarik dan layak untuk dikaji. kemudian
dalam bab ini juga terdapat sistematika pembahasan berisi penjabaran dari
susunan pembahasan dalam skripsi ini.

Bab Il Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, bab kedua sub-bab
pertama memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu yang berisi nama
peneliti, tahun penelitian, judul penelitian terdahulu, dan hasil penelitian
serta kesimpulan penelitian terdahulu, adanya pembahasan kajian terdahulu
ditujukan agar menghindari plagiarisme pada pembahasan penelitian ini,
selain itu kajian terdahulu juga dapat menjadi penyempurna dalam
penelitian ini. Kemudian sub-bab kedua yaitu berisi kerangka teori yang
akan digunakan sebagai landasan dan acuan pada pokok kajian penelitian

ini.



Bab I11 Metodologi Penelitian, memaparkan peranan penting dari penelitian
ini yaitu metode penelitian yang digunakan oleh penulis sehingga hasil dan
data yang bersumber dari metode tersebut merupakan hasil yang akurat.
Bab 1V, bab ini berisi mengenai hasil analisis data yang telah diperoleh,
kemudian jawaban dari persoalan pengimplementasian magasid asy-syari’ah
pada fatwa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia
khususnya pada era covid-19 ini yang mana ditelaah dan dikaji pada
penelitian ini.

Bab V Penutup, bab ini merupakan komponen terakhir pada penulisan
skripsi yang berisi kesimpulan dari penulisan skripsi ini, dan saran dari

penulis.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka
Penelitian yang sama pada permasalahan ini terdapat dalam

beberapa penelitian dalam tinjauan tertentu, peneliti menemukan penelitian
sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan ini namun mempunyai
fokus yang berbeda-beda. Antara lain sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Binti Mutafarida dan Moh.
Farih Fahmi (2020) yang berjudul Upaya Implementasi Fatwa Majelis
Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan
Ekonomi Oleh Lembaga Amil Zakat (Mui Fatwa Implementation Business
Number 23 Year 2020 In Economic Recovery By Amil Zakat Institution),
penelitian tersebut berangkat dari permasalahan pada tingkat perekonomian
masyarakat Indonesia yang mulai menurun selama pandemi covid-19, Salah
satu langkah yang diupayakan oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan
fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak
dan shadagah. Dalam hal ini peneliti mengambil contoh program program
yang diadakan pada salah satu Lembaga Yayasan sebagai wujud dari
implementasi fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 yang berdampak positif

dan juga dapat membantu kesejahteraan perekonomian masyarakat.?

IBinti Mufarida dkk, “Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23
Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Oleh Lembaga Amil Zakat (Mui Fatwa



Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini yang tidak hanya mengkaji
fokus pada satu fatwa saja namun mengkaji berbaga fatwa dari berbagai
aspek seperti ibadah maupun penanganan covid-19.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hudzaifah Achmad Qotadah
(2020) yang berjudul Covid-19: Tinjauan Magasid Al-Shariah Terhadap
Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs
Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?) penelitian ini mengkaji salah satu
kebijakan dalam penangguhan pelaksanaan ibadah shalat di tempat ibadah,
kebijakan tersebut mengakibatkan pro kontra antar sesama masyarakat atas
argumen mereka, sebagian masyarakat yang pro terhadap kegiatan
pemerintah beranggapan bahwa kebijakan tersebut benar adanya guna
memutus penyebaran covid-19 bagi masyarakat sendiri, namun sebagian
masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah beranggapan bahwa
fatwa fatwa tersebut kurang sesuai dengan karena lebih mengutamakan
Hifdz An-Nafs daripada Hifdz ad-Din karena pada hakikatnya Hifdz ad-Din
menempati kedudukan tertinggi dalam susuan maqashid syari’ah yang
kemudian dikemukakan oleh peneliti bahwa kebijakan kebijakan tersebut
telah melalui pertimbangan yang matang dengan memperhatikan aspek

kemaslahatan dan kemafsadahan.? Penelitian tersebut mempunyai

Implementation Business Number 23 Year 2020 In Economic Recovery By Amil Zakat Institution) ”
Jurnal Qawanin 4, no. 2, (2020): 149-152

’Hudzaifah Achmad Qotadah, “Covid-19: Tinjauan Magasid Al-Shariah Terhadap
Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz
al-Din?) ” Jurnal Sosial & Budaya Syar-i 7, no. 07, (2020): 660-661



kesamaan dengan penelitian ini dalam aspek kajiannya yaitu magasid asy-
syari’ah namun berbeda pada rumusan permasalahan yang diteliti.

Ketiga, Penelitian yang berjudul Menelisik Dinamika Dan
Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19 oleh
Abdur Rahman Adi Saputera dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai
Gorontalo (2020) yang mengkaji tentang peranan fatwa MUI pada tatanan
kehidupan masyarakat yang mana fatwa fatwa tersebut merupakan langkah
strategis dalam menanggulangi wabah covid-19 ini, meskipun pada awalnya
fatwa fatwa tersebut cukup menuai kontroversi dengan berbagai respon dari
masyarakat yang disebabkan kurangnya adaptasi masyarakat atas kebijakan
baru tersebut namun pada akhirnya fatwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI
dapat diterima dengan baik dan dijadikan rujukan dalam mengambil
langkah selanjutnya guna mencegah penyebaran covid-19 yang semakin
merajalela.® Berbeda dengan penelitian tersebut yang mengkaji peranan
fatwa MUI di tengah tengah persoalan pandemic covid-19 sedangkan
penelitian ini fokus pada kajian tentang subtansi dari beberapa fatwa yang
telah dikeluarkan sebagai kebijakan Majelis Ulama Indonesia dan
bagaimana kesesuaiannya dengan tujuan syari’ah.

Keempat, Penelitian oleh Sahari Institut Agama Islam Negeri
Manado (2020) yang berjudul Implementasi Al-Masyaqgoh Al-Tajlibu Al-

Taisyiir Di Tengah Pandemi Covid-19 yang mengkaitkan tentang

3Abdur Rahman Adi Saputera, “Menelisik Dinamika Dan Eksistensi Fatwa Mui Sebagai
Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19” Jurnal Peradaban dan Hukum Islam 3, no. 2, (2020): 73-75



pemahaman dari kaidah al-masyaqgqoh al-tajlibu al-taisyiir yang lebih luas
dengan keadaan pandemi covid-19 saat ini. Karena pada realitanya masih
banyak masyarakat yang mempunyai pemahaman terbatas dan sempit atas
kaidah tersebut, Peneliti mengemukakan bahwa kaidah tersebut dapat
diimplementasikan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada
dengan memperhatikan ancaman bahaya dari virus covid-19.* Penelitian di
atas dan penelitian ini sama sama mengkaji permasalahan hukum islam
yang pada era covid-19 dan juga mengkajian pengimplementasian hukum
tersebut namun berbeda pada perspektif kaidah yang digunakan.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syukri Albani
Nasution dan Wulan Dayu yang berjudul Figh Fardhu Kifayah for the City
of Covid-19 According to the Fatwa of MUI and Permenkes Number 413
(Magashid Syariah Analysis) penelitian tersebut fokus pada permasalahan
tajhiz al-janaiz yang harus dilakukan dengan tata cara sebagaimana telah
ditetapkan oleh hukum islam, namun berbeda pada kondisi di mana mayat
adalah seseorang yang terinfeksi covid-19, ijtihad dari permasalahan
tersebut kemudian disandarkan pada fatwa MUI No. 18 Tahun 2020 dan
permenkes N0.413 tentang tata cara pengurusan jenazah muslim yang
terinfeksi covid-19. Perbedaan yang mendasari persoalan tajhiz al-janaiz
covid-19 dengan yang biasa yaitu pada tata cara pengurusan pada mayat

tersebut, ketentuan bagi orang yang mengurus dan juga hukum yang berlaku

4Sahari, “Implementasi Al-Masyaqgoh Al-Tajlibu Al-Taisyiir Di Tengah Pandemi Covid-
19” Jurnal AQLAM - Journal of Islam and Plurality 5, no. 2, (2020): 140-141
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sehingga fikih fardu kifayah dapat diterapkan sebagai ijtihad dari persoalan
ini. hal tersebut ditujukan guna menjaga kemaslahatan diri maupun orang
lain dan mengantisipasi potensi penyebaran covid-19.° Kesamaan penelitian
di atas dengan penelitian ini terdapat pada analisis yang digunakan, namun
berbeda pada fokus kajian yang diteliti, penelitian tersebut fokus pada
ijtihad yang diterapkan pada persoalan tajhiz al-janaiz sedangkan penelitian
ini fokus pada penerapan fatwa tentang berbagai persoalan era covid.
keenam, Penelitian yang berjudul Peran Majelis Ulama Indonesia
Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan
Dominasi Kekuasaan Max Weber oleh Muhammad Agus Mushodiqg dan Ali
Imron. Penelitian ini menggali motif pada tindakan sosial keagamaan yang
diterbitkan melalui fatwa fatwa sebagai salah satu jalan ijtihad yang mana
MUI sebagai Lembaga keagamaan di Indonesia yang menaungi organisasi
masyarakat Indonesia sangatlah berperan penting dalam mewujudkan
kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan
melalui teori Tindakan sosial max Weber pada penelitian ini.® Penelitian di
atas dan penelitian memiliki kesamaan pada objek yang dikaji namun

berbeda pada teori analisis yang digunakan.

SMuhammad Syukri Albani Nasution dkk, “Figh Fardhu Kifayah for the City of Covid-19

According to the Fatwa of MUI and Permenkes Number 413 (Magashid Syariah Analysis) ”
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) 3, no. 4, (2020):
3008-30012

5Muhammad Agus Mushodigq dkk, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi

Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber ” Jurnal Sosial
& Budaya Syar-I 7, no. 5, (2020): 463-466
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Ketujuh, penelitian tentang Tafsir Ayat-Ayat Pandemi, Studi Atas
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) oleh Ali Mursyid (2020) Penelitian
ini tidak hanya mengkaji suatu ayat namun juga menggali ayat ayat yang
dijandikan landasan dalam melakukan ibadah melalui tafsir ayat tersebut.
Pembahasan pada penelitian ini difokuskan agar masyarakat mengetahui
urgensi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa substansi yang
terkandung di dalamnya sangatlah berperan bagi kehidupan sehari-hari.
Peneliti juga membuktikan bahwa penafsiran dari ayat ayat pandemi
tersebut selaras dengan pendapat para ahli tafsir (mufassir) dan tidak
bertentangan dengan kitab kitab tafsir yang dijadikan rujukan, sehingga ayat
ayat pandemi tersebut tidak perlu diragukan lagi.” Penelitian di atas sedikit
berbeda dengan penelitian ini dan penelitian yang lainnya, perbedaan yang
cukup signifikan disebabkan oleh penelitian di atas yang fokus pada konteks
internal melalui penafsiran dari ayat yang ada pada fatwa tersebut, berbeda
dengan penelitian ini yang mengkaji konteks eksternal melalui
pengimplementasian maqasid asy-syari’ah pada fatwa fatwa tersebut.

Kedelapan, penelitian oleh Ade Rian dan Azman Arsyad yang
berjudul Larangan Shalat Jum’at Masa Pencegahan Covid-19; Studi
Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 yang menganalisis fatwa
tentang larangan shalat jum’at serta pertimbangan yang dilakukan MUI

dalam merilis fatwa tersebut pada era pandemi ini, shalat jum’at merupakan

TAli Mursyid, “Tafsir Ayat-Ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(Mui)” Jurnal Misykat 05, No. 01, (2020): 49
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shalat yang wajib dilakukan oleh seluruh muslim yang telah baligh dan
dalam pelaksanaannya tentu melibatkan banyak orang. Maka dari itu,
munculnya wabah covid-19 yang dapat menular melalui permukaan benda,
kulit manusia dan lain sebagainya, mengharuskan pemerintah
mengeluarkan fatwa No.14 Tahun 2020 dengan tujuan memutus rantai
covid-19, Adapun kajian dari penelitian ini mengemukakan bahwa
keputusan ini telah dipertimbangkan dengan mempertimbangkan aspek
maslahah mursalah guna melindungi jiwa manusia.® Penelitian tersebut
berbeda dengan penelitian ini karena hanya fokus pada Fatwa No.14 Tahun
2020 yang merupakan fatwa pada aspek ibadah, sedangkan penelitian ini
mencakup berbagai aspek yang meliputi ibadah shalat, ibadah zakat,
kesehatan dan lain sebagainya.

Kesembilan, Penelitian mengenai Metode Talfig Manhaji MUI
Dalam Fatwa yang dikaji oleh Muhammad Igbal dari Institut Agama Islam
Negeri Kendari (2020). Penelitian ini berangkat dari keresahan peneliti yang
merasa bahwa talfiq manhaji dengan membandingkan metode MUI dalam
berfatwa dan istinbath Imam Madzhab masih sering diabaikan. maka dari
itu, peneliti berupaya untuk menjadikan talfiq manhaji sebagai salah satu
ssolusi pada pemecahan permasalahan hukum islam kontemporer yang
dikaji pada Fatwa MUI No. 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Shalat

bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat

8Ade Rian dkk, “Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa
MUI Nomor 14 Tahun 2020 ” Shautuna Jurnal limiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab 2, no.
1, (2021): 13
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Merawat dan Menangani Pasien COVID-19. Penelitian ini menghasilkan
penetapan yang mengandung prinsip kemaslahatan umum pada petugas
yang terkait dengan membedakan masing masing kondisi sehingga dapat
memberikan kemudahan bagi umat islam yang berada pada kondisi
tersebut.® Perbedaan yang membedakan pada penelitian ini terletak pada
pendekatan yang digunakan, pendekatan pada penelitian di atas
menggunakan pendekatan mugaranah al madzahib (perbandingan
madzhab) sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-
Normatif dan teknik analisis data.

Kesepuluh, Penelitian oleh Dzulkifli Noor yang berjudul Sikap
Masyarakat Dalam Melaksanakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang
Pandemi Covid-19 yang mengkaji tentang respon masyarakat yang pro dan
kontra atas fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sejatinya
Fatwa Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian
hukum islam dan menjadi rujukan bagi masyarakat Indonesia dalam
keadaan darurat sekalipun, namun hal tersebut tidak seluruhnya dipahami
oleh masyarakat Indonesia, hal ini dibuktikan dengan sebagian respon
masyarakat Indonesia yang masih kontra terhadap fatwa tersebut. Lebih

penting daripada itu, Sebagian masyarakat yang lain justru menyetujui

®Muhammad Igbal, “Metode Talfiq Manhaji Mui Dalam Fatwa” Jurnal Al-‘4dl 2, no. 1,
(2021): 13
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fatwa tentang wabah ini karena menurut mereka fatwa tersebut merupakan
salah satu ikhtiar atau jalan dalam memutus penyebaran covid-19.%
Permasalahan yang dikaji pada penelitian tersebut mempunyai kesamaan
dengan penelitian ini yaitu dari segi kondisi covid-19, namun perbedaan
yang mendasari terdapat pada konteks yang dikaji, karena selain menurut
kondisinya penelitian di atas juga mengkaji hubungan timbal balik yang
ditandai dengan respon masyarakat.

Kesebelas, Penelitian yang berjudul metode istinbat fatwa mui
nomor: 18 tahun 2020 tentang pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) muslim
terinfeksi covid-19 yang dituangkan dalam bentuk skripsi oleh Abdurrahim.
Penelitian tersebut mengkaji lebih dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia
Nomor 18 Tahun 2020 pada segi pengurusan jenazah yang terpapar covid-
19 mulai dari memandikan, mengafani, menyalati dan menguburkan mayat.
Penelitian ini juga mendalami tentang bagaimana istinbath hukum yang
digunakan oleh MUI dalam menetapkan tata cara serta pedoman baru
tersebut.!! Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena hanya
fokus pada persoalan tata cara merawat jenazah covid-19, sedangkan
penelitian ini mencakup berbagai persoalan seperti hukum penggunaan Alat

Pelindung Diri, Pendistribusian zakat, VVaksinasi dan lain sebagainya.

1Dzulkifli Noor, “Sikap Masyarakat Dalam Melaksanakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Tentang Pandemi Covid-19 ” Jurnal Emanasi, Jurnal limu Keislaman dan Sosial 3, no. 2, (2020):

1 Abdurrahim, Metode Istinbat Fatwa Mui Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pengurusan

Jenazah (Tajhiz Al-Jana’iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19, Skripsi, Jambi : Uin Sulthan Thaha
Saifuddin, 2021
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Kedua Belas, Penelitian oleh Ahmad Mukri Aji dan Diana Mutia
Habibaty tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan
Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif
dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia, penelitian tersebut
mengkaji tentang sikap proaktif dan antisipatif yang diterapkan oleh MUI
dalam mencegah penularan covid-19 yaitu dengan produk fatwa no 14 tahun
2020.12 Perbedaan yang mendasar dari penelitian di atas dan penelitian ini
adalah penelitian ini mengkaji fatwa sebagai produk MUI dengan analisa
magasid asy-syari’ah Jasser Auda sedangkan pada penelitian di atas tidak
terdapat analisis pada penelitiannya.

Ketiga belas, penelitian oleh Imaro Sidgi dan Doli Witro yang
berjudul Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam
Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap
Masyarakat. yang mana urgensi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia disorot
dari kacamata masyarakat Indonesia, fatwa MUI dinilai penting guna
menjadi rujukan permasalahan umat islam. namun di sisi lain kedudukan
fatwa MUI pada tatanan hukum negara Indonesia tidaklah mengikat dan
tidak wajib diikuti.®® Perbedaan pada penelitian ini adalah pada corak

penelitiannya, penelitian di atas terfokus pada pandangan masyarakat

2Ahmad Mukri Aji, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah

Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif Dan Proaktif Persebaran Virus
Corona Di Indonesia* ” Jurnal Salam 7, No. 8, (2020): 681

BImam Sidqi. Dkk, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Perspektif

Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat ” Jurnal Nizham 8, No.
1, (2020): 23
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sedangkan pada corak penelitian ini adalah pengkajian implementasi fatwa
yang dikeluarkan oleh fatwa MUI.

Keempat belas penelitian yang berjudul Vaksinasi Sebagai
Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Figh Islam oleh Ahmad
Fuadi dan Tentiyo Suharto, menurut ahmad dan tentiyo hukum dari
vaksinasi tersebut masih menuai pro kontra anta masyarakat, pemaknaan
vaksinasi tersebut membutuhkan kajian secara mendalam dalam
pertimbangannya. Meskipun begitu vaksinasi merupakan aspek penting
yang wajib dilaksanakan dengan tujuan kemaslahatan umat.!* Dua
penelitian sama sama megkaji produk penanggulangan wabah, penelitian di
atas mengkaji hukum produk baru sebagai upaya penanggulangan wabah
sedangkan penelitian ini mengkaji penanggulangan wabah yang berasal dari
dua aspek pada enam persoalan.

Kelima belas, Penelitian oleh Ahmad Sanusi yang mengkaji Teori
Magashid Syari’ah dan Penerapanya Pada Fatwa Corona (Studi Analisis
Kritis). Pada fatwa corona pertimbangan dengan menggunakan magashid
syari’ah sangat diperlukan sebab berbagai perubahan hukum antara satu
aspek dengan aspek lainnya.’® Penelitian di atas dan penelitian ini sama

sama menganalisis implementasi magasid asy-syari’ah pada fatwa yang

Ahmad Fuadi, Dkk. “Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif
Figh Islam” Jurnal EI-Ghiroh Xix, No. 1, (2021): 42

5Ahmad Sanusi, “Teori Magoshid Syariah Dan Penerapanya Pada Fatwa Corona (Studi
Analisis Kritis) ” Jurnal Uin Banten (2020): 30
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ditetapkan setelah munculnya covid-19, namun perbedaan ada pada

penelitian ini yang berangkat khusus dari pemikiran Jasser Auda.

No. Penulis Judul Kesimpulan

1. | Binti Upaya Implementasi | Peran yayasan Yatim
Mutafarida dan | Fatwa Majelis Ulama | Mandiri dalam
Moh. Farih Indonesia Nomor 23 | Pemulihan Ekonomi
Fahmi Tahun 2020 Sebagai | Masyarakat Terdampak

Upaya Pemulihan
Ekonomi Oleh
Lembaga Amil Zakat
(Mui Fatwa
Implementation

Business Number 23
Year 2020 In
Economic  Recovery
By Amil Zakat

Institution)

Covid 19 sebagai wujud
dari
pengimplementasian
Fatwa MUI Nomor 23
Tahun 2020  vyaitu
melalui program BISA

(Bunda Yatim
Sejahtera) yang
diwujudkan dalam

bentuk modal serta
didukung dengan
manajemen yang
terstruktur. Selain itu,
Upaya lain yang
dilakukan oleh yayasan
Yatim Mandiri yaitu
dengan mengurangi
dana pos Pendidikan
kemudian dialihkan
kepada bantuan

ekonomi.
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Hudzaifah
Achmad
Qotadah

Covid-19:  Tinjauan
Magasid  Al-Shariah
Terhadap
Penangguhan
Pelaksanaan  Ibadah
Shalat Di Tempat
Ibadah (Hifdz al-Nafs
Lebih Utama Dari
Hifdz al-Din?)

kebijakan pada segala
praktik keagamaan yang
berupa pembatasan,
penangguhan, maupun
larangan tidak
bermaksud

mengutamakan maupun
mendahulukan hifdz al-
nafs daripada hifdz al-
din. Namun, hal tersebut
telah  dipertimbangan
dengan memperhatikan
aspek kemaslahatan dan
kemafsadahan di tengah

pandemic covid-19.

Abdur Rahman
Adi Saputera

Menelisik Dinamika
Dan Eksistensi Fatwa
MUI Sebagai Upaya
Mitigasi Pandemi
Covid-19

Setelah telah melewati
berbagai macam
kontroversi, pada
akhirnya fatwa MUI
dimasa pandemi dapat
diterima dengan baik
dan eksistensinya dapat
dibuktikan melalui
penetapan fatwa fatwa
tersebut sebagai rujukan
dalam mengambil
langkah selanjutnya
guna mencegah
penyebaran  covid-19
karena pada dasarnya

fatwa MUI merupakan
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wujud dari Islam yang
rahmatan lil alamin

sholihul likulli zaman

wal makan.
Sahari Implementasi Al- | Menurut peneliti,
Masyaqqoh Al- | pengimplementasian
Tajlibu Al-Taisyiir Di | kaidah  al-masyaqgoh
Tengah Pandemi | al-tajlibu al-taisyiir
Covid-19 haruslah  disesuaikan

pada situasi dan kondisi
yang terjadi, kondisi
tersebut tergolong
menjadi dua bagian.
Pertama, kondisi
mengancam jiwa dan
kerusakan jasad (al-
masyaqqgah al-
‘Azhimmah),

masyagqoh jenis ini
memberi seperti
keringanan saat covid-
yaitu dengan mengganti
shalat jum’at dengan
shalat dzuhur.

Kedua, kesulitan
bersifat alamiah dan
dapat diatasi
(masyaqgah al-
Khafifah) seperti lapar

saat berpuasa, maka
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jenis ini tidak mendapat

keringanan.

Muhammad
Syukri Albani
Nasution dan
Wulan Dayu

Figh Fardhu Kifayah
for the City of Covid-
19 According to the
Fatwa of MUI and
Permenkes  Number
413 (Magashid
Syariah Analysis)

Tata cara memandikan
jenazah korban Covid-
19 didasarkan fatwa
MUI No. 18 Tahun
2020 dan permenkes
No0.413 yaitu salah
satunya dengan tanpa
harus melepas pakaian,
bahkan saat kondisi
normal tidak harus
melepas pakaian,
kuncinya adalah
membersihkan hal-hal
najis di tubuh mereka.
hal tersebut ditujukan
guna menjaga
kemaslahatan diri
maupun orang lain dan
mengantisipasi potensi

penyebaran covid-19.

Muhammad
Agus
Mushodiq dan

Ali Imron

Peran Majelis Ulama
Indonesia Dalam
Mitigasi Pandemi
Covid-19; Tinjauan
Tindakan Sosial dan
Dominasi  Kekuasaan
Max Weber

Tindakan sosial
keagamaan yang
digunakan oleh MUI
dalam menerbitkan
fatwa mengandung tiga
motif yang antara lain:
1. instrumentally

rational
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2.
3.

value rational

traditional

Adapun dalam  hal

dominasi kekuasaan

MUI menggunakan dua

model :
1. dominasi kekuasaan
legal
2. dominasi kekuasaan
kharismatik
Ali Mursyid Tafsir Ayat-Ayat | 1. MUI telah

Pandemi, Studi Atas
Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI)

mengeluarkan
beberapa fatwa pada
tahun 2020 yang
antara lain sebagai
berikut: Fatwa
No.14, No. 18, No.
23, No. 28 dan No.
31.

2. Fatwa tersebut

lengkap  berserta
dalil  Al-Qur’an,
Hadist dan kaidah
figh lainnya.
Beberapa ayat Al-
Qur’an tersebut
yakni  Q.S. al-
Bagarah (2): 159,
Q.S. at-Taghabun
(64): 16 dan Q.S.
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al-Bagarah (2):
195.

3. Penafsiran  yang
dijadikan dalil
tersebut sesuai
dengan konteks
ayat yang
dimaksud.

Ade Rian dan
Azman Arsyad

Larangan Shalat
Jum’at Masa
Pencegahan  Covid-
19; Studi Analisis

Analisis fatwa Nomor
14 Tahun 2020 tentang
larangan salat jumat
pada masa COVID-19

Fatwa MUI Nomor 14 | bahwa keputusan
Tahun 2020 tersebut telah
dipertimbangkan
dengan
mempertimbangkan
aspek maslahah
mursalah guna
melindungi jiwa
manusia, yang
merupakan tujuan dari
magqashid syari’ah.
Muhammad Metode Talfig | Penelitian ini
Igbal Manhaji MUI Dalam | mengemukakan metode

Fatwa

talfiq manhaji yang
digunakan oleh MuUI
mengandung  prinsip
kemaslahatan ~ umum

pada petugas yang
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terkait, dengan

membedakan  masing

masing kondisi
sehingga dapat
memberikan

kemudahan bagi umat
islam yang berada pada
kondisi tersebut.
Metode talfig manhaji
lebih menekankan
inklusivitas dan tidak
mengenal fanatisme

madzhab.

10.

Dzulkifli Noor

Sikap Masyarakat
Dalam Melaksanakan
Fatwa Majelis Ulama
Indonesia  Tentang
Pandemi Covid-19

Penelitian tersebut

menghasilkan

kesimpulan:

1. Fatwa MUI
merupakan produk
ijtihad hukum islam

2. Tujuan Fatwa MUI
yaitu  memberikan
kepastian hukum
bagi umat muslim

3. Meskipun  menuai
pro kontra atas
respon masyarakat,
namun  mayoritas
masyarakat
menyetujui  fatwa
tentang wabah ini

karena fatwa
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tersebut merupakan
salah satu ikhtiar
atau jalan dalam
memutus
penyebaran  covid-
19.

11.| Abdurrahim metode istinbat fatwa | Landasan hukum yang
mui nomor: 18 tahun digunakan MUI dalam
2020 tentang
. menetapkan fatwanya
pengurusan  jenazah
(tajhiz al-jana’iz) | diantaranya adalah dalil
muslim terinfeksi al-Quran, as-Sunnah,
covid-19
Kaidah Fikih dan juga
metode ijtihad
kolepktip.
12.| Ahmad Mukri | Fatwa Majelis Ulama | Fatwa no.14 tahun 2020
Ajidan Diana | Indonesia  Tentang

Mutia Habibaty

Penyelenggaraan

Ibadah Dalam Situasi
Terjadi Wabah Covid-
19 Sebagai Langkah
Antisipatif dan
Proaktif  Persebaran
Virus  Corona Di

Indonesia

sebagai upaya yang
dicanangkan oleh
pemerintah dirumuskan
melalui tiga langkah
yaitu langkah responsif
(cepat tangap dalam
menangani  masalah),
antisipatif (bersifat

tanggap atas keadaan
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yang sedang terjadi) dan

proaktif  (lebih aktif

sebab perubahan
kondisi). Tiga langkah
tersebut dilakukan guna

menjaga tujuan pokok

beragama.
13.| Imaro Sidqi Kedudukan Fatwa | Meskipun fatwa MUI
dan Doli Witro | Majelis Ulama | bersifat tidak mengikat
Indonesia (MUI) | dan tidak wajib diikuti,
Dalam Perspektif | namun fatwa berperan
Hukum Islam Dan | penting dalam kasus
Nasional: Studi | kontroversial ~ Negara
Implikasi Fatwa | Indonesia. selain itu
Terhadap Masyarakat. | implikasi fatwa dalam
kehidupan sehari hari
sangat jelas dan dapat
diandalakan.
14| Ahmad Fuadi | Vaksinasi Sebagai | pada kondisi darurat, hal
dan Tentiyo Penanggulangan yang semula tidak
Suharto Pandemi  Covid-19 | diperbolehkan
Perspektif Figh Islam | mendapatkan
keringanan demi
menuju  kemaslahatan
umum, sebab
kemaslahatan ~ umum

yang bersifat universala

harus didahulukan
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ketimbang
permasalahan khusus.

15,/ Ahmad Sanusi | Teori Magashid | Pengaplikasian  teori

Syari’ah dan magqashid syari’ah pada

Penerapanya Pada
penelitian  ini  telah

Fatwa Corona (Studi
Analisis Kritis). sesuai dengan dawabith
dan kaidah umum, hal
tersebut dibuktikan pada
hasil ijtihad Majelis
Ulama Indonesia yang

dituangkan melalui

Fatwa.

B. Kerangka Teori

1. Fatwa
a. Pengertian Fatwa
Fatwa dalam bahasa arab sering disebut dengan al-futya atau al-
Ifta’. Secara etimologi fatwa berarti petuah ataupun nasehat, sedangkan
secara terminologi fatwa berarti penjelasan atau jawaban hukum syara’
tentang suatu permasalahan yang mana jawaban tersebut bersifat wajib
diikuti maupun tidak, Fatwa yang diberikan pada seorang mustafi (peminta

fatwa) harus berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’, Qiyas maupun dalil
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dalil syar’i.’® menurut Nasroen Haroen terdapat juga beberapa istilah yang
berkaitan dengan fatwa, antara lain:

1) Al Ifta’ atau Al-Futya yaitu istilah untuk kegiatan yang berupa penjelasan
atau jawaban atas pertanyaan dari suatu persoalan yang diajukan.

2) Mustafti adalah istilah untuk kelompok atau seseorang yang meminta fatwa
atau yang memberikan pertanyaan.

3) Mufti yaitu istilah untuk seseorang yang memberi fatwa atau memberikan
jawaban atas permasalahan yang diajukan, seorang mufti harus memiliki
pengetahuan dan kapasitas yang cukup dalam mengkaji suatu
permasalahan.

4) Mustafti Fih adalah istilah untuk persoalan, kasus, perkara yang ditanyakan
hukum syara’nya.’

b. Kedudukan fatwa menurut hukum islam

Fatwa memiliki kedudukan yang strategis dalam hukum islam
karena fatwa merupakan komponen penting dalam berbagai persoalan
syari’at, meskipun para ulama sepakat bahwa fatwa bersifat opsional yang
artinya dapat dipilih dan tidak mengikat secara legal namun fatwa dinilai
berkompeten dalam menjawab permasalahan permasalahan yang bersifat
kontemporer sehingga kedudukannya dalam hukum islam dapat

dikategorikan sebagai yurisprudensi islam. Secara fungsional fatwa

1Al Fakhri Zakirman, “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia” Jurnal Al-Hikmah
(Dakwah) 10, no. 2, (2016): 160-161

17Soleh Hasan Wahid, “Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan
Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI) “Jurnal
Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 10, no. 2, (2019): 196
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memiliki dua fungsi yakni tabyin yang artinya menjelaskan dan juga taujih
yang artinya petunjuk.
c. Kedudukan fatwa menurut hukum positif Indonesia

Indonesia merupakan negara yang bersumber pada lima sumber
hukum positif, yaitu undang-undang, adat atau kebiasaan, yurisprudensi,
traktat serta doktrin. Adapun tata urutan peraturan perundang undangan
telah tertera pada Undang Undang No 10 Tahun 2004 Pasal 7 yang meliputi
Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah
pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden,
peraturan daerah, yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan
daerah, kabupaten/ kota, peraturan desa. Sebagaimana telah disebutkan di
atas bahwa fatwa tidak terkandung pada Undang Undang No 10 Tahun 2004
Pasal 7 maka dapat dikatakan bahwa fatwa tidak dapat dijadikan sebuah
landasan hukum positif masyarakat Indonesia, fatwa hanya merupakan
suatu pendapat yang disampaikan oleh mufti yang tergabung dalam
organisasi masyarakat keagamaan seperti MUI, Nahdhatul Ulama,
Muhammadiyyah dan Lembaga lainnya.*8

2. ljtihad

a. Pengertian ljtihad

ljtihad berasal dari kata Al-Juhd yang dapat dimaknai dengan

kekuatan, kemampuan (at-fagah) atau bisa dimaknai dengan kesulitan,

18M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif
(Analisis Yuridis Normatif) ” Jurnal Ulumuddin 1V, (2010): 471- 474
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kesukaran (al-masyaqgah). Adapun ijtihad secara istilah didefinisikan
sebagai sebuah usaha (ikhtiar) guna menghasilkan hukum hukum syara’
melalui dalil dalil yang upaya pemerolehannya didasarkan pada metode
tertentu. Berdasarkan asal kata tersebut maka konteks ijtihad ditujukan
pada permasalahan yang sulit, bukan permasalahan yang mudah
ataupun ringan.® Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad 1bn

Husayn Ibn Hasan Al-Jizani bahwa ijtihad merupakan pemikiran yang

dikerahkan guna menentukan hukum syari’at yang kemudian

mengandung beberapa ketentuan dalam prosesnya,yaitu:

1) Ijtihad merupakan kegiatan yang mengkaji dalil dalil yang lebih
umum dari pada giyas yang hanya menyamakan far’ dan asl, namun
ijtihad mencakup giyas dan lain sebagainya.

2) ljtihad dilakukan oleh orang yang mengetahui dalil dan mengerti tata
cara istinbath al-hukum yang kemudian disebut mujtahid.

3) ljtihad merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap sesuatu yang
belum ada hukumnya dan kemudian menghasilkan hukum yang
bersifat zanni.

b. Dasar ljtihad
ljtihad memiliki landasan pada Al-Qur’an dan Sunnah yaitu pada
firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 105 yang mengandung

pengakuasn eksistensi ijtihad melalui giyas, ayat tersebut berberbunyi :

PHeri Fadli Wahyudi dkk, “Metode ljtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan
Aplikasinya dalam Fatwa ” Jurnal Studi Islam 13, no. 2, (2018): 122-123
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Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu
dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara
manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan
janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah),

karena (membela) orang-orang yang khianat.

Adapun dasar Ijtihad dalam hadist yaitu sebagaimana sabda Rasulullah

SAW yang berbunyi :

i CS " 6 el ) 1ia Ea G 3100 A sl Adde All) b 4Bl 3k &
06 1 Al i (b 351 (i 1 0, AT sy (bl OB , 1 $US &l (e 1Y

A e A1) g ghay Ak 3 395 AT G 1 OB L g gl Al L 4 gy AT
Al e 4B gl Guyad ol 93 )5 36300 0, 1 Al GliS B Y5 alug dgle
A Iy it W AL I Jgiy (383 531 Al Bk v OB 5530 g 4l
Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah saw. pada saat mengutusnya
(Muadz bin Jabal) ke Yaman, Rasul berkata kepadanya: bagaimana
kamu melakukan ketika kamu hendak memutus perkara? Muadz
menjawab: aku memutus dengan apa yang terdapat dalam Kitab Allah,
lalu Rasul bertanya: kalau tidak terdapat dalam kitab Allah? Muadz

menjawab: maka dengan memakai sunnah Rasulullah, lalu Rasul

2Tim Penerjemah Al-Quran Ulll. Qur’an karim dan Terjemahan Artinya. Cetakan
kesebelas. (Yogyakarta : Ull PRESS. 2014), 167.
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bertanya: ketika tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah? Muadz
menjawab: aku berijtihad sesuai dengan pemikiranku bukan dengan
nafsuku. Lalu Rasulullah menepuk dadaku dan bersabda: segala puji
bagi Allah yang telah menyepakati utusan pada apa yang telah diridlai

Allah terhadap Rasul-Nya. "%

Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Upaya penetapan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia
dalam memperoleh fatwa melalui metode ijtihad yaitu dengan
menggunakan 3 teknik pendekatan. Pertama, pendekatan nash Qath’i
atau bayani yang merupakan pendekatan yang berpegang teguh pada al-
Qur’an dan as-Sunnah dalam pemecahan pokok permasalahannya.
Kedua, Pendekatan Qauli yang merupakan pendekatan yang
berpengang teguh pada pemikiran imam empat madzhab yang
termaktub pada al-kutub al-mu’zabarah dalam pemecahan pokok
permasalahannya. Ketiga, Pendekatan Manhaji yang cukup popular di
Indonesia, pendekatan ini adalah salah satu cara penyelesaian
permasalahan hukum berdasarkan jalan pikiran maupun kaidah yang

digagas oleh imam madzhab.??

Magqasid Asy-Syari’ah

Maqasid asy-syari’ah berasal dari dua kata yaitu magasid dan asy-

syarT’ah, magasid memiliki arti maksud atau tujuan, sedangkan asy-syari’ah

2LAbu Daud, Sunan Abi Daud, (Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, t.th), 186.
21pid,. hal 126-129
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memiliki arti hukum hukum yang diciptakan oleh Allah bagi manusia yang
wajib diikuti agar menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi
manusia.?® Berbagai pembahasan mengenai magasid asy-syar’ah ini telah
banyak dikemukakan oleh tokoh maupun ulama ulama terdahulu salah
satunya Yyaitu Jasser Auda yang merupakan seorang direktur pada pusat
penelitian al-Magasid in the Philosophy of Islamic Law (Markaz Dirasat
Magasid al-Shariah al-Islamiyyah), Al-Furgan Foundation, London, U.K.,
sejak 2005; sebagai anggota “the International Institute of Advanced
Systems Research”, Jasser Auda juga merupakan anggota Associate
Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan fokus kajian
kebijakan publik dalam program studi Islam. la adalah Anggota Pendiri
persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin, anggota
dewan akademik di Institute International Advenced System Reseach
(I1AS) dan masih banyak jabatan ataupun penghargaan lainnya.?*

Jasser Auda menggunakan magasid asy-syari’ah sebagai dasar filosofi
pemikirannya dan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau
analisisnya. Pemikirannya berbeda dengan pemikiran tokoh lain yang mana
pada konteks maqgasid asy-syari’ah ini ia lebih mengedepankan konsep
maslahah dengan menawarkan teori “human development” yang merupakan

suatu teori guna mereformasi magasid asy-syarr’ah menjadi magasid

ZGhofar Shidig, “Teori Magashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam *” Jurnal Sultan Agung
44, no. 118, (2009): 118-119

24Mukhlishi, “Konsep Magashid Al-Shariah Sebagai Teori Pembentukan Hukum Islam Tak
Pernah Tuntas Perspektif Jasser Auda”” Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman 1, no. 1, (2014):
13
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kontemporer yang meliputi: protection (penjagaan), preservation

(pelestarian), development (pengembangan), human rights (hak hak asasi).?®

Guna mengaplikasikan teori tersebut agar mencapai tujuannya, jasser auda

menggunakan enam fitur/sistem sebagai pisau analisisnya antara lain

sebagai berikut :

a. Sifat Kognisi (Cognitive nature)

Sifat Kognisi merupakan watak dari pengetahuan hukum islam.
Dalam arti bahwa hukum islam ditetapkan atas pengetahuan yang
dimiliki oleh seorang ahli fikih terhadap teks ataupun nas yang
menjadi sumber rujukannya guna membongkar validasi seluruh
kognisi. Auda menekankan bahwa pemaknaan dan pemahaman
terhadap berbagai bentuk teks harus dibedakan dengan benar.
Seperti :

1) Syariah yaitu wahyu yang berupa al-Qur’an dan as-Sunnah
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai
risalah dan tujuan yang harus direalisasikan dalam
kehidupan masyarakat.

2) fikih adalah pendapat hukum yang dikemukakan oleh
ahlinya yang bersumber dari berbagai madzhab.

3) Fatwa yang merupakan penerapan antara keduanya (syari’ah

dan fikih) pada realitas kehidupan umat islam masa Kini.

PNasfiyatul Luthfiyah, “Konsep Maqasid Al-Shari’ah dan Epistimologi Pemikiran Jasser
Auda”, Tesis Magister, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016
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Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa produk hukum
yang dihasilkan dari sebuah penalaran (ijtihad) dapat berubah ubah
seiring  berkembangnya zaman tergantung pada  konteks
permasalahannya.

b. Keutuhan Integritas (Wholeness)

Keutuhan Integritas adalah keterkaitan antar komponen komponen
yang tersedia, fitur ini timbul disebabkan oleh faktor kecenderungan
ahli hukum yang membatasi pola pikirnya, Jasser Auda berpendapat
bahwa pola pikir yang tidak dibatasi atau bersifat bebas akan
menghasilkan keterkaitan antar hubungan yang terjalin secara
menyeluruh dan bersifat dinamis. Hal ini pula yang dapat memperluas
magasid asy-syari’ah yang berdimensi individu menjadi magasid asy-
syari’ah yang berdimensi universal, sehingga dapat diterima dengan
baik oleh khalayak umum dalam hal keadilan, kebebasan maupun
persoalan lainnya.

c. Kerterbukaan (openness)

Keterbukaan merupakan suatu sistem yang perlu diterapkan dalam
berbagai jenis kondisi guna mencapai suatu tujuan, kondisi tersebut
merupakan suatu lingkungan yang mempengaruhi ketercapaian tujuan
yang telah dicita-citakan, maka dari itu sistem keterbukaan yang
dimaksud dalam hal ini adalah sistem yang dapat berinterkasi dengan
kondisi ataupun lingkungan eksternalnya. Penerapan sistem ini dinilai

penting bagi kemaslahatan hukum islam guna mengakomodir metode
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maupun mekanisme yang digunakan oleh ahli hukum (fikih) dalam
menyikapi suatu permasalahan hukum islam yang kontemporer.
d. Interrelasi Hierarki (Interrelated Hierarchy)

Fitur ini merupakan fitur/sistem berstruktur hierarki yang saling
berkaitan yang juga sering disebut dengan al-harakiriyyah al-
mu 'tamadah tabaduliyyan atau interrelated hierarchy, sistem ini
terbangun dari sub-sistem yang lebih kecil dibawahnya yang juga
menyimpan makna bahwa terdapat fungsi dan tujuan pada hubungan
antar sub tersebut. Selain itu, Sistem hierarki ini mempunyai kelebihan
yang mana dapat memperbaiki dua dimensi syari’ah, yaitu :

1) Memperbaiki jangkauan pada magashid yang kemudian dibagi
menjadi 3 kategori : Pertama, magasid al-‘ammah vyaitu
magashid umum yang mencakup seluruh maslahah dan
bersifat universal seperti keadilan, kemudahan, toleransi dan
lain sebagainya. Kedua, magdasid khassah yaitu magasid
khusus yang diterapkan pada persoalan tertentu. Ketiga,
magasid Juz'iyyah yaitu maqgasid parsial yang menjadi inti
pada suatu peristiwa hukum.

2) Memperbaiki jangkauan pada orang yang diliputi magashid.
Fitur hierarki yang saling berkaitan ini memberikan dimensi
sosial dan publik pada maqasid kontemporer sehingga dapat

menjangkau seluruh umat manusia.
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e. Multi-Dimensi (Multi-Dimensionality)

Hukum islam merupakan sebuah sistem yang memiliki
berbagaidimensi yang mencakup bagian bagian pada sebuah sistem.
Sistem ini lahir atas kritikan Jasser Auda atas pemikiran para pemikir
hukum islam yang cenderung fokus pada satu faktor pada suatu kasus
yang dikaji, seperti persoalan ta’arrud al-adillah pada aspek ibadah
yang perlu dipertimbangkan dari sisi magasid li taysir atau ta 'arrud al-
adillah pada aspek hadist yang berhubungan dengan adat kebiasaan
yang hendaknya dipandang dari sisi universality of law. Dapat diartikan
bahwa para pemikir hukum islam dituntut untuk memiliki pola pikir
yang multi-dimensional agar tidak terjadi pertentangan antar satu teks
dengan yang lainnya.

f. Tujuan (Porposefulness)

Tujuan yang dimaksud dalam sistem ini yakni output yang
dihasilkan dari jaringan sistem dalam situasi yang beragam. Maqasid
asy-syari’ah tidak bersifat monolitik namun dapat menyesuaikan
berbagai situasi dan kondisi. Oleh karena itu tujuan penetapan hukum
islam harus berdasarkan pada kemaslahatan masyarakat yang berada di
sekitar kondisi tersebut.?®

4. Magqasid Asy-Syar’’ah dan Relevansinya Dengan Kaidah Daf’u Ad-

Darurah Wa Raf’u Al- Haraj

Z6Retna Gumanti, “Magasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam
Hukum Islam) ” Jurnal Al-Himayah 2, no. 1, (2018): 109-115
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Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa maqasid asy-syari’ah
merupakan suatu hukum syara’ yang dimaksudkan guna mencapai
kemaslahatan umat dengan cara menghilangkan mafsadah atau madarat
setiap umat yang juga dapat membawa manfaat untuk setiap umat.
Tercapainya tujuan tersebut tidak lain dibangun oleh dua prinsip kaidah
yaitu _sall a8 (menolak kerusakan) dan goall & (menghilangkan
kesukaran), adapun beberapa cabang dari dua prinsip tersebut antara lain :
1. lhaall la Ao adla auldall ¢,9 (menolak mafsadah atau mudarat

didahulukan daripada mecari kemaslahatan atau manfaat)

2. (ua saY) a1 g ad) HaY) (3L 131 (Apabila terdapat kondisi yang sempit,
maka dapat menjadi leluasa dan apabila suatu kondisi luas maka dapat
menyempit)

3. el lat 48510 (kesulitan membawa kepada kemudahan)

4. J 3 o»<al (bahwa kemudaratan harus dihilangkan)

5. Jxa¥ 9 uxa ¥ (tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh
memudaratkan orang lain)

6. i shaal) mad @y 9 mall (darurat membolehkan perbuatan yang dilarang)

7. dalaally bgia 4o ) e alaY) dipal (tindakan pemimpin (imam) kepada
masyarakatnya wajib ditujukan untuk kemaslahatan)

8. Alilugy 4l sl ¥ (perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah

untuk melaksanakan sarananya)
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9. w2y s 4 Y) gl AL Yl (perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu
suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut

hukumnya wajib)?’

27 Muhammad Bakr Ismail, al-Qawaid al-Fighiyyah baina al-Ashalah wa at-Taujih (Dar
al-Manan, t.t) 1997.
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BAB 1

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Adapun jenis penelitian penelitian ini termasuk jenis penelitian
pustaka (library research), yaitu teknik penelitian yang objek kajiannya
menggunakan data pustaka berupa buku-buku, jurnal online dan beberapa
tulisan lain sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan
membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa
al-Qur’an, as-Sunnah, kitab maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan
pembahasan penelitian.!

Penelitian dalam tulisan ini juga merupakan jenis penelitian
kualitatif yang mana menurut Meolong jenis penelitian kualitatif merupakan
penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dikaji oleh
subyek penelitian seperti persepsi maupun tindakan dalam sajian bahasa
mau kata. Meolong juga mengemukakan bahwa penelitian ini digunakan
untuk menghasilkan data deskriptif pada pengkajian suatu masalah dengan
karakteristik yang dimiliki jenis penelitian ini antara lain yaitu
menggunakan latar ilmiah, menggunakan beberapa instrumen yang

dilakukan melalui pengamatan maupun penelaahan dokumen.?

!Milya Sari dkk, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan
IPA” Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA 6, no. 1, (2020): 43-45

2Lexy J. Meolong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010),
hal.6
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Pendekatan selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu meneliti bahan pustaka sebagai suatu
penelitian hukum. pendekatan ini mengacu pada nilai nilai serta ketentuan
ketentuan yang terdapat pada al-Qur’an dan as-Sunnah maupun pendukung
lain yang dapat menjadi rujukan dalam penelitian ini sehingga permasalahan
pada penelitian ini dapat dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh
kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk
ditampilkan dalam kajian ini.>
1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan
menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan
dengan maqasid asy-syari’ah dan fatwa MUI era pandemi covid-19. Sumber
data dalam penelitian pustaka ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data
primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data primer yaitu sumber asli yang memuat data tentang maqasid asy-
syari’ah, dan Fatwa fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan
permasalahan era pandemi covid-19 antara lain : Fatwa No.14 Tahun 2020
tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi covid-19, Fatwa No.17
Tahun 2020 tentang pedoman shalat bagi tenaga kesehatan yang menangani
pasien covid-19, Fatwa No. 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan

jenazah muslim yang terinfeksi covid-19, Fatwa No. 23 Tahun 2020 tentang

$Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta : Sinar Grafika , 2010 ), hal. 107
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pemanfaatan harta zakat,infak dan shadagah untuk penanggulangan wabah
covid-19, Fatwa No. 31 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan shalat jum’at
dan jamaah untuk mencegah penularan covid-19, Fatwa No. 2 Tahun 2021
tentang produk vaksin covid-19 dari sinovac life science Co. Ltd. China dan
PT. Bio Farma, Fatwa No0.14 Tahun 2021 tentang hukum penggunaan
vaksin covid-19 produk astrazeneca. Data data tersebut diperoleh peneliti

dari laman website resmi Majelis Ulama Indonesia (https://mui.or.id/)

b. Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan kajian yang
dibahas selain dari sumber data primer yang disebutkan di atas, baik berupa
dokumen dokumen, hasil hasil penelitian maupun laporan yang relevan
dengan pembahasan yang akan dikaji peneliti sehingga dapat membantu
penyelesaian penelitian ini.
2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti
untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yang mana
sumber data tersebut merupakan sebuah pondasi dan bahan untuk
mengembangkan instrumen penelitian.* Teknik pengumpulan data yang
pada penelitian ini yaitu mencari literatur yang berhubungan dengan pokok
permasalahan yang kemudian dianalisa oleh peneliti.

3. Metode Analisis Data

“Harnovinsah, “Metodologi Penelitian”, dikutip
https://mercubuana.ac.id/files/MetodeL ogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf  diakses
pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 jam 15.01 WIB.
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Adapun metode dalam memperoleh data pada penelitian ini yaitu
menggunakan metode content analysis (analisis konten). Analisis konten
merupakan metode analisis pada penelitian yang digunakan dalam mengkaji
isi suatu informasi yang termuat dalam media massa dan terdokumentasi
dalam wujud teks maupun benda fisik.> Pada prakteknya, metode analisis
konten ini dapat diterapkan pada penelitian kuantitatif maupun penelitian
kualitatif, namun pada tulisan ini peneliti menggunakan jenis analisis isi
kualitatif yang tidak hanya mampu memaknai pesan-pesan yang tampak
saja dari media tersebut, namun juga mampu melihat kecenderungan isi
media berdasarkan konteksnya (realitas sosial yang sedang terjadi pada
dokumen atau teks yang diteliti). Adapun menurut Krippendorff penerapan
metode pada penelitian ini dapat dilakukan melalui 6 tahapan yang antara
lain:

1. Unitizing (peng-unit-an) adalah usaha menghimpun data pada suatu
penelitian yang mencakup teks, gambar, suara dan lain sebagainya untuk
diobservasi lebih lanjut sesuai dengan pertanyaan penelitian.

2. Sampling (pe-nyampling-an) merupakan penyederhanaan kategori
menjadi beberapa unit yang didasarkan pada tema atau karakter yang
sama.

3. Recording/coding (perekaman/koding) yang berfungsi sebagai

penjelas/uraian bagi pembaca atas situasi dan kondisi yang terjadi.

SGusti Yasser Arafat, “Membongkar Isi Pesan dan Media Massa dengan Content Analysis ”
Jurnal Al Hadharah 17, no. 33, (2018): 33-34
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4. Reducing atau penyederhanaan data agar menjadi singkat, padat dan
jelas.

5. Abductively inferring (pengambilan kesimpulan) yaitu upaya analisis
data dengan mencari makna dari tiap tiap kategori yang menghasilkan
sebuah kesimpulan atas suatu pemaknaan, sebab akibat dan lain lain.

6. Naratting (penarasian) adalah jawaban dari pertanyaaan penelitian yang
diwujudkan melalui sebuah narasi informatif agar pembaca memahami
hasil askhir tersebut.® Keenam tahap tersebut merupakan skema yang
telah dikemukakan oleh Krippendorff yang juga diimplementasikan

pada penelitian ini.

A M.Irfan Taufan Asfar, “Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik
(Penelitian Kualitatif)”, dikutip dari
https://www.researchgate.net/publication/330337822 ANALISIS NARATIF _ANALISIS KO
NTEN DAN_ANALISIS SEMIOTIK Penelitian_Kualitatif diakses pada hari Senin tanggal
15 April 2013 jam 09.00 WIB.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia
Salah satu latar belakang berdirinya Majelis Ulama Indonesia yakni

berawal dari peranan para ulama yang dinilai penting bagi kepentingan
keagamaan maupun kepentingan politik mulai dari era kolonial belanda
hingga era orde baru. Awalnya pemerintah Indonesia dan para ulama
mengalami konflik pada beberapa peristiwa yang berhubungan dengan arus
politik, konflik tersebut muncul disebabkan oleh sikap sebagian pemerintah
pada masa itu, seperti beberapa sikap pemerintah yang bermaksud
mengendalikan umat islam dengan mendesak empat partai politik islam
untuk menghapuskan sebutan Islam dan menggabungkan diri ke dalam satu
partai yang disebut PPP atau Partai Persatuan Pembangunan.

Peristiwa selanjutnya yaitu tentang rancangan undang undang
perkawinan yang diajukan oleh pemerintah yang mana menurut masyarakat
islam isi dalam rancangan undang undang perkawinan tersebut akan banyak
merugikan hukum islam karena bersifat sekuler. Meskipun begitu, pada
akhirnya lahirlah sebuah kesepakatan bersama pada saat kegiatan lokakarya
nasional bagi para juru dakwah muslim Indonesia yang berisi bahwa
pembentukan majelis sejenis harus diprakarsai pada tingkat daerah.

Dalam hal ini presiden Soeharto juga memberi saran tentang

perlunya membangun sebuah wadah guna menghimpun para ulama yang
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mewakili masyarakat muslim, saran tersebut dikemukakan oleh presiden
atas dua alasan. Pertama, keinginan pemerintah untuk menyatukan umat
muslim. Kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa ulama ulama islam
berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan yang
dihadapi oleh masyarakat, sehingga tidak dapat dilakukan tanpa
keikutsertaan para ulama.

Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia merupakan suatu lembaga
yang secara resmi didirikan tanggal 17 Rajab 1395 atau 26 Juli 1975 pada
masa orde baru melalui Musyawarah Nasional Ulama yang dilaksanakan
oleh wakil ulama dari berbagai provinsi di Indonesia. Berdirinya Majelis
Ulama Indonesia ditandai dengan bentuk ‘Piagam berdirinya Majelis Ulama
Indonesia (MUI)”. Piagam tersebut disepakati dan ditandatangani oleh 51
ulama yang ada di Indonesia yang antara lain yaitu 26 ketua Majelis Ulama
Indonesia tingkat daerah dari seluruh provinsi di Indonesia, 10 ulama dari
perwakilan organisasi masyarakat islam tingkat pusat yang terdiri dari
organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam,
Syarikat Islam, Mathla’ul Anwar, Al Wasliyah, Al-Itthadiyah, Gabungan
Usaha-USAHA Pengembangan Pendidikan Islam (GUPPI), Pusat
Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) dan Dewan Masjid Indonesia

(DMI). 4 ulama Dinas Rohaniyah Islam yang menjadi perwakilan dari
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POLRI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat dan juga 11
ulama undangan khusus (perorangan).*

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975 merupakan
suatu keinginan dari masyarakat Indonesia khususnya umat beragama
islam, masyarakat islam Indonesia merasa bahwa perlunya dibentuk sebuah
Majelis Ulama Indonesia guna menghimpun serta menyatukan para ulama
ulama dari berbagai penjuru Indonesia sebab menurut agama islam para
ulama tersebut dijadikan sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW dalam
berijtihad serta meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Selain
daripada itu pentingnya membentuk majelis tersebut yaitu guna
memperkokoh kesatuan dan ketahanan nasional republik Indonesia
sebagaimana tersebut pada visi yang disuarakan oleh Majelis Ulama
Indonesia yang berbunyi “Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan,
kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi
dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zu’ama,
aghniya dan cendikiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam
(“izzu al-Islam Wa al-Muslimin) guna perwujudannya.

Dengan demikian posisi Majelis Ulama Indonesia sangat penting
yaitu sebagai Dewan Pertimbangan Syari’at Nasional, guna mewujudkan
Islam yang penuh rahmat (rahmat li al- ‘alamin) di tengah kehidupan umat

manusia dan masyarakat Indonesia.” serta misi yang berbunyi

YIndra Nurfiati, Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Ketatanegaraan
Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Figh Siyasah, Skripsi, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel, 2016

47



“Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif,
sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam
menanamkan dan memupuk agidah Islamiyah, dan menjadikan ulama
sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud
masyarakat yang khair al- ummah.”

Visi dan misi tersebut tertuang dalam tugas komisi fatwa Majelis
Ulama Indonesia yakni memusyawarahkan dan mengeluarkan fatwa terakit
permasalahan permasalahan hukum islam yang dihadapi oleh masyarakat,
fatwa tersebut dihasilkan dalam suatu persidangan yang diagendakan oleh
komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dilaksanakan atas adanya
kebutuhan atau adanya permintaan dari pemerintah, masyarakat, maupun
lembaga lain. fatwa yang dihasilkan biasanya berupa penyataan yang
diumumkan oleh Majelis Ulama Indonesia maupun komisi fatwa sebagai
upaya Majelis Ulama Indonesia dalam merespon persoalan yang ada di
tengah umat saat ini, meskipun fatwa Majelis Ulama Indonesia termasuk
pendapat hukum (legal opinion) yang tidak mengikat dan bukanlah aturan
atau pendapat wajib yang harus diikuti oleh seluruh umat islam, namun
fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat menjadi salah satu jalan keluar pada

persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.?

2Ahmad Afrizal, Analisis Terhadap Fatwa Mui Nomor: 001/Munas—Ix/Mui/2015 Tentang
Pendayagunaan Harta Zakat, Infag, Sedekah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih
Dan Sanitasi Bagi Masyarakat, Skripsi, Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020
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B. Era Covid-19 di Indonesia

Covid-19 merupakan virus yang berasal dari china dan dapat
menular antar satu orang ke orang lain, virus ini muncul pada akhir tahun
2019 dan menyebar hingga ke berbagai negara di dunia dengan beberapa
gejala yaitu demam, batuk, hilangnya daya perasa, hilangnya daya
penciuman (anosmia) dan yang paling berat adalah sesak napas.®
Kemunculan virus covid-19 di Indonesia setidaknya memberikan dampak
pada 3 aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek
sosial khususnya dalam kehidupan keberagamaan.

Dampak tersebut mengakibatkan transformasi besar pada kegiatan
sehari hari masyarakat seperti pada pelaksanaan ibadah masyarakat islam
dan lain lain yang lebih mengutamakan keselamatan jiwa raga manusia. Tak
hanya itu, demi mencapai tujuan keselamatan jiwa manusia dan demi
memutus rantai penyebaran virus tersebut pemerintah memberlakukan
aturan aturan baru seperti sosial distancing, pembatasan sosial berskala
besar (PSBB), lock down dan kebijakan terkait protokol kesehatan yang
kemudian menimbulkan pro kontra antar masyarakat. Sebagian besar
masyarakat mematuhi aturan aturan tersebut namun tidak sedikit pula yang
menolak serta enggan mematuhinya dengan alasan pemerintah membatasi
ruang gerak masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, dalam
menyikapi hal tersebut pemerintah akhirnya bangkit dan merumuskan

program New Normal sebagai upaya adaptasi masyarakat terhadap keadaan

3Matdio.Siahaan, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan, Jurnal Kajian
lImiah, Edisi Khusus No 1 (2020), 2
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saat ini dan juga sebagai upaya dalam menuju tatanan kebiasaan hidup yang
baru pada segala aspek kehidupan termasuk pada aspek ibadah masyarakat

muslim.*

. Implementasi Maqasid Asy-Syari’ah Fatwa Majelis Ulama Indonesia
pada aspek ibadah

Berbagai  kebijakan yang diupayakan pemerintah guna
menanggulangi penyebaran covid-19 tidak hanya berpengaruh pada aspek
sosial-ekonomi saja namun juga berimbas pada aspek ritual keagamaan,
salah satu upaya tersebut tercermin melalui fatwa yang dikeluarkan oleh
Majelis Ulama Indonesia. Selama pandemi covid-19 mulai dari maret 2020
hingga saat ini Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa
pada berbagai persoalan, beberapa diantaranya yaitu :

1. Fatwa Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaran ibadah

dalam situasi terjadi wabah covid-19

2. Fatwa Nomor 17 tahun 2020 tentang Pedoman shalat bagi tenaga

kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri saat merawat
dan menangani pasien covid-19

3. Fatwa Nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan

jenazah muslim yang terinfeksi covid-19

“Try Bunga Firma, Normal Baru Dalam Praktik Keagamaan Islam Pada Masa Pendemi Di

Kota Padang, Jurnal Al Adyan Journal Of Religious Studies 1, No. 2 (2020), 155
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4. Fatwa Nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat,
infak dan shadagah untuk penanggulangan wabah covid-19 serta
dampaknya

5. Fatwa Nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan shalat
jum’at dan jamaah guna mencegah penularan wabah covid-19

6. Fatwa Nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari
sinovac life science co. Ltd. China dan PT. Bio farma (persero)

7. Fatwa No0.14 Tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin

covid-19 produk astrazeneca.®

Penetapan berbagai fatwa tersebut tidak hanya berlandaskan pada al-
Qur’an dan as-Sunnah namun juga mengemukakan argumentasi kaidah
fikih dan juga pendapat para ulama yang ditujukan untuk kemaslahat umat
dengan mempertimbangkan tujuan syari’at atau biasa disebut maqasid asy-
syarT’ah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa
magqasid asy-syari’ah merupakan suatu syari’at yang bertujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan umat melalui aturan aturan dan pemanfaatan
sarana yang tersedia.® adanya tujuan tersebut secara otomatis
mengakibatkan perubahan hukum serta tata cara beribadah di masa pandemi

covid-19 sebagaimana ungkapan dari Ibn Al Qayyim al Jauziyah yakni :

Sdikutip dari https://mui.or.id/ diakses pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 13.00 WIB
®Mahi M. Hikmat. Dkk. Implementasi Maqasid Syari’ah dalam Ikhtiar Memutus Mata
Rantai Persebaran Covid-19 di Indonesia, Jurnal Uin Sunan Gunung Jati, (2020), 2
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il gald) g il g J)gal) s A< g Al Y 4uhS oy LgBNIS) g (6 38l ks
“Fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, perbedaan kondisi,

niat dan keadaan”’

Adapun beberapa perubahan yang telah disahkan dan difatwakan oleh

majelis ulama indonesia yang antara lain :

1. Aturan shalat jum’at
a. Shalat jum’at yang diganti shalat dzuhur di rumah

Pada hakikatnya shalat jum’at merupakan shalat yang wajib
dilakukan secara berjamaah oleh umat muslim laki-laki yang telah
baligh, berakal, sehat serta mukim di suatu daerah. Namun kebijakan
Majelis Ulama Indonesia yang tertuang dalam fatwa nomor 14 tahun
2020 secara ringkas menetapkan bahwa terdapat dua hukum pada
pelaksanaan shalat jum’at bagi umat muslim.
Pertama, bagi daerah yang masih terkendali serta potensi
penularannya rendah maka diwajibkan menyelenggarakan shalat
jum’at secara berjamaah dengan memperhatikan dan mematuhi
protokol kesehatan yang berlaku.
Kedua, tidak diperbolehkannya mengadakan sholat jum’at bagi
daerah yang masih tidak terkendali dan dapat mengancam

keselamatan jiwa sampai keadaan menjadi normal kembali, dalam

’Muhamad Kumaidi. Dkk. Implementasi Kaidahla Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam
Bitagayyur Al-Azman Wa Al-Ahwal Dalam Ibadah Di Masa Pandemi, Jurnal Hukum Ekonomi
Syari’ah 12, No. 01 (2020), 67
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kata lain mubah bagi orang yang berada dalam suatu wilayah dengan
potensi penularan virus yang tinggi untuk meninggalkan shalat
jum’at dan menggantinya dengan sholat dzuhur di tempat kediaman
masing-masing sebab shalat jum’at merupakan ibadah wajib yang
melibatkan banyak orang sehingga berpotensi menularkan virus
covid-19.8

Pada mulanya kebijakan pada pelaksanaan sholat tersebut
menuai pro kontra antar ulama, beberapa ulama menentang
kebijakan tersebut karena pada saat itu per-bulan april 2020
penyebaran virus covid-19 masih terkendali dan belum termasuk
wabah, seperti pernyataan gus najih bahwa dapat disebut wabah
yaitu ketika angka kematian pada saat itu telah mencapai ribuan,
sedangkan angka kematian saat itu masih ada pada angka ratusan
sehingga dinilai belum memenubhi kriteria rukhsah atau keringanan.

Maka dari itu Istinbat yang digunakan ulama dalam
menetapkan kebijakan tersebut merujuk pada salah satu kaidah fikih
yaitu gduaddl la o adia auddal) ¢ 3 yakni menolak mafsadah atau
mudarat didahulukan daripada mecari kemaslahatan atau manfaat,
kaidah ini mengasumsikan bahwa akan timbul bahaya sebab
pelaksanaan shalat jum’at melalui penularan virus dari satu orang ke
orang lain sebab mafsadah dimaksud dalam persoalan ini yaitu

bukan terdapat pada shalat jum’at-nya namun terdapat pada

8lbid.,71
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kehadiran muslim yang melaksanakan shalat jum’at bersama dan
apabila mafsadah tidak dicegah dan semakin melebar tentunya
maqasid asy-syarT’ah tidak dapat tercapai.®

a. Shalat jum’at berbilang (ta’addud al jumu’ah) dan model shift

Social distancing merupakan salah satu upaya pencegahan
penyebaran virus covid-19 yang juga diterapkan pada tata letak shaf
pelaksanaan shalat jum’at, penerapan tersebut berakibat pada
persoalan terbatasnya daya tampung suatu masjid sehingga
membutuhkan jalan keluar salah satunya dengan mengadakan shalat
jum’at berbilang (ta’addud al jumu’ah).

Pada dasarnya pelaksanaan shalat jum’at yang dilaksanakan
menjadi dua gelombang atau berbilang tidak diperbolehkan oleh
jumhur ulama sama seperti kebijakan yang telah ditetapkan pada
fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VI/MUI/2000, isi dari fatwa tersebut
menegaskan bahwa pelaksanaan shalat jum’at yang lebih dari satu
kali pada tempat yang sama namun berbeda waktunya hukumnya
adalah tidak sah dengan alasan apapun termasuk alasan udzur syar’i
dan apabila seseorang sedang tidak dapat menunaikan sholat jum’at
sebab udzur syar’t maka wajib menunaikan shalat dzuhur

sebagaimana mestinya.°

SFisher Zulkarnain. Dkk. Kebijakan Fatwa Mui Meliburkan Shalat Jumat Pada Masa
Darurat Covid-19, Jurnal Uin Sunan Gunung Jati, (2020), 4-5
©1bid., 74.
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Melihat situasi dan kondisi saat ini Majelis Ulama Indonesia
merespon persoalan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan yang
tertampung pada fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 yang
memperbolehkan shalat jum’at berbilang (ta’addud al jumu’ah) di
tempat lain seperti gedung, stadion, musholla dan lain lain apabila
jamaah tidak dapat tertampung, kemudian jika dalam masjid dan
tempat lain masih tidak tertampung juga maka terdapat dua
perbedaan pendapat sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan shalat
jum’at dapat dilaksanakan dengan model shift dan hukumnya sah.
Kedua, shalat jum’at diganti dengan pelaksanaan shalat dzuhur
Secara sendiri maupun berjamaah sehingga shalat jum’at dengan
model shift menjadi tidak sah.

Kedua perbedaan pendapat tersebut dapat digunakan dengan
mempertimbangkan kondisi serta kemasalahatan masing masing
daerah. Salah satu kaidah yang dapat menjadi rujukan persoalan di
atas pendapat imam al Nawawi dalam kitab al majmu’ :

gLiaY) jus g dalall cuuny STy cprdaga (B Jlgadl g8 9 Jo¥) Aagl sa pasally
“Yang shahih dalam madzhab Syafii adalah bolehnya mengadakan
shalat Jum’at pada dua lokasi atau lebih tergantung hajah dan
tingkat kesulitan 't
2. Aturan shalat jamaah

a. Shalat dengan masker

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 31 Tahun 2020
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Memakai penutup ketika shalat tidak dianjurkan bagi muslim
laki laki maupun perempuan, hukumnya adalah makruh berdasarkan
hadist riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang berbunyi :

sSiall B b8 (850 (e i s il A JBia ) 1505 ;08 B35k (ol B
“Rasulullah SAW melarang seseorang menutup mulutnya ketika
shalat “*?
Ditegaskan pula oleh Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu’ yaitu :
il J) 45 An) S odn g, WA i gl sy old Lukaia (o Lallia Ja ) s 0 0 0S54
Lol daa
"Makruh seseorang melakukan shalat dengan talatsum, artinya
menutupi mulutnya dengan tangannya atau yang lainnya. Makruh di
sini adalah makruh tanzih (tidak haram) sehingga tidak
menghalangi keabsahan shalat"*
Namun sebagai antisipasi agar tidak tertular virus covid-19 maka
penggunaan penutup mulut atau masker saat shalat diperbolehkan
pada kondisi saat ini.
b. Shalat dengan merenggangkan saf

Merapatkan saf merupakan suatu kesunnahan dalam shalat,

bahkan ada juga sebagian ulama yang mewajibkan untuk

menyambung serta merapatkan barisan saf shalat maupun jarak

2]bnu Majah, Sunan Ibnu majah, (Kairo :Dar lhya Kutub Al-Arabiyyah, 4112 M), jilid 1,
310.

B1lmam An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab, (Beirut : Dar AlFikr,2011 M), jilid
3,17
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antar depan dan belakang saf shalat. Namun pada kondisi saat ini
merenggangkan saf antara satu orang dengan yang lainnya
hukumnya diperbolehkan sesuai dengan kebijakan yang termaktub
fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020, hukum shalat dengan
perenggangan saf tersebut dinilai tetap sah shalatnya dan tetap
mendapat keutamaan jamaah karena kondisi yang dihadapi saat ini
merupakan hajat syar iyyah.t*

Kedua aturan pada shalat jamaah tersebut ditetapkan
berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi :

b e ad) 13) 5 a) e (3l 13

“ Apabila terdapat kondisi yang sempit, maka dapat menjadi leluasa
dan apabila suatu kondisi luas maka dapat menyempit”*®
Maksud dari kaidah di atas yaitu jika terdapat suatu kondisi yang
menyulitkan seseorang dalam menerapkan hukum asalnya maka
penerapan tersebut dapat diluaskan atau diringankan, sebaliknya jika
hal yang menyulitkan tersebut telah hilang maka wajib kembali pada
hukum asalnya. Sama halnya dengan wabah covid-19 yang ketika

menular sangat menyulitkan diri sendiri maupun orang lain, maka

dalam hal sholat jamaah dianjurkan untuk merenggangkan saf

14Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 31 Tahun 2020
5 1bid, 72.
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ataupun memakai masker guna mengantisipasi penularan virus

covid-19.%

3. Pelaksanaan shalat tenaga medis dengan memakai APD lengkap

Sebagaimana yang terjadi saat ini bahwa virus covid-19 dapat
menyebar melalui percikan kecil yang dikeluarkan melalui mulut saat
batuk ataupun melalui hidung saat bersin sehingga seluruh tenaga medis
yang menangani pasien diharuskan untuk memakai alat pelindung diri
(APD) yang telah disediakan, alat pelindung diri tersebut dipakai dalam
jangka waktu panjang selama menangani pasien, hal tersebut
mengakibatkan para tenaga medis muslim tidak dapat berwudhu,
tayamum maupun menunaikan ibadah sholat secara tepat waktu.

Atas dasar persoalan tersebut maka Majelis Ulama Indonesia
mengeluarkan fatwa nomor 17 tahun 2020 yang berisi tentang pedoman
kaifiat shalat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri
(APD) saat merawat dan menangani pasien covid-19 yang di dalamnya
terdapat beberapa poin diantaranya yaitu :
tenaga medis muslim yang mendapat tugas dalam menangani pasien
covid-19 tetap wajib menunaikan shalat fardu dengan berbagai kondisi
yang sesuai dengan kemampuannya, saat tenaga medis muslim berada

pada kondisi ketika jam kerjanya telah usai atau sebelum masuk waktu

16Subhan Shodig, Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih;
Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan, Jurnal Al-Adalah :
Jurnal Hukum Dan Politik Islam 3, No. 2 (2020), 67
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kerja masih mendapati waktu shalat, maka sholat fardu tersebut wajib
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Apabila para tenaga medis muslim memiliki waktu kerja
sebelum masuk waktu shalat dzuhur dan berakhir di waktu ashar atau
sebelum masuk maghrib dan berakhir di waktu isya’ maka tenaga medis
yang menggunakan APD tersebut diperbolehkan menunaikan sholat
dengan jama’ ta’khir. Begitu pula ketika berada pada kondisi
sebaliknya, yaitu apabila jam kerjanya dimulai pada waktu dzuhur atau
maghrib dan diperkirakan tidak dapat menunaikan shalat ashar maupun
isya’ maka diperbolehkan melaksanakan shalat dengan jama’ tagdim.

Tenaga medis muslim yang jam kerjanya ada pada rentang waktu
shalat dan tenaga medis tersebut masih mempunyai wudhu maka
diperbolehkan menunaikan shalat mengenakan APD yang dikenakan,
namun jika berada dalam kondisi sulit melakukan wudhu maka
diperbolehkan bertayamum agar tetap dapat menunaikan kewajiban
shalat dan jika tenaga medis ada dalam kondisi ber-hadast yang tidak
memungkinkan untuk bersuci dengan cara berwudhu maupun tayamum
maka tenaga medis tersebut wajib melaksanakan sholat sesuai dengan
keadaan yang ada (fagid at-tahurain) dan tidak wajib mengulangi
shalatnya (i ’adah assholah).

Apabila kondisi APD yang dipakai terkena najis dan tidak
memungkinkan untuk disucikan atau dilepas maka tenaga medis

tersebut diperbolehkan menunaikan shalat dalam keadaan tidak suci dan
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tetap harus mengulangi shalat fardu tersebut ketika telah selesai
bertugas. Beberapa poin tersebut merupakan kebijakan fatwa Majelis
Ulama Indonesia merupakan sebuah rukhsah yang didasarkan pada
kaidah fikih _suil) las 48&aY yang artinya kesulitan membawa kepada
kemudahan, masyaqqgoh pada konteks ini memiliki arti bahwa keadaan
yang dihadapi saat ini dilakukan bukan sebab lalai ataupun abai, namun
sebab kondisi yang tidak memungkinankan untuk melepas APD,
bertayammum dan berwudhu demi kemaslahatan bersama.

Kondisi ini juga dikategorikan dalam faqid at-tahurain yang
menurut ahli fikih memiliki dua makna yaitu: Pertama, orang yang
mengetahui keberadaan alat untuk bersuci (air dan debu suci) namun
tidak dapat menggunakannya karena suatu uzur. Kedua, orang yang
dapat menggunakan alat bersuci namun tidak terdapat media atau alat
bersuci tersebut (air dan debu suci).’

4. Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Janaiz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-
19
Tiap muslim yang wafat sebab terinfeksi covid-19 masih memiliki
kemungkinan menularkan virus terhadap orang yang melakukan kontak
langsung dengan jenazah tersebut sebab virus tersebut masih berada di
dalam tubuhnya, sehingga proses ataupun tata cara pengurusan

jenazahnya tentulah berbeda dengan proses pengurusan jenazah pada

Camelia Rizka Maulida Syukur, Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat
Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19, Jurnal Al-Qaniin Pemikiran dan Pembaharuan
Hukum Islam 22, No. 02 (2019), 265-267
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umumnya guna mempertimbangkan keselamatan jiwa dan raga. Oleh
sebab itu Majelis Ulama Indonesia menjawab persoalan pengurusan
jenazah ini dengan mengeluarkan fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang
pedoman pengurusan jenazah yang digunakan sebagai acuan dalam
mengurus jenazah muslim yang terinfeksi covid-19.

Adapun tata cara pengurusan jenazah covid-19 tersebut meliputi
beberapa proses yaitu memandikan jenazah, mengafani jenazah,
menyalati jenazah serta memakamkan jenazah.

Pertama, jenazah dimandikan tanpa harus membuka pakaian dan harus
dilakukan oleh petugas yang berjenis kelamin sama dengan jenazah,
apabila tidak terdapat petugas yang berkelamin sama maka boleh
dilakukan oleh petugas seadanya dengan syarat jenazah tetap memakai
pakaian saat dimandikan, jika tidak maka boleh ditayammumkan,
Petugas juga berkewajiban membersihkan najis yang ada pada jenazah
sebelum memandikannya. Jenazah boleh ditayamumkan apabila
memang tidak memungkinkan untuk dimandikan, tata caranya ialah
mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangan (minimal sampai
pergelangan) dengan tetap menggunakan APD. Namun jika
memandikan atau menayamumkan jenazah dinilai membahayakan
petugas maka jenazah boleh tidak dimandikan atau dimandikan sebab
darurat syar’iyyah.

Kedua, proses pengafanan jenazah ditutup ke seluruh tubuh

menggunakan kain dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong
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jenazah yang tidak dapat tembus udara atau air dan diposisikan miring
ke kanan agar dapat menghadap kiblat saat dimakamkan.

Ketiga, proses penyalatan jenazah di tempat yang aman dari penularan
virus covid-19 dan disholatkan oleh minimal satu orang secara
langsung, apabila tidak memungkinkan disholatkan pada saat itu juga,
sholat jenazah boleh dilakukan pada saat sebelum ataupun sesudah
jenazah dimakamkan, apabila masih tidak memungkinkan maka boleh
disholatkan sePEcara gaib.

Keempat, proses yang terakhir ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan
medis maupun syari’ah yang mana jenazah tersebut dimasukkan ke
dalam liang lahat bersama peti tanpa harus membuka plastik dan lain
lainnya, selain itu dalam persoalan jenazah covid-19 ini juga
diperbolehkan mengubur beberapa jenazah pada satu liang disebabkan
oleh keadaan yang darurat.

Aturan pada proses proses tersebut ditetapkan atas dasar kaidah
fikih Jl» u»&all secara umum bemakna bahwa kemudaratan harus
dihilangkan, seperti ketika memandikan jenazah yang terpapar covid-19
namun tanpa membuka pakaian jenazah tersebut sehingga mengandung
mudarat yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain yaitu
terpapar virus tersebut yang jelas mengganggu berjalannya maqasid asy-

syarT’ah'® kaidah selanjutnya yaitu kaidah < shaal) g & 554l yang

18Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 tahun 2020

Abdurrahim, Metode Istinbat Fatwa Mui Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pengurusan
Jenazah (Tajhiz Al-Jana’iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19, Skripsi, Jambi : Uin Sulthan Thaha
Saifuddin, 2021
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artinya darurat membolehkan perbuatan yang dilarang. Kaidah tersebut
terimplementasikan dalam hukum mubah mengubur dua atau lebih
jenazah covid-19 pada satu liang kubur yang pada dasarnya tidak
diperbolehkan tanpa adanya alasan atau keadaan syar’i.%°
Pendistribusian zakat, infak dan shadagah era covid-19

Menurunnya tingkat perekomomian masyarakat pada sektor riil
maupun sektor keuangan merupakan salah satu dampak yang
ditimbulkan dari adanya pandemi covid-19, dampak tersebut juga
mengakibatkan kondisi masyarakat menjadi serba sulit dalam
memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.?* Kondisi yang semakin
menurun tersebut mendesak pemerintah untuk segera mengupayakan
penanggulangan perekonomian Indonesia, upaya tersebut mulanya
ditetapkan oleh Menteri Agama melalui Edaran Nomor 8 tahun 2020
tanggal 9 April 2020 tentang pendistribusian zakat serta optimalisasi
wakaf sebagai jaring pengaman sosial pada kondisi Covid-19 yang
kemudian direspon oleh Majelis Ulama Indonesia pada fatwa MUI
Nomor 23 Tahun 2020.%

Pada fatwa tersebut dijelaskan bahwa pendistribusian zakat

merupakan sebuat ikhtiar dalam menanggulangi wabah covid-19,

2Ayyub Subandi, Fatwa Mui Tentang Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi
Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi’i, Jurnal Bustanul Fugaha 1, No. 2 (2020), 248

21Bidah Sariyati, Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulangan
Pandemi Covid-19 Perspektif Magashid Syariah (Studi Kasus Baznas Republik Indonesia), Tesis,
Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020, 37

22Jureid, Analisis Distribusi Zakat Pada Baznas Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari
Magashid Syariah, Jurnal At-Tijarah 3, No. 1 (2021), 26-27
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penditsribusian  tersebut dibagi menjadi dua macam vyaitu
pendistribusian kepada mustahik secara langsung dan pendistribusian
yang ditujukan untuk kemaslahatan umum dengan memperhatikan
masing masing ketentuan. Pada pendistribusian mustahiq penerima
harus berasal dari golongan asnaf zakat yaitu muslim yang fakir, miskin,
amil, muallaf, yang terlilit hutang, rigab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah
dan boleh terwujud dalam bentuk makanan pokok, uang tunai, modal
kerja, kebutuhan pengobatan dan kebutuhan mustahiq lainnya.
Sedangkan pada pendistribusian kemaslahatan umum, penerima harus
berasal dari golongan (asnaf) fi sabilillah dan terwujud sebagai layanan
umum atau pengelolaan aset seperti disinfektan, alat pelindung diri dan
lain lainnya.

Selain itu ketentuan zakat mal juga dapat disalurkan lebih cepat
(ta’jil az-zakah) jika telah mencapai nisab tanpa harus menunggu satu
tahun penuh begitu pula dengan zakat fitrah yang boleh ditunaikan
mulai dari awal ramadhan.?® Dikeluarkannya kebijakan tentang
pengeluaran zakat adalah solusi tepat bagi perkembangan perekonomian
negara indonesia, hal ini selaras dengan kaidah fikih yang digunakan
sebagai salah satu landasan fatwa ini yaitu hsie 40 o ala¥) Gyl
4alaally yang berarti tindakan pemimpin (imam) kepada masyarakatnya
wajib ditujukan untuk kemaslahatan. Artinya bahwa segala bentuk

tindakan dari pemimpin hanya akan sah jika didasari oleh kemaslahatan

ZBFatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020
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dan apabila tindakan tersebut tidak didasari oleh tujuan kemaslahatan
bersama maka menjadi batal secara syara’, seperti keputusan terkait bab
zakat di atas yang dinilai oleh pemerintah berpengaruh kehidupan
masyarakat sehari-hari dan juga dapat membantu perkembangan

perekonomian Negara Indonesia.?*

D. Implementasi Maqasid Asy-Syari’ah Fatwa Majelis Ulama Indonesia
pada aspek kesehatan

1. Vaksinasi

Vaksinasi merupakan sebuah upaya membentuk kekebalan seseorang
secara aktif dengan pemberian zat antigen yang dapat menghasilkan antibodi
sebagai bentuk perlawanan terhadap virus sehingga tubuh menjadi kebal saat
virus atau penyakit tersebut masuk ke dalam tubuh, zat antigen tersebut.
Dalam menyikapi penyebaran virus covid-19 yang semakin meluas,
Pemerintah Indonesia mencanangkan program vaksinasi yang ditujukan
kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai solusi terbaik dalam mengatasi
pandemi. Pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/12758/2020 pemerintah menetapkan jenis jenis vaksin
yang dapat digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi di indonesia yang antara
lain : produk vaksin yang diproduksi oleh T Bio Farma (Persero), Oxford—

AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation

2%Ibid., 124.
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(Sinopharm), Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. & BioNTech, dan Sinovac
Life Sciences Co., Ltd.,.?°

Disaat bersamaan program vaksinasi tersebut menimbulkan pertanyaan
bagi masyarakat tentang hukum produk vaksin tersebut apakah produk
vaksin tersebut halal atau haram menurut hukum islam dan apakah produk
vaksin tersebut bebas dari kandungan babi atau tidak. Maka Majelis Ulama
Indonesia sebagai lembaga islam yang dianut oleh masyarakat islam
indonesia merespon pertanyaan tersebut dengan mengeluarkan fatwa nomor
02 Tahun 2021 yang menetapakan bahwa hukum dari vaksin sinovac adalah
halal dan suci dan boleh digunakan sepanjang terjamin keamanannya
menurut ahli yang kredibel dan kompeten, penetapan hukum tersebut
dilandaskan pada proses pembuatan vaksin tersebut yaitu:
Pertama, Menggunakan alat produksi yang suci dan khusus digunakan untuk
produk vaksin Covid-19, tidak memanfaatkan babi atau bahan yang tercemar
babi dan turunannya dan juga tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh
manusia.
Kedua, Proses pengembangbiakan virus untuk vaksin Covid-19 tersebut
dilakukan dari sel ginjal kera hijau Afrika.
Ketiga, pakan yang digunakan dalam pengembangbiakannya adalah jenis
plasma yang tidak dikategorikan najis sebab bukan jenis darah. Namun,

terdapat unsur najis dalam proses pengembangbiakkannya, yaitu sel ginjal

25Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Pengendalian Covid-19 Dengan 3m, 3t, Vaksinasi,
Disiplin, Kompak, Dan Konsisten, (Jakarta: Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 20201), 7.
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kera hijau Afrika yang selanjutnya dibersihkan dengan air murni (water for
injection) sebanyak 1.076 liter guna membersihkan najis tersebut.
Berdasarkan proses diatas, komisi fatwa dan LPPOM MUI mementapkan
dan menyimpulkan vaksin ini halal dan suci.?®

Berbeda dengan vaksin yang pertama, vaksin jenis kedua yang
disebut astrazeneca ini dihukumi haram sebab tahapan dan produksinya
memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi, yang mana babi merupakan
hewan yang haram untuk dimakan oleh umat islam. namun berdasarkan
kebijakan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, MUI
menyatakan bahwa diperbolehkannya penggunaan jenis vaksin kedua ini
atas berberapa syarat yang antara lain :
Pertama, atas dasar kondisi darurat dan kebutuhan mendesak. Kedua,
terdapat keterangan yang valid atas bahaya yang ditimbulkan apabila tidak
segera dilakukan vaksinasi. Ketiga, ketersediaan jenis vaksin yang halal dan
suci seperti sinovac tidak memadahi penanggulangan covid-19. Keempat,
terdapat jaminan kesehatan dan keamaan dari pemerintah. Kelima,
keterbatasan pemerintah dalam memilih jenis vaksian yang tersedia dari
beberapa negara.?’

Selain itu pertimbangan utama MUI dalam menetapkan hukum
vaksin tersebut juga berdasarkan al-Qur’an QS. Al Baqarah ayat 173 dan

QS. Al Maidah ayat 3 dan beberapa hadist yang menegaskan tentang

Z5Farhat Abdullah, Sinovac Vaccine Halal Controllers: According To The Lay Community
Kontroversi Kehalalan Vaksin Sinovac: Menurut Masyarakat Awam, Jurnal Tadzhib Al-Akhlag
Pendidikan Islam 4, No. 1 (2021), 15-16

27 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021
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perintah berobat dalam keadaan tertimpa suatu penyakit, salah satunya
berbunyi “Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat
bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda
yang haram.” (HR. Abu Daud dari Abu Darda).” Hadist tersebut
mengandung makna perintah sama halnya dengan kaidah fikih s¢aly 2%
Adilugy 34, yang berarti perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk
melaksanakan sarananya. Maka dari itu, vaksin covid-19 dapat dimaknai
sebagai sarana (wasilah) yang digunakan dalam mewujudkan perintah
pengobatan dalam ‘melindungi diri dan jiwa yang selaras dengan maqasid
asy-syarT ah.

Kaidah lain yang menguatkan pendapat hukum vaksin covid-19 juga
terdapat pada kaidah &3 342 43 $) &l 3 4% ¥ L yang berarti perbuatan yang
hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka
perbuatan tersebut hukumnya wajib, secara jelas dapat disimpulkan bahwa

vaksinasi wajib dilaksanakan sebagai penyempurna suatu perintah.?®

E. Analisis Implementasi Maqasid Asy-Syari’ah Jasser Auda terhadap
Fatwa Majelis Ulama Indonesia era covid-19

Sebagaimana telah disebutkan bahwa konsep maqasid asy-syari’ah
Jasser Auda lebih mengedepankan konsep maslahah guna mereformasi
maqasid asy-syari’ah menjadi maqasid kontemporer yang tidak hanya

terbatas pada ad-daru riyyat al-khams namun lebih dari pada itu, maqasid

21pnu Radwan Siddik Turnip, Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa
Mui Dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli
Serdang (Perspektif Qawaidh Fighiyyah), Jurnal Al-Mashlahah Hukum Islam Dan Pranata Sosial
Islam 9, No. 1 (2021), 72
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asy-syari’ah juga fokus pada ijtihad yang harus ditetapkan berdasar kadar
kebermaksudannya dalam mencari kemaslahatan bersama.?® Oleh karena
itu, Jasser Auda menggunakan enam sistem yang digunakan pada
pemecahan suatu persoalan yang beberapa diantaranya dapat diterapkan
dalam menganalisis permasalahan masing masing aspek sebagaimana
berikut :
1. Analisis Magqgasid Asy-Syari’ah Jasser Auda terhadap aspek ibadah Shalat

Jum’at dan Shalat Jamaah

Shalat Jum’at pada dasarnya memiliki hukum wajib bagi seluruh
muslim laki laki, hukum tersebut telah disepakati oleh para ahli fikih sebab
kewajiban tersebut telah diperintahkan pada surah al jumu’ah ayat 9 yang
artinya: “Hai orang orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan ibadah
shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan
tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu baik bagimu jika kamu
mengetahui.”®® Berbeda dengan ayat tersebut, Majelis Ulama Indonesia
menegaskan pada fatwanya yakni fatwa nomor 14 tahun 2020 dalam situasi
darurat ini pemerintah dituntut untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat
mengurangi penyebaran rantai covid-19.

Wujud dari kebijakan tersebut dengan menyerukan kepada

masyarakat untuk mengganti sholat jum’at dengan sholat dzuhur bagi

29 Silviatuas Sholikha, Analisis magashid asy-syari’ah Jasser Auda Terhadap Pasal Promosi
Atau lklan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen),
Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, 72

%0 Tim Penerjemah Al-Quran Ulll. Qur’an karim dan Terjemahan Artinya. Cetakan
kesebelas. (Yogyakarta : Ull PRESS. 2014), 1007.
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masyarakat yang ada di wilayah zona merah demi mengingat keselamatan
jiwa setiap manusia. Namun secara otomatis dapat diartikan bahwa
kebijakan tersebut tentu bertentangan dengan nas al-Qur’an sebagaimana
telah disebutkan sebelumnya, sehingga dalam ijtihadnya MUI
mengemukakan pendapat dari ulama terdahulu yang dapat mendukung
aturan pemerintah tersebut, seperti pendapat imam al-Nawawi dalam kitab
al-Majmu’ juz 4 halaman 352 tentang gugurnya kewajiban shalat jum’at :
“Tidak wajib shalat Jum’at bagi orang sakit, meskipun shalat jum’atnya
orang kampung tidak sah karena jumlah jama’ahnya kurang karena
ketidakhadirannya. Berdasarkan hadis riwayat Thariq dan lainnya, al-
bandanijy berkata: “andaikan orang yang sakit memaksakan untuk sholat
jum’at maka lebih utama”.

Imam-imam madzhab Syafi’i berpendapat: “bahwa sakit yang
menggugurkan kewajiban shalat jum’at adalah sakitnya orang yang
mendapatkan masyaqqah yang berat bila dia hadir pada shalat jum’at”.
Imam al-Mutawalli berkata: “Orang yang terkena diare berat juga tidak
wajib shalat jum’at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya maka
haramnya baginya shalat berjama’ah di masjid, karena akan menyebabkan
masjid menjadi najis”. Imam al-Haramain berkata: “Sakit yang
menggugurkan kewajiban shalat jum’at itu lebih ringan keadaanya dari pada
sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri saat shalat fardhu. Sakit

tersebut seperti uzdur jalanan becek atau hujan atau semisalnya”.3!

31 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020
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Begitu pula dengan persoalan shalat jamaah, Secara eksplisit tidak

ada dalil yang mewajibkan jamaah di era pandemi covid-19, namun pada
beberapa daerah yang masih kondusif dari penyebaran virus covid-19 shalat
jamaah masih tetap diberlangsungkan di masjid-masjid setempat. Oleh
karena itu salah satu kebijakan MUI dalam menanggulangi penyebaran
virus tersebut yaitu dengan menciptakan aturan social distancing saat
jamaah atau perenggangan shaf dan penggunaan masker pada pelaksanaan
shalat jamaah. Jika ditilik lebih lanjut aturan baru tersebut menyimpang
hadist Rasulullah yang berbunyi :
Dari  Anas bin Malik ra. dari Rasulullah Saw. bersabda:
“Lekatkanlah/rapatkanlah barisan kalian dan saling berdekatlah dan
tempelkan pundak-pundak kamu. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam
genggaman-Nya, sesungguhnya aku melihat syetan memasuki di antara
sela-sela saf seperti Hadzaf (anak kambing hitam.jenis kambing yang
berada di daerah Yaman)”

Kedua aspek di atas apabila dipandang melalui pemikiran jasser
auda sama sama menggunakan sistem kognisi pada masing masing
pemaknaan, bahwa jawaban atas suatu persoalan dapat didasarkan
pengetahuan dari ahli fikih, tidak serta merta mutlak dari Allah SWT, oleh
karena itu pemaknaan terhadap berbagai bentuk teks harus dibedakan
dengan benar sebagaimana mestinya, sebab fikih merupakan penalaran

manusia terhadap nas sesuai dengan situasi dan kondisinya.
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Kemudian diantara nas dan pengetahuan tersebut tidak heran jika
ditemukan suatu kontradiksi atas teks dan pemahaman yang dikaji, justru
menurut Jasser Auda kontradiksi tersebut mencerminkan sistem keutuhan
integritas yang mana tidak membatasi pola pikir para ulama dalam
menghasilkan aturan yang bersifat dinamis melalui jalan ijtihad kolektif dari
satu sumber ke sumber yang lainnya, seperti sebagaimana telah disebutkan
bahwa fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tidak hanya berdasar pada dalil al-
Qur’an saja, lebih dari itu ijtihad yang digunakan juga menggunakan dalil
dalil kaidah fikih yang relevan dengan persoalan yang sedang dihadapi
seperti kaidah glbaal) la Ao adia auldall ¢ 53

Begitu pula pada fatwa Nomor 31 tahun 2020 yang juga
menggunakan kaidah fikih (s ¥ @il 131y aud) oY1 (3Ll 13 dan kaidah
el ula 48510 sebagai pisau analisis dalam mempertimbangkan masalah
guna sampai pada tujuan syari’ah. selain itu aturan yang berasal dari ijtihad
pada persoalan ini juga dapat dikategorikan pada sistem keterbukaan yang
dibuktikan dengan kemampuan interaksi atau adaptasi aturan tersebut
dengan kondisi lingkungan saat ini demi melangkah pada sistem tujuan
yang tepat yaitu tujuan dalam melindungi jiwa setiap umat, yang mana
tujuan tersebut menjadi komponen penting bagi maqasid asy-syari’ah.

. Analisis Magashid Asy-Syari’ah Jasser Auda terhadap aspek ibadah
Pelaksanaan shalat tenaga medis dengan memakai APD lengkap,

Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana’iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19
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Apabila dilihat secara seksama, Ketiga aspek di atas memiliki
persoalan masing masing dalam perubahan hukum sebab pandemi covid-
19, seperti pada contoh pada persoalan tata cara shalat tenaga medis yang
mana syarat sah dalam shalat yaitu antara lain harus suci dari hadast kecil
maupun hadast besar, suci badan, pakaian, tempat, menutup aurat,
menghadap kiblat dan telah masuk waktu shalat. Sama halnya pada surah al
maidah ayat 6 yang berbunyi: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai
dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan
kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit
atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau
menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka
bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan
tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi
Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya
bagimu, supaya kamu bersyukur.®2

Melihat realitas yang ada saat ini, syarat sah tersebut tidak dapat
terlaksana secara maksimal sebab situasi dan kondisi yang ada. tenaga
kesehatan diharuskan menggunakan alat pelindung diri guna merawat
pasien covid-19 namun disisi lain para petugas kesehatan tersebut tidak

dapat memenuhi kewajibannya.

32 Tim Penerjemah Al-Quran Ull. Qur’an karim dan Terjemahan Artinya. Cetakan
kesebelas. (Yogyakarta : Ull PRESS. 2014), 189.
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Begitu pula pada ketentuan serangkaian tata cara pengurusan
jenazah dari mulai memandikan hingga menguburkan jenazah, sebagaimana
Kita ketahui pada hadist bukhari dan muslim yang berbunyi "Segeralah
mengurus jenazah. Karena jika jenazah itu adalah orang shalih, berarti
kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut
selain orang shalih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak
kalian."3® Hadist tersebut menunjukkaan suatu kewajiban dalam mengurus
jenazah sebagaimana telah diatur oleh syari’at. Namun munculnya covid-
19 ini menimbulkan problematika dalam pengurusan jenazah, sebab tidak
sedikit populasi manusia yang meninggal disebabkan oleh covid-19.
Pengurusan jenazah yang semula dapat dilakukan oleh siapapun dan dengan
aturan sebagaimana mestinya kini menjadi berbeda sehingga harus
dilakukan dengan aturan khusus mulai dari memandikan hingga
menguburkan sebagai yang telah termaktub pada fatwa MUI Nomor 18
tahun 2020.

Sedangkan pada pendistribusian zakat yang dalam aturan syari’ah
khusus diperuntukkan kepada 8 golongan dan dikeluarkan pada rentang
waktu yang telah ditentukan. 8 golongan tersebut antara lain tercantum
dalam Q.S at-taubah ayat 60 yang berbunyi : “Sesungguhnya zakat itu
hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang

dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk

33 Muhammad bin Ismail, Sahih al Bukhari, “Bab as-sur’ah bil janazah ”, (Dar Tiqu an-
Najah: 1442 H) 1I: 1315, 86
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(membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang
yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha
Mengetahui, Maha bijaksana.”3*

Namun sebab dari munculnya covid-19 ialah melemahnya tingkat
perekonomian masyarakat indonesia sehingga dibutuhkan sebuah solusi
guna menanggulangi persoalan ini, hal tersebut tentu menimbulkan
ketidaksesuaian antara praktik dan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT.
Sehingga jalan yang ditempuh oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu dengan
ijtihad merumuskan kebijakan yang tertuang pada fatwa Nomor 23 Tahun
2020 vyang salah satu kebijakan barunya memperbolehkan fa’jil
(mengawalkan) zakat kepada orang yang benar benar membutuhkan atau
terdampak virus covid-19.

Melihat realita tersebut, dapat dikatakan bahwa Majelis Ulama
Indonesia menerapkan sistem multi-dimensi dari pemikiran maqasid asy-
syari’ah Jasser Auda guna mencari solusi tersebut, yakni dengan cara ijtihad
yang merujuk pada berbagai dimensi keilmuan guna menghindari terjadinya
ta’arrud al-adillah, Selain itu ijtihad MUI juga selaras dengan sistem
Interrelasi Hierarki yang mencakup tiga jangkauan antara lain :
pertama, magasid al-‘ammah yang berwujud pada kewajiban menjaga
sesama manusia dari penularan virus covid-19 serta menjaga kestabilan

aspek kebutuhan hidup manusia.

3 Tim Penerjemah Al-Quran Ulll. Qur’an karim dan Terjemahan Artinya. Cetakan
kesebelas. (Yogyakarta : Ull PRESS. 2014), 346.
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Kedua, magasid khassah berwujud pada keringanan yang diberikan kepada
tenaga medis yang menggunakan APD, keringanan kepada mayat yang
tidak wajib dirawat sebagaimana ketentuan biasanya dan keringanan yang
diberikan oleh muzakki dalam mengeluarkan kewajiban zakat.

Ketiga, magasid Juz’iyyah yang menjadi inti dari persoalan ini adalah
kewajiban ibadah tenaga medis dan kewajiban muzakki dapat terlaksana
sebagaimana telah ditetapkan dan hak hak mayat dapat terpenuhi sesuai
syari’at islam.

Penalaran pada sistem di atas tidak hanya merujuk pada nas al-
Qur’an dan hadist saja namun merujuk pada kaidah fikih daf"u ad-darurah
wa raf u al- haraj seperti :

I osdall, el udas ARG, &) glanal) gl il g puall
daladl hgia e ) o alaY) G sl
Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem sistem tersebut
dapat mendukung tujuan syari’ah yang mengedepankan kemaslahatan umat
tanpa meninggalkan hak serta kewajiban setiap umat, yaitu selaras dengan
perlindungan terhadap jiwa dan perlindungan terhadap agama.
. Analisis Maqasid Asy-Syari’ah Jasser Auda terhadap vaksinasi

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa vaksin sinovac dan vaksin
astrazeneca yang digunakan oleh negara Indonesia memiliki hukum yang
berbeda, sinovac mempunyai hukum halal dan suci sedangkan astrazeneca
mempunyai hukum haram. Hal yang menjadi problematika masyarakat saat

ini terdapat pada penggunaan produk vaksin astrazeneca yang hukum
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asalnya adalah haram sebab tahapan produksinya menfaatkan tripsin yang
berasal dari babi. Sebagaimana pada al-Qur’an Surah al-Bagarah ayat 173
yang berbunyi : “Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkali,
darah daging babi dan binatang yang ketika disembelih menyebut nama
selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya)
padahal ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas maka ia tidak
berdosa”.® Di sisi lain proses vaksinasi merupakan sebuah kewajiban bagi
masyarakat Indonesia guna meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan
virus covid-19 sama halnya dengan menjaga keutuhan jiwa.

Melihat fenomena ini MUI menetapkan fatwa nomor 14 tahun 2021
yang pada akhirnya tetap menghukumi produk astrazeneca sebagai produk
vaksin yang haram namun diperbolehkan dalam menggunakannya dengan
beberapa syarat dan pertimbangan yang wajib dipenuhi. Ijtihad yang
digunakan oleh ulama MUI tersebut merupakan penerapan sistem kognitif
maqasid asy-syari’ah Jasser Auda. Selanjutnya sistem lain yang juga
digunakan dalam kasus ini adalah sistem Keutuhan Integritas yang tidak
hanya melihat pada satu nas al-Qur’an dan as-Sunnah saja dan tidak
membatasi pemikiran mujtahid, sebab apabila pemikiran mujtahid dibatasi
maka tidak akan tercipta kemaslahatan bersama seperti pada contoh produk

astrazeneca yang mempunyai hukum haram, apabila tidak di-ijtihadkan

% Tim Penerjemah Al-Quran Ulll. Qur’an karim dan Terjemahan Artinya. Cetakan
kesebelas. (Yogyakarta : Ull PRESS. 2014), 45.
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dengan pemikiran multi dimensi maka tidak ada solusi atas persoalan
tersebut sehingga tidak dapat mecapai tujuan syari’ah.

Oleh karena itu hukum diperbolehkannya menggunakan produk
astraseneca tidak lain adalah berdasarkan pertimbangan kuat melalui kaidah
fikih

g slinal) guad < g pal), Alili gy il g0 Ral 5 Giah 3k 4 W) Gl AD Y
Ketiga kaidah tersebut ditetapkan menjadi pisau analisis bagi ulama dalam
menentukan suatu hukum demi mencapai tujuan utama yakni perlindungan

jiwa dan keselamatan seluruh umat.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil paparan yang telah penulis kemukakan di atas

dapat diketahui bahwa pengimplementasian maqasid asy-syari’ah pada

fatwa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia telah tercakup

dalam kaidah daf’u ad-darurah wa raf’u al-haraj yang relevan dengan
masing masing persoalan. Pada kesempatan kali ini penulis telah
memaparkan 2 aspek penting dalam kehidupan masyarakat yaitu:

1. Aspek ibadah yang meliputi persoalan shalat jum’at, shalat jamaah,
pelaksanaan shalat tenaga medis yang mengenakan APD, pengurusan
jenazah (tajhiz al janaiz) pada jenazah yang terpapar covid-19 dan
pendistribusian zakat, infak dan shadagah era covid-19.

2. Aspek kesehatan yang meliputi persoalan program vaksinasi

Dari kedua aspek tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kaidah
kaidah daf’u ad-darurah wa raf’u al-haraj yang digunakan Majelis Ulama
Indonesia dalam menentukan kebijakan sudah selaras dengan tujuan
syari’ah atau disebut maqasid asy-syari’ah yang mengutamakan
kesejahteraan dan keselamatan manusia. beberapa kaidah tersebut antara
lain : Dar'ul mafasid mugaddam ‘ala jalbil masalih, idza daga al amru
ittasa’a wa iza ittasa’a al amru daqa, almasyaqqatu tajlib at-taisyr, ma la

yutimmu al wajib illa bihi fahuwa wajib, al amru bi asy-syai’ amrun bi
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wasa’ilihi, tasarruf al imam ‘ala ar-ra'iyyah manatun bil maslahah, ad dararu
yuzalu, la darara wa 1a dirar, ad dartiratu tubihul mahzarat. Selain dalil al-
Qur’an dan as-Sunnah, kaidah kaidah tersebut merupakan salah satu pisau
analisis pada ljtihad Majelis Ulama Indonesia yang telah dilegitimasi
sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi wabah covid-19.
ijtihad tersebut juga telah sesuai dengan sistem yang telah digagas oleh
Jasser Auda dalam merumuskan tuju’an hidup manusia.
B. Saran

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga islam di Negara Republik
Indonesia sangat berperan penting dalam penanggulangan wabah covid-19
di Indonesia yakni dengan menerbitkan fatwa sejak awal pandemi, secara
keseluruhan fatwa fatwa yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia telah
sesuai dengan tujuan syari’ah melalui berbagai ijtihad pada dalil dalil yang
digunakan sebagai rujukan berdasarkan pertimbangan yang mendalam serta
memiliki korelasi tepat dengan keadaan saat ini, guna melanjutkan peran
tersebut Majelis Ulama Indonesia diharapkan dapat tetap cepat tanggap
dalam merespon hal hal yang bersifat baru yang berkaitan dengan syari’at
dan hukum islam era covid-19, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam
menangani permasalahan umat islam saat ini.

Meskipun fatwa Majelis Ulama Indonesia bersifat tidak mengikat
namun baik jika Majelis Ulama Indonesia bersama pemerintah dapat

meningkatkan sosialisasi penanganan covid-19 kepada masyarakat,
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sehingga upaya upaya ini dapat terimplementasikan sebagaimana mestinya

dan sebagaimana yang telah dicita citakan oleh seluruh umat.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fatwa Majelis Ulama Indonesia

v

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Prokl INo, 51 M g Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902668 - 3917853, Fax. 31908266
Wabsite © httpiwww,mul.orid E-mail muipusat@mul.or.id

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 14 Tahun 2020
Tentang

PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19
NG Y s —

Komisl Fatwa Majelis Ulama Indonesta (MUI), setelah ;

MENIMBANG ¢ a. bahwa COVID-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk
ke Indonesia;

b. bahwa  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO) telah
menetapkan COVID-19 sebagai pandemi;

c. bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan
dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas;

d. bahwa oleh karena Itu dipandang perlu menetapkan fatwa
tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah
COVID-19 untuk dijadikan pedoman:

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:
oy S Ga iy ganlly 3R Ga ol pSTalily

Gl < U) 1530 Qead pfiliol 13] Spddl . Gapliall 1255 cilyallty

[156 155 :5,441] Sganl) &)

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan
sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-
buahan. Dan bertkanlah berita gembira kepada orang-orang
yang sabar. {yaitu) orang-orang yang apablia ditimpa mustbah,
mereka  mengucapkan, “lnnaa lilloahi wa innae  dlaihi
raaji'uvun”, (QS. Al-Baqarah [2]: 155-156)

O ity 4l g L Sadl g 01 o3 V) Hsad a Slisl
[11:0lal)] pule ool

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuall
dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah
niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Taghabun [64]: 11)

Komisi Fatwe Majelis Ulama Indonesita

89



Fatwa Tentang Penyelenggaran lbadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 | 2

Gpadll Ksials il ey Udpe 3 U &l i€ 1 F) Liaaal 51 06

[57:2:531]
Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan
apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung

kami, dan hanya kepeda Allah orang-orang yang beriman
harus bertawakal”. (QS. Al-Taubah [9] : 51)

5 i on S 3 il § 3y W1 Bt G sl e
ey 19355 3 a0 s e 1326 M8 . e ot o 205 ) Lo
123 .22 tuunll] jeded Jiid (8 Zumi ¥ il a8
Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yong menimpa
dirtmu sendirl, semuanya teloh tertulls dalam Kitab {Lauh
Mahfuzh) sebelum Kaml mewufudkannya, Sungguh, yeng
demikian itu mudah bagi Allah, Agar kamu tidak bersedih hati
terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu
gembira terhadap apu yang diberikan-Nya kepadamu. Dan
Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan
membanggakan diri. (QS. al-Hadid [57): 22-23)
St 0 15ty Kl i 5l 1 et ¥ 8 1055
[25 :JWY) ldadl
Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidek khusus
menimpa orang-orang yang zalim sajo di antara kamu. Dan
ketahullah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya. {QS. Al-Anfal
(8]: 25)
[195 :5,a1) ... &N J1 aoily 153595 .,

... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam
kebinasaan ... (QS. al-Baqarah [2]: 195)

o Al As 1gdiily gadaly Ighasly adakaill L <l 15506
[16 ]

Maka  bertokwalah  kamu  kepada  Allah  menurut
kesanggupanmu dan dengarlah serta teatlah; dan infakkanlah
harta yang baik untuk dirimu ... . (QS. al-Taghabun [64]: 16)

(185 : 3,800) ... 32T A%, Wy 3l A, T i

Allah  menghendaki  kemudahan bagimu, dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Bagarah [2]: 185)
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2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

P3b Opetially pinaie 13pn I & plig dile 4 o (o) 2

e 15358530 L il il ad3 1305 Lagld 550
Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: “[ika kamu
mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganiah kalian

memasukinyva. Tapi jika terfadi wabah di tempat kamu berada,
maka jangan tinggalkan tempat itu,” (HR. al-Bukhari)

TR

- aLAIL 233 15 2liph 51 & fyae S8 Galh oL J) 255 5ak 3
U s il 4l oo b gty i i sl S Bl
b L il il a5 1503 e 15350 S0 il & e 13

Sesungguhnya Umar sedang dalam perjelanan menuju Syam,
saat sampai di wilyaah bernama Sargh. Saat itu Umar
mendapat  kabar adanya wabah di  wilayah Syam.
Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika
Nabi Muhammad saw pernah berkato, "Jika kamu mendengar
wabah di suatu wilayah, maka janganiah kallan memasukinya.
Tapi jika terjodi wabah di tempat kamu berada, maka jangan
tinggalkan tempat (tw.” (HR. al-Bukhari).

Bt SE 130 3o aLA 1 255 e 1 (o it iz G
SUalt G 5y e le laaaly £t i Skl s dtal sl
Soldll J B30k JUD o S U aLAN sl a3 B
AL &35 35 bl 51 aardly aaplAiuG aaledd (GugM
U5 Al s O i W Y S 6 sy b fpdlisld
ki ke 4 oo bl iy Dl el A e s
(523008 5 g Iyl 10D olipll 1 e e O o ¥
Il 3 . Sup k1 (haae 19800 L AAGLALLL afpe b 3Laitl
oo Lid L O S J 31500 & L3k ghadyl UG L adSuSE
SO oLl 1a e i W el aaid Gl i chgllEd L S
i ikl JU aile tyinials 4l e icad ) soulill §5ak
o S50k 1 G LI 22 3 1 jak JUES S 133 s 31 s
4 Ualy Sdash ) 30 58 3 Sabi ) H0d J) Bl p00 (e b
il 2k ) Gall e sV Aas bl Lok
ik plaed U S Ak LEE) Lan) Sk Ol o) pads Uik
J gsie B gl - s yan § Ugkis 085 - e (i pasyll
e 3 s g il Gl oo i Uy S Lade 1
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158 oy S8 L adily ol ad 1315 il 15205 306 mily &
Cipail 4 jak ol Lasd U «iia

Sesungguhnya ‘Umar ibn al-Khaththab ra keluar menuju
Syam. Hingga ketika sampai di Sargh, beliau ditemui oleh para
Amir pasukan yakni Abu ‘Ubaidah ibn al-jarrah dan para
sahabatnya. Mereka memberitahukan kepadanya bahwasanya
wabah sedang melanda bumi Syam. Ibn ‘Abbas berkata: 'Umar
lalu berkata: “Panggilkan untukiu kaum Muhajirin awal {yang
mengalami shalat ke dua giblat, yakni yang berhijrah sebelum
qiblat  dipindahkan ke  Masjidil-Haram—Syarah  an-
Nawawil."la lalu bermusyawarah dengan mereka dan
memberitahukan bahwa wabah sedang melanda Syam.
Mereka kemudian berbeda pendapat. Sebagian berkata: “Anda
sudah keluar untuk satu keperivan dan kami tidak memandang
pantas  anda  kemball  darinya.” Sebagian  lalnnya
berkata: "Anda  membawa rombongan  khususnya para
shahabat Rosululleh sow, kaml tidak memandang balk anda
membawa mereka masuk ke waboh tersebut.” 'Umar lalu
berkata: “Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku.
Kemudian 'Umar berkata: "Panggilkan  untukku  kaum
Anshar.”Maka aku (Ibn 'Abbas) panggil mereka dan ia lalu
bermusyawarah dengan mereka. Ternyata kaum Anshar
berbeda pendapat seperti halnya Muhajirin, "Umar lalu
berkata: “Stlahkan kalian semua beranjak dari tempatku.
Kemudian ‘Umar berkata: "Panggilian untukku kaum tuo
Quraisy dari Muhafir al-Fath {yang hijrah sesudah pindah
qiblat dan sebelum Fathu Makkah)." Maka aku (Ibn ‘Abbas)
panggil mereka. Ternyata tidak ada perbedaan pendapat di
kalangan mereka, semuanya menyarankan: “Sebaiknya anda
pulang kembali bersama rombongan dan jangan membawa
mereka masuk ke wabah itw. Umar lalu menyerukan kepada
rombongan: "Sungguh besok aku akan berkendaraan pulang,
maka bersiap-siaplah  kalian,” Abu “Ubaidah ibn al-Jarrah
berkata: "Apakah engkau hendak lari darf taqdir Alloh?* ‘Umar
menjawab: “Seandainya saja yang mengatakan itu bukan
engkau wahoi Abu ‘Ubaidah. Yo, kamilari dari taqdir Allah
menuju taqdir Allah juga. Bukankah jika kamu menggembala
unta dan turun ke sebuah lembah yang di sana ada dua tepi
lembah, yang satu subur dan yang satu tandus, lalu ketika
kamu menggembala di tepl yang subur berarti kamu
menggembala dengan taqdir Allah? Dan bukankah pula ketika
kamu menggembala di tepl lembah yang tandus, kamu juge
menggembalonya dengan taqdir Allah?, Ibn ‘Abbas berkata:
‘Abdurrahman ibn "Auf kemudian datang, ia tidak hadir
musyawarah  sebelumnya  karena ada  keperluan.
‘Abdurrahman falu berkata: "Aku  punya ilmu tentang
permasalahan  inl. Aku mendengar Rasulullah saw
bersabda: JJika kalian mendengar ada wabah di satu doerah,
fanganlah kalian datang ke sana. Tetapl fika wabah jtu
menyerang satu daerah ketika kolian sudah ada di daerah
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tersebut, janganiah kalian keluar melarikan diri darinya. Kata
Ibn “Abbas: ‘Umar lalu bertahmid kepada Allah dan kemudian
pulang. (HR. al-Bukhari)

el e St 5539 0 g ke Al o it s
Rasulullah saw bersabda: Jangan campurkan (onta) yang sakit
ke dalam {onta) yang sehat.” [HR Muslim)

¥y Wala ¥y 37l ¥y 3z Yr salieg dale 4l o <11 Jpy JU

i 55 S 2l a3 i
Rasuwlulloh  saw  bersabda:  “Tidak ada  penyakit
menular, thivarah dan  burung hantu dan shafar (vang

dianggap membawa kesialan). Dan larilah dari penyakit kusta
seperti engkau lari dari singa.” (HR. al-Bukhari)

52 1 Jt sl 3 gl s e 1 o 1 Uyl O
qg)L a3 1505 wile 125 Y & plaads 130 0slis e Lul 4 U3

" ) i L iy
Rasululloh saw bersabda: “Wabak Tha'un adalah suatu ayat,
tanda kekuasaan Allah Azza Wajall yang sangat menyakitkan,
yang ditimpaken kepada orang-orang dari hambaNya. fika
kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha'un, maka
jangan sekali-kali memasuki daerahnya, jika Tha'un telah

terjadi pada suatu daeroh dan kalian disana, maka janganlah
kalian keluar darinya.” (HR. Muslim)

s gl e e Eum i 108 iy il Xl i g0 o2
VES TN N R PP (L5 PP JROM S JORERE BB
wid Y amadl § 5y Re Ll Ldlasd golind
Nabi saw. bersobda: "Amal-amal umathu disampaikan
kepadaku, amal baik atau amal buruknya. Kutemukan diantara
amal terbalk adalah menyingkirkan hal membahayan dari
jolon. Dan kutemukan diantara amal terburuknya adaiah
dahak di masjid yang tidek dibersihkan" (HR Muslim)
@ 0Sipal Loy gt aie @Sy LarJody B <Ol Jgny Sonem
ebilns 5738 4SIG e ol cllal Laild pdalaied Lo dia 1ol
(s kel o1 33) ailesl e eddlisnly

Abu Hurairah berkata ! Aku mendengar Rasulullah bersabda :
*Apa saja yang aku larang kamu melaksanakannya, hendaklah
kamu jauhi dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu,
maka lakukanleh menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya
kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena banyok
bertanye dan menyalahi nabi-nabi mereka (tidak mau taat dan
patuh)". (HR. al-Bukhari dan Muslim)
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MEMPERHATIKAN

NI Rt 70 L W PO | I o i: s

Lidsedan 53y Y6 s 2 3l padl Goa (addl ol paill (1 50
Barung siapa makan bawang putth dan bawang merah ataw
lainnya tidak boleh mendekati masjid. (HR. al-Bukhari)

e akas uh ool sy fen sy il i o it Ual; O
BRSO P PP [ IE S5 P8 (T PPRUN [ PRSP PL A

Barang siapa yang mendengar azan wafib baginya sholat
berjamaah di masjid, kecuali eda uzur”, Para sahabat bertanya
: "Apa maksud wzur 7, Jawab Rasululiah SAW: "Ketakutan atau
sakit " (HR. Abu Daud)

3. Qaidah Fighiyyah
Sy ¥ 550 Y
“Tidak boleh membahayakan dirl dan membahayakan erang
laln*,

e_n..‘ll."l'_..}s‘rm._u_.mhp

*‘Menolak  mafsadah  didahulukan darl  pada  mecari
kemaslahatan®,

ot (:2" » !- :a’ ‘i '.l'
“Kesulitun menyebabkan udanya kemudahan™
JUja oy padl
“Bahaya harus ditolak”
OIS juidy fdy 5 el

“Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang
memungkinkan”

5 2% e

Loyl jus ‘ij 9]
*Kemudlaratan dibatasi sesual kadarnya”,
Anlially bopla Aaell i pLaY! il

“Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat
harus mengikuti kemaslahatan”.

. Pendapat al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ juz 4 halaman 352

tentang gugurnya kewajiban shalat Jum’at:

Jal e aansdl 2ol 2aa pand) e dadid) Led Y ((ALIEN )
3 (st U sk Gyl i ¥ sl ek aalis, 23301
Bl Sl Wial JU (adl 58 jasy AAAL1 Sau k) LK
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Aaind 5 Salls 500 Aadil wads Lslis 32k 01 35 2asall
S OB O JUES Jn] & 5 1 § il iy ol 04
RESAUPLINCIR W B FIPES (RS A P SE I TR ey |
el ba Casl daailt Taidy Sl 1ih glasall pl) G
l Laaginia plalty Jopll ity il 343 Ty kil § plial laizll
(Ketiga) Tidok wajib shalat Jum'at bogi orang sokit, meskipun
shalat jum‘atnya orang kampung tidok sah karena jumiah
jama'ahnya kurang karena ketidakhadirannyo. Berdasarkan
hadis riwayat Thariq dan lainnya, al-bandanijy berkata:
“andaikan orang yang sakit memoksakon untuk sholat jum’at
maka lebih utoma”. Imam-imam madzhab Syafi’l berpendapat:
"bahwa sakit yang menggugurkan kewafiban shalat jum’at
adaloh sekitnya orang yang mendapatkan masyaqqah yang
berat bila die hadir pada shalat jum'at”. Imam al-Mutawalli
berkata: "Orong yang terkena diare berat juga tidak wajib
shalat jum'at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya
maka haramnya baginya shalat berjama‘ah di masjid, karena
akan menyebabkan masfid menjadi nafis”. Imam al-Haramain
berkata: "Sakit yang menggugurkan kewajlban shalat jum’ot itu
lebih ringan keadaanya darl pada sakit yang mengqugurkan
kewajiban berdiri seat shelat fardhu, Sokit tersebut seperti uzur
Jalanan becek atau hujan atau semisalnya".

2. Pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhal al
Hadramy al Sa‘dy al Madzhajy dalam kitab al-Mukaddimah al-
Hadramiyah hal 91 tentang udzur shalat Jum'at dan shalat
jama‘ah:

S illy GBS sy o3 wid by of Skl Aelaadly aadad) )i
o Spll eyl iy & wpaie ¥ o s pais aiddaS 34y
sally 3wty @iawally Jelally peeally 233300 alie} 4 el

dayk Lulag Ul gl dainye o) dunii o B3a1 1N Gay Buially
Caipll T pa Soadl Aadliey Gle Rgdl gdk sle gy peend 343
laally poidl 30ty JAlL it 3085 paidl Adis GV el Sy

WS W o) o (ke STy AR iy syl Jaglly sally
Uyl 315M1 g plasy 45|

Di antara udzur shalat fum’at dan shalat berjama’ah adalah
hujan  yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak
diketemukan pelindung hujan, sakit yang teramat sangat,
merawat orang sakit yang tidak terdapat yang mengurusinya,
mengawas! kerabat (istrl, mertuo, budak, teman, ustadz, orang
yang memerdekannya) yang hendok meninggal atau berputus
asa, khawatir akan keselamatan jiwa atau hartanya, menyertal
creditor dan berharap pengertionnya karena kemiskinannya,

menahan hadats sementara waktu masih lapang, ketiodean
pakaian yang layok, kantuk yang teramat sangat, angin
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MENETAPKAN

Pertama

Kedua

kencang, kelaparan, kehausan, kedinginan, jalanan becek, cuaca
panas, bepergian ke sahabat dekat, memakan makanan busuk
setengoh matang yang tidak bisa dihilangkan baunya,
runtuhnya atop-atap pasar, dan gempa.

. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang

Komisi Fatwa pada tanggal 16 maret 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI
TERJADI WABAH COVID-19

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

COVID-19 adalah coronavirus desease, penyakit menular yang
disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019,

Ketentuan Hukum

1. Setiap orang wajlb melakukan tkhtiar menjaga kesehatan dan

menjauthi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar
penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan
pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams).

. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan

mengisolasi dirl agar tidak terjadi penularan kepada orang
laln. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zubur,
karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan
banyak orang schingga berpeluang terjadinya penularan virus
secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah
sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti
jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di
masfid atau tempat umum lalnnya, serta menghadirl pengajlan
umum dan tabligh akbar.

. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak

terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi
penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan
ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh
meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan
shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan
jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan led di
masjid atau tempat umum lainnya,

b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi
penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang
berwenang maka la tetap wajib menjalankan kewajiban
ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar
tidak terpapar COVID-19, sepertl tidak kontak fislk
langsung  (bersalaman, berpelukan, clum  tangan),
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membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan
dengan sabun,

Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu
kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh
menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampal
keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya
dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga
tidak boleh menyelenggarakan aktifitas  tbadah  yang
melibatkian orang banyak dan diyakinl dapat menjadi media
penyebaran  COVID-19, seperti jamaah shalat lima
waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat
umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis
taklim,

Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam
wajib  menyelenggarakan  shalat Jumat dan  boleh
menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang
banyak, seperti jamaah shalat lima wakt/rawatib, shalat
Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lalnnya, serta
menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap
menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19,

Pemerintah menjadikan fatwa Inl sebagai pedoman dalam
menetapkan kebljakan penanggulangan COVID-19 terkait
dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.

Pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) yang terpapar COVID-19,
terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan
sesual protokel medis dan dilakukan oleh pihak yang
berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat,
Sedangkan untuk menshalatkan dan  menguburkannya
dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak
terpapar COVID-19.

Tindakan  yang menimbulkan  kepanikan  dan/atau
menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau
menimbun  bahan kebutuhan pokok serta masker dan
menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya
haram.

Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT
dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir,
membaca Qunut Nazilah di  setiap shalat  fardhuy,
memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa
kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan
keselamatan dari musibah dan marabahaya ( dofv al-bala’),
khususnya dari wabah COVID-19.

Rekomendasi

1

Pemerintah wajib  melakukan pembatasan super ketat
terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan darl
Indonesia kecuall petugas medis dan barang kebutuhan pokek
serta keperluan emergency.

Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan
pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap
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orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus
tersebut dapat dicegah,

Masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapl orang
yang suspect atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu
masyarakat dibarapkan bisa menerima kembali orang vang
dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sudah sembuh ke
tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara
buruk.

Keempat : Ketentuan Penutup

1.

Fatwa Inl mulai berfaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentwan  jika di  kemudian  hari  membutuhkan
penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya,
Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat
mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk
menyebarluaskan fatwa inl.

Ditetapkan di  : Jakarta

Pada tanggal 21 Rajab 1441 H
16 Maret 2020 M
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA
Ketua Sekretaris
AA\, A ——— <= g <

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

FIM. AERORUN NI'AM SHOLEH, MA,
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FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 31 Tahun 2020
Tentang

PENYELENGGARAAN SHALAT JUM'AT DAN JAMAAH UNTUK MENCEGAH
PENULARAN WABAH COVID-19

O 3
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG ¢ a. bahwa terkait pelonggaran aktifitas sosial seiring mulai
meredanya ancaman wabah COVID-19 di beberapa kawasan,
maka banyak dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid
[DKM) akan membuka kembali masjid untuk diselenggarakan
kembali shalat Jum'at dan shalat berjamaah lima waktu
(rawatib);

b. bahwa wabah COVID-19 saat ini belum benar-benar hilang darl
negerl inl, bahkan di berbagal negara terpaksa menerapkan
kembali karantina sosial setelah meningkatnya kembali angha
penyebaran;

¢, bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum
pelaksanaan shalat Jum’at dan shalat jama’ah lima waktu
dengan protokol kesehatan seperti dengan merenggangkan saf
dalam rangka penerapan jaga jarak (physical distancing), shalat
dengan menggunakan masker, dan tata cara pelaksanaan
shalat Jum’at akibat physicel distancing yang berdampak
pengurangan daya tampung;

d, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa
tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan jamaah Untuk
Mencegah Penularan Wabah COVID-19 sebagai pedoman.

MENGINGAT ¢ 1. Firman Allah SWT:
T %3 J) Vs To anaindT pis oon Bplial (g39d 13 Fyiali G 0TI
Dglad wi o) p0 RS o805 T35
Hal orang-orang wang beriman, opabila diseru untuk
menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu
kepada mengingat Allah daen tinggaikanlah jual beli. Yang

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui®. (QS. al-
Jumu'ah [62}: 9)
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CaSTl aa 1938513 SE3I 19313 55all I3asdls
“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zokat, dan rukuah
bersama orang-orang yang ruku’." (QS. al-Bagarah [2]: 43)
faiblly aas wiia Qs pdild 5pliall o) 2uadli agd 2af 13l
Tokiad o 55 slls cobid 5135 o gl g 1310 ]
o A3z gy gakea §03 Giee qo ki kA [ 5L VRRPUNEERE B P -
Giplhi 31 19588 01 Sty w195 ady s 1plialls
ol &l £ s Y-Sy At oKk Dploaid pSiaaaly aaniid e
i Akinsil s of g o 31 i 05 il &, 6
Vil Lt (i1 S T & e
“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka
(sahabatmu) laly kamu hendak mendirikan shalat bersama-
sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri
(shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian
apabila mereka (yong shalat besertamu) sujud (telah
menyempurnokan satu roka'at), maka hendakioh mereka
pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan
hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat,
lalu shalatlah mereka bersamamu dan hendaklah mereka
bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir
Ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta
bendamu, laly mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak
ada dosa atosmu meletakkan senjata-senfatamu, jika kamu
mendapat sesuatu kesusahan karena hujon ataw karena kamu
memang sakit; dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah
teiah menyediakan azab yang menghinakan bagi orung-orang
kafiritu.” (QS. al-Nisaa’ [4]: 102)

Sl AT D LadTy Al 1Ty il gadiT lgiati 5T G
“.) . ,| $2
“Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu,

sembahlah Tuhanmu dan perbuatiah kebajikan, supaya kamu
mendapat kemenangan.” (QS. al-Hal| [22]: 77)

bl o il i A1 ) il 14355
“Dan janganlah kamu jatuhkaen (diri sendiri) ke dalam
kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baikiah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”
(QS. al-Bagarah [2]: 195)

(185 1 5,501) .. jlaad AR, 05 ¥y el 48, UT yd .
Allah  menghendaki kemudohan bagimu, dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Bagarah [2]: 185)

78 :gall] ... 3> a il G psele as Ly ...
. dan Dia sekali-kali tidak menjadiken untuk kamu dalam
agama suatu kesempitan ... {QS. al-Hajj [22]: 78)
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[16 20 aall] ... aliakaiiel s all) 15550
Maka  bertakwaleh  kamu  kepada  Allah  menurut
kesanggupanmu ... . (QS. al-Taghabun [64]: 16)

. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

Iytaym 0 aliy aile A1 Joo il Jpley 52 - 2llle 0 il 2
S ) sy g s ANad L GUEVL 15355 LS 19308 pSGghia

(2512 94l o13) e WK Lsall Ji e 505 Sais
Dari Anas bin Malik ra. dari Rasululloh Saw. bersabda:
“Lekatkanloh/rapatkanleh  barisan  kalion  dan  saling
berdekatiah dan tempelikan pundak-pundak kamu. Demi Dzat
yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, sesungguhnya aku
melihat syetan memasuki di antara sela-sela saf seperti Hadzaf

(anak kambing hitam.jenis kambing yang berada di doerah
Yaman )"(HR. Abu Dawud)

" g e Al oo a1 Uyl OO0 Al il Gl 00
s ol Eipuad 2 5 ¥ e ] i) A L Stz
PP | al s » B PRI O AU L T S tlale .
S0 gal Ha U35 Latla Vigglos 1amia (e ] Sdadi L A
(@ohiead 0l g)) ... ol 35all
Dari Jabir bin Abdullah ra. berkata: Rasulullah Saw, bersabda:
“Saya dikaruniai {oleh Allah) lima hal, yang belum pernah
dikaruniokan kepada selain saya. Saya ditolong (dalam
peperangun sehingga) perasaaan musuh (dalam peperangan)
menjadi gentar (menghadapi saya) dalam masa peperangan
yang memakan waktu sekitar sebulan, bumi dijadikan sebagal
tempat shalat dan suci bagi saya dan karenanya, siapa sajo dari

umatku yang mendapatkan waktu shalat, moka hendakloh dia
shalat (di bumi mana saja dia berada), ... *, (HR. Bukhari)

iy e Al oo (g0 JUB 100 Ntz Al (o G oY 02
il e oy 51203 gt e ]t o sand G Eal
o135 ) epadilly SR S ¥y chasall el S pidlly

(3L
Darl Ibnu Abbas ru. berkata: Nobi Sow. bersabda: "Aku
diperintahikan untuk sufud di atas tujuh anggota badan; kening
(lalu beliou menunjuk juga pada hidungnya), kedua tangan,

kedua Jutut, dan kedua kaki, dan kami tidok (boleh) menahan
pakaian dan rambut”, (HR. Bukhari)

i O iy il A1 oo ol g " 08 50 gl 2
[CEAPRMPPY B> T I HFNES]
Dori Abu Hurairah ra. berkota: "Rasulullah Saw. melarang

orang laki-laki untuk menutup mulutnyo saat shalat™. (HR. ibnu
Majah)

~N

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

101



Fatwa Tentang Penyelenggaraan Shalat Jum’at dan Jomaak untuk Mencegah
Penularan Wabah COVID-19] 4

iy wile Al Lo el Iyt paie &1 Wi @l gy 5000 il 00
G e tyladlh @ a0 U bpiialh Al AET v ki
S VS Ty L Alilis SRS ASLE Ha Gyt 2T LG aZakail

(s 319;) pgplisl
Abu Hurairah ra. mendengar Rasululloh Saw. bersabda: "Apa
sufa yong eku larang kamu melakukannya, hendakiah kamu
jauhi, dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka
lokukanloh  menurut  kemampuan kamu. Sesungguhnya
kehancuron umat-umat sebelum kamu adalah korena mereka

banyak bertanya dan tidak patuh dengan nabi-nabi mereka.”
{HR. Muslim)
5335 Al §m JU eyt alll o= ol Jgley 305 il o
el G4 O Samd a8 Lad) Jii Gl Sl
Dari tbnu Umar ro. sesungguhnya Rasulullah Saw. bersubda:
“Sesungguhnya Allah suka untuk dikerjokan rukhsah-Nya,
demikian Jjuga Allah suka untuk dikerjakan perintah-Nya
(azimah).” (HR. al-Baihaql)
L alll 51 " ki aile Al oo allt Jgliy JU : JU pae ol e
Dari Ibnu Umar ro. Rasululleh Saw. bersabda: “Sesungguhnya
Allah suka untuk dilokukan rukhsah-Nya, sebagelmana Allah
membenci apabila maksiat dilakukan.” (HR. Ahmad)

T3 b1 4k 401 g gyl gl i 2lla 0 e a2
9 gladlll slay) 5 ¥y 550 ¥ ¢ JU iy aile Alll Lo all

(rSlally eall
Dart Abi Sa'id Sa'd bin Mdlik bin Sindn al-Khudri Radhyallahu

anthiu, Rosalulidh Saw. bersabda, “Tidak boleh ada bohaya dan
tidak boleh membahayakan orang lain~, (HR. al-Daraquthni, al-

Baihagi, al-Hakim)
3. Atsar sahabat
Sl piaces ¥ spanll Jal Sagh ogllaad 800 b ol oo
i 8 4ed Oy Sapins 3l o 10 Sgaical 38 5831
et 3 fang 51 15 Ll 58000 e (il JUB e 23
(Jlasall 313401 das ciisas) . ASY1
*Dari lbnu Juraij: uku berkata kepada ‘Atha: tidakkah kau lihat

penduduk Bashrah? masjid besar di sana tak mampu logi
menampung merekal lalu opa yg musti mereka perbuat?. 'Atha
menjawab: baiknya setiap penduduk deerah mempunyai masjid
sendiri untuk mereka berkumpul didalamnya, maka hal tersebut
sudah mencukupi (untuk didirikannya shalat jum’at). Lalu
meveka mengingkari fatwa ‘Atha, dan tetap memilih mendirikan
shalat di masjid besar tersebut ™
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4. Qaidah Fighlyyah

o O

el

“Kemudharatan harus dibilangkan®™

pladdl o e A3ES aliadli3s
‘Menolak  mafsadah  didahulukan  dari  pada  mecor!
kemasiahatan”.

.-’:!" ' !-':a'=1,"
“Kesulitan membawa kepada kemudahan®
OIS judy a8 5 puall
“Kemudharatan sedapat mungkin harus dihindarkan™

Loy 5055 3 gpwiall
“Kemudlaratan dibatasi sesuai kodarnya”

A3l il 131 it 3L 131 581
“Seswatu ketika sulit, menfadi longgar, dan ketika longgar,
menjadi sulit".

Raliaall, s el e pla¥l i
"Kebijokan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat
harus mengikuti kemasiahatan®.

Eaid&auvu

“Apa yang tidak dapat diperoleh seluruhnya tidak boleh
ditinggal seluruhnya”
Pendapat fugaha terkait dengan saf dalam shalat jamaah,
antara lain:

a. Pendapat al-Ramli dalam kitah Nihayah al-Muhtaj lla Syarh
al-Minhaj (2/192):
by 13) &l pandt Jal el 4 G0 Uk LGN SLAN (g
3b U eleadt Ul U Jani &) bl b alad) gid Lise
PCACAIDTIN FUEPIPPS (R TREN PRI PHARRES FL P oS
Sythab al-Ramli pernah ditanya tentang fatwa sebagtan
ulama tentang kuat atou tidaknya pendapat bohwa jika
seorang jamaah yang membuat saf baru  sebelum
sempurnanya saf di depannya maka dia tidak mendapatkan
keutamaan shalat berjamaah. Beliou berpendapat bahwa

seorang jamaah tersebut tidak kehilangan keutamaan shalat
berfamaah karena membuat saf baru tersebut.
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b, Pendapat al-Ramli dalam kitab Nibayah al-Muhtaj lla Syarh
al-Minhal (2/196-197):

ety A ol a0 i (5 (1558 pgiball o) (55505)
L3 3aleylly alelid - A5 Slall e - 5)al 235 el pi

SR i Jyina L il o 53 13, 35
Dan hukumnya makruh bagi makmum yang berdiri sendiri,
tetapi tidak sompai membatalkan shalat jomaah karena
Rasul Saw. tidek memerintahkannya untuk mengulangi
shalar. Adapun perintah Rasul Saw. untuk mengulani shalat

(pada riwayat yang lain} adalah dipahami sebagal sesuatu
yang disunnahkan.

iy Ll § 535 LS Blall plal Ha Sedlall Lyl lé
G Sy G el pae W G gl DU ek ot
st 258 0 ekl S b ks B8 G pal pgdphie

Mﬁﬂl poad 53S0 el}hj\ .lg.-u.h;
Sesungguhnya meluruskan saf adalah termasuk kesempurnaan
shalat berjamaah sebagaimana tersebut dalam hadis. Hal ini
berbeda jika barisan tidak teratur, maka imam disunnahkan
untuk tidak bertakbiratul ihram sebelum meluruskan saf. Jika
seseorang tidak merapatkon saf karena uzur seperti cuaca
panas di masfidil haram, maka tidak makruh koreno bukan
niat meremehian.

¢ Pendapat Ibnu Alan As-Shiddigi al-Syafii dalam kitab Dalil
al-Falihin (6/573-574):

> 5 (eSiaden 1500 B Al Jgaey 0 i Alll (o) ol 32
o S [ Lo 095 Bl (w195 Mds) 085 9 B Lod g ¥
iUy agd 335 23 e iS1 d:.‘im..“‘-..x.;bp.t,.,a:g,'si L

St 35155 a ke ¥ s Reladl A ad
Dari sahabat Anas ra, Rasululiah Saw. bersabda; "(Susunlah
saf kalian) sehingga tidak ade celah dan  longgar
(dekatianlah antora keduanya) antare dua saf kurang lebih
berjarak tiga hasta. Jika sebuah saf berjarak lebih jauh dari
itu dari saf sebelumnya, maka hal itu dimakruh dan luput

keutamaan berjamoah sekira tidak ada uzur cuaca panas
atau sangat dingin misalnya.
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2. Pendapat Fuqgaha terkait dengan pelaksanaan Shalat Jum’at di
beberapa tempat, antara lain:
#. Pendapat Al-Kasani dalam kitab Bada'i al-Shanaai fi Tartib
al-Syaral’ (1/126):
ey W31 palls f olaiaga  Semi Aadadl 51 e U 133
55 525618 A3 5a 780 § g inma g L1 Saze)
o =i el Rl J) 5 8 G- el gy (e
- Bl e oy 2059 el Uiy ] 0 el
Loy saadill 9o § 13K uall $5a § 138 50 Ly - i )
Pl 578 e iy ol (s Ol yiaally Lagualiazsl
o daih i (g5 Ly U5 He AT Sedi S WL Ciaadas
Sgpaally 3 lad) assa e Jghins paslza 136 § i1
Herdasarkan dzahir riwayat dan pendapat yg dipegang
dolam madzhab Hanofi bohwasahnya boleh dilaksanakan
shalat jum’at di dua tempat saja dan tidak boleh lebih dari itu.
Diriwayatkan daori Sayyidina Ali bahwa beliau pernah keluar
ke lopangan/gurun untuk shalat ied, bersamaan ia
mengangkat seseorang sahabat untuk menjadi imam di
kawasan kota dan hal tersebut disaksikan para sahabot. Lalu
ketika hal ini saja boleh di dalam shalat ied, maka boleh pula
di shalat Jumat, karena keduanya sama-sama dilaksanakan
satu tempat dalam satu daerah dan karena secara umum
keswlitan hilang dengan didirikannnya shalat di dua tempat.
Adapun yang diriwayatkan oleh  muhaommad berupa
pemutlokan kebolehan di tiga tempat, itu dimaksudkan untuk
keadaan hajat dan darurat.

b, Pendapat Imam Ibnu ‘Abidin dalam kitab Redd al-Mukhtar
‘ala al-Durri al-Mukhtar (2/144);

ley waiall e Gllad (55 pdlaas dal) yiae § 53453)

S3ial)

Shalat fum’at boleh dilaksanakan di hanyak tempat dalam
satu daeroh secara mutlak dalam madzhab Hanafi

¢. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ (4/586):

ey 705 lasa 3l 349 U1 Gl 30 pumially

s ks el

Yang shehih dalam madzhab Syafil adalah  bolehnya

mengadakan shalat Jum'at pada dua lokasi atau lebih
tergantung hajah dan tingkat kesulitan.
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d. Pendapat al-Murawadi dalam kitab al-Insaf fi Ma'rifat al-
Rajth min al-Khilaf (2 /400):

iay Kol 8 o 13) oty gy o AT A Sy
J Sgyadl 38 136 ekl § O6 Lleied) wileh .Lualadl
vensd !

Jika tidak ada hajoh, maka tidak boleh melaksanakan shalat
Jum'at lebih dari satu lokasi, Ini adaloh pendapat madzhab
Hanbali.

e. Pendapat Muhammad Syamsul Haq Abadl dalam kitab ‘Aun
al-Ma'bud Syarhu Sunan Abi Dawud, Bairut-Dar al-Kutub al-
‘Nmiyyah, Cet ke-2, 1415 H, juz, 11, h. 281;

o4l U 4 V1 A5 A0 Y U el B ) it Suds
a8 3 Lot ik ) sLalall ooy (ASLANY) Rais
“Sebagian ulama mempersyaratkan masjid sebagai tempat
pelaksanaan shalat Jum'at. Sebah, menurut mereka shalat
Jumat tidak ada kecuali di masjid. Sedangkan menurut Imam
Abu Hanifah, Imam Syafi't dan mayoritas wlome bahwa
masjid bukan syarat bagi pelakasanaan shalat jumat. Dan ini
adalah pendapat yang kuat."
f. Penjelasan al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ (4/558):
33 . 4531 - Raeadl e - N a3 585 530 ) G A da
AP FPRRTT
Menurut madzhab Syafii bahwa orang yang ruku'nya imam
pada rokaat kedua maka dia shalat Jum’'atnya sah dan jika

tidak maka shalatnya tidak sah. Ini adalah pendapat jumhur
uloma.

3. Pendapat Fugaha terkait dengan anggota sujud dan larangan
menutup mulut dan wajah saat shalat, antara lain:
a. Penjelasan Imam al Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir
(2/126);
Sl 53 Al Gladd syl (epad  Laiths gad L
A sy oy aall e e Bl Sl atge e S
e Oy il gl Blaid spdldl (o) b [ duadey
s gl el ool ) Leaisd e
Adapun masaiah kening dan hidung, sebenarnya kewajiban
sujud itu terkait dengan kening bukan pada hidung. Jika
seseoranyg sujud dengan keningnya maka sah shalotnya dan
sebaliknya, jika sududnya dengan hidung maka tidak sah
shalatnya, lkrimah dan bnu Jubailr berpendapat bahwa
kewaftban sujud It terkalt dengan kening dan hidung secara

bersama-sama, jika bersufud hanya dengan salah satu
keduanya maka tidak suh shelatnya,
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Ja e et a1y K ladi syl (o) s> il JU
i g 4l e S (1 53] il b g e dni S0
5355 )3 3padt pa A1 e Skll gl 5 il biss
U i 4l Al o - allt gy 5 kel gy 0L i
3adadl Jas e Uity " el e ail pugd ¥ al e
e e 1 o - (ol o 595 Ly Uied el 193 a1 J
Gld " ol e 2Ll 2ligs 585 " idiall wale gl 30 G-
il s g e dine 3 5y Uhiniid s gl o 4

Sl i (s 4l i a3 SIS 313
Imam Abu Hanifoh berkata: "Kewajiban sujud itu terkait
dengan saloh satu darl kening dan hidung, maka seh fiko
bersujud dengan seloh satu dari keduanya®”. Ulama yang
berpendapat bahwa anggote badun dalam sujud itu meliputi
kening dan hidung berhujjuh kepada riwayat haedis yang
artinyo; “tidak sah shalat seseorang yong tidak menempelkan
hidungnya pada tempat sujud”. Ulama yang berpendapat
bahwa anggota badan saat bersujud itu cukup dengan
menempelkan hidung ke tempat sujud tanpa kening berhujjah
pada riwayat hadis yong artinya; "tempelkon keningmu dan
hidungmu pada tempat sujud saat bersujud”. Jika tidek
memungkinkan untuk mengumpulkan dug hadis tersebut,

maka dianggap sah shalatnya dengan menempelkan salah
satu dari kedua anggota tubuh tersebut.

o1l okl 5k it il o SUAL e AL 3, Glts
e i i - iy i A1 - o gl 08 et
SN Il i G (s i aailial dioly GRS G
55 il U8 syl e 6 gnle (6 ) i 5l iy
il onk Gy Al Tka
Daiil madzhb Syafii adalah hadis riwayat al-Syafii dari Sufyan
dari lbnu Thawus dart ayahnya darl Jbnu Abbas berkata:
"Rasulullah Saw, diperintahkan untuk sujud di atas keduwa
tangan, kedua lututnya dan ujung jari-jari kakinya, dan dahi
dan dilarang untuk han rambut dan pakaiannya,
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa masaloh terkait

kening dan hidung itu seperti anggota tubuh saat bersujud
yang lainnya yang semua harus menempel pada tempat sujud,
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b. Pendapat al-Nawawl dalam al-Majmu’ (3/197):

Ol 4z 41 (g 53 g3 535 ad WA 3 331 sl Ol 65853
Pall § 50 S5 aki bl o " phay e 4l oo allt Do
5o9n atd Bpadl oa ddt 8 33Ualt § it 5 3l 5805

doslK g3
Orang laki-laki dimakruhkan untuk menutup mulutnya soat
shalat sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah ro. bohwa
“Rasulullah Saw. melarang orang flaki-luki untuk menutup
mulutnya suat shalat”. Sedangkan perempuan dimakruhkan

untuk memakai cadar saat shalat karena wajoh perempuan
tidak termasuk aurat saat shalat

c. Penjelasan Manshur al-Bahuty dalam kitab Kasysyaf al-
Qanna’ (1/268);
) e G U (S Sk pdid Sl ) el O (5555)
M 3313 3all § L S Gl ahalt e G e yaasl
gl ks ity Ay Jeaddl 5y sl gl A
JpanS 15U 56 S5 4k U351~ iy e A s - (gl 98
AahS M . calsl
Dalam keadaan tanpa hajah (perempuan dimakruhkan untuk
memakai cadar saat shailat), Ibnu Abdi al-Bar berkata:
“Ulama bersepakat bohwa perempuan harus membuka
wajahnya saat shalat dan ihram, karena menutup wajah
menghalangl dahl dan hidung untuk menyentul tempat
sufud”. Dan wlama juga bersepakat bahwa laki-laki tidak
boleh menutup mulut saat shalat karena adanya riwayat
hadis yang melarang loki-laki menutup mulut saat shalat. fika

karena ada hajoh seperti hadirnya orang yang bukan muhrim
maka tidok dimakruhkan.

4. Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI nomor 5/MUNAS
VI/MUI/2000 tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at 2 (Dua)
Gelombang

d, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-
19.

e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta nomor 05 tahun 2020 tentang Hukum Dan
Panduan Shalat Jum’at Lebih Dari Satu Kali Pada Saat Pandemi
COVID-19,

f. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang
Komist Fatwa yang berakhir pada tanggal 3 dan 4 Juni 2020.
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Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

: FATWA TENTANG PENYELENGGARAAN SHALAT JUM'AT DAN
JAMAAH UNTUK MENCEGAH PENULARAN WABAH COVID-19

: Ketentuan Hukum
A. Perenggangan Saf Saat Berjamaah

1.

Meluruskan dan merapatkan saf (barisan) pada shalat
berjamaah merupakan keutamaan dan kesempurnaan
berjamaah.

Shalat berjamaah dengan saf vang tidak lurus dan tidak
rapat hukumnya tetap sah tetapi kehilangan keutamaan
dan kesempurnaan jamaah.

Untuk mencegah penularan wabah COVID-19, penerapan
physical distancing saat shalat jamaah dengan cara
merenggangkan saf hukumnya boleh, shalatnya sah dan
tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi
tersehut sebagai hajat syariiyyah,

B. Pelaksanaan Shalat jJum'at

1

2,

Pada dasarnya shalat Jum‘at hanya boleh diselenggarakan
satu kali di satu masjid pada satu kawasan.

Untuk mencegah penularan wabah COVID-19 maka
penyelenggaraan shalat Jumat boleh menerapkan physical
distuncing dengan cara perenggangan saf.

. Jika jamaah shalat Jum’at tidak dapat tertampung karena

adanya penerapan physical distancing, maka boleh
denyelenggarakan shalat Jum‘at berbilang (te'addud al-
jumu’ah), dengan menyelenggarakan shalat Jum’at di
tempat lainnya sepertl mushalla, aula, gedung pertemuan,
gedung olahraga, dan stadion.

. Dalam hal masjid dan tempat lain masih tidak menampung

jamaah shalat Jum’at dan fatau tidak ada tempat lain untuk

pelaksanaan shalat jJum’at, maka Sidang Komisi Fatwa MU

berbeda pendapat terhadap jamaah yang belum dapat
melaksanakan shalat jJum’at sebagai berikut:

a. Pendapat pertama, jamaah boleh menyelenggarakan
shalat Jum'at di masjid atau tempat lain yang telah
melaksanakan shalat Jum'at dengan model shift, dan
pelaksanaan  shalat  Jum'at dengan  model shift
hukumnya sah,

b. Pendapat kedua, jamaah melaksanakan shalat zuhur,
baik secara sendiri maupun berjamaah, dan
pelaksanaan shalat jJum'at dengan model shift
hukumnya tidak sah.

Terhadap perbedaan pendapat di atas (point a dan b),

dalam pelaksanaannya jamaah dapat memilih salah satu di

antara dua pendapat dengan mempertimbangkan keadaan

dan kemaslahatan di wilayah masing-masing,
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C. Penggunaan Masker Saat Shalat

1. Menggunakan masker yang menutup hidung saat shalat
hukumnya boleh dan shalatnya sah karena hidung tidak
termasuk anggota badan yang harus menempel pada
tempat sujud saat shalat.

2. Menutup mulut saat shalat hukumnya makruh, kecuall ada
hajat syar'iyyoh. Karena itu, shalat dengan memakai
masker karena ada hajat untuk mencegah penularan
wabah COVID-19 hukumnya sah dan tidak makruh.

Kedua : Rekomendasi

L

Pelaksanaan shalat Jumat dan jamaah perlu tetap mematuhi
protokol kesehatan, seperti memakai masker, membawa
sajadah sendiri, wudlu dari rumah, dan menjaga jarak aman.
Perlu memperpendek pelaksanaan khutbah Jum'at dan
memilih bacaan surat al-Quran yang pendek saat shalat,
Jamaah yang sedang sakit dianjurkan shalat di kediaman
masing-masing.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1,

Ketua

Fatwa inl mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku
selama pandemi COVID-19, dengan ketentuan |jika di
kemudian  hari membutuhkan penyempurnaan, akan
disempurnakan sebagaimana mestinya,

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memeriukan dapat
mengetahuinya,  semua  pibak  dihimbau  untuk
menyebarluaskan fatwa ini.

Hal-hal yang belum jelas akan diterangkan dalam bayan.

Ditetapkan di - Jakarta
Pada tanggal : 12
4 Juni 2020 M
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA
Sekretaris

4777 A— '

PROF. DR, H, HASANUDDIN AF

. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA
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Nomeor: 18 Tahun 2020
Tentang

PEDOMAN PENGURUSAN |ENAZAH (TAJHIZ AL-JANA'IZ) MUSLIM YANG

TERINFEKSI COVID-19

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah

MENIMBANG

MENGINGAT

a.

—

bahwa COVID-19 termasuk jenis penyakit berbahaya dan
dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan
orang yang terpapar COVID-19 atau cara penularan
lainnya;

. bahwa ketika pasien COVID-19 meninggal, maka virusnya

masih ada di tbuhnya dan berbzhaya vang dapat menular
kepada orang vang melakukan kontak dengan jenazah tersebut
dalam proses pengurusannya;

. bahwa muncul pertanyaan tentang tata cara pengurusan

jenazah mustim pasien COVID-19 yang meliputi memandikan,
mengafani, menyalatkan, dan mengebumikan sebagaimana
aturan syariat terhadap jenazah pada umumnya;

. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa

tentang Pedoman Pengurusan |enazah (Tajhiz al-Jana'iz)
Muslim yang Terinfeksi COVID-19;

. Firman Allah SWT;

Skl b alE5 iy W § paliless a3 @ LS Lal

(70 atyal) S G5 20 i€ e pbliEERDS
“Dan sungguh, Kami telah memullakan anak cucu Adam, dan
Kami angkut mereka di darat den di lout, don Kami berl
mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami tebihkan mereka

di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan
yang sempurna” . (QS. al-Isra’ [17]: 70)

[195 3,51 .. a&igh b kil 14553 .

.. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam
kebinasaan ... (QS, al-Baqarah [2]: 195)
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(185 : ,a.01) .. 5207 &K A ¥y 5l (&, AT )l .

w Allah  menghendaki  kemudahan  bagimu, dan  tidok
menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Bagarah [2]: 185)

178 :gatl] .. o> el 4 aSile s s

... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam
agama suatu kesempitan ... (QS. al-Hajj [22): 78)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:
Osad Lan caliy adle Wl oo it Upt; 06 06 50 T e
g 393 ) o § 0B G el a1 150 o5is
U S ot b b e oy ol 13) il Gl G g
gt 3 A Jon § Bl Gad Jugh 5 A Juk § O G
) e 30 pladll f S 543 gt 358 Opallal § S (i
(alena

Dari Abu Hurairah ra. berkata; "Rasulullah Saw. bertanya
(kepada sahabatnya): "Siapakeh orang yang matt syehid di
antara kallan?" Mereka menfawab: “Orang yang gugur di
medan perang itulah syohid ya Resulullah”. Rasulullah Saw.
bersabda; *Kalau begitu, alangkah sedikit umatku yang mati
syahid®. Para sahabat bertonya: “Mereka itu siapa ya Rasul?”
Rasululloh Saw. menjawab: "Orang vang gugur di medan
perang itu syahid, orang yang mati di jalan Allah {bukan
karena perang) juga syehid, orang yang tertimpa thaun
(wabah) pun syahid, dan orang yang mati karena sakit perut
Juga syahid”. (HR Muslim),

s e i 5 06 0 e gty e
Lol - blall Sl LI sl o @il L fuis

(s 315) U1 F31G . pan )l 33kicy L3520
Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasululloh Saw. bersabda :
“lima hal yang wajib dilakukan seorang muslim terhadap
soudaranyo; yaitu menjawab salom, mendoakan orang bersin,

menghadiri undangannya, mengunjungi orang sakit, dan
mengantarkan jenezahnya”. (HR. Muslim)

e Wi fio Gl iZ 19351 U 2l Lee dl oy A e
o g e W o Al Jyly Hpadl g0 ol 10 Al
an A ik W sl ale 4 A G el S ol
Gn S @ 1 1ayiie g i35 ) U85 e B G ) pgle
oy e W s 0 1yl (o 13 (6 Ga3i ¥ il sl

(3313 941 o105} L2 ey
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Dari Aisyah ra. io berkata: Ketika para sahobat ingin
memandikan jenazah Rasulullah Saw., -mereka berbeda
pendapat-, Mereka berkata: "Kami tidek tahu apakah kami
membuka pakalannya sebagaiman kami membuka pakaian
saudara2 kami yang meninggal atau kami memandikannye
dengan tanpa melepas bajunya?” Ketika mereka sedang
berselisih pendapat, Allah telah menidurkan mereka sampari
sampai dagu mereka tertunduk ke dada. Kemudian berkato

ung dari sebelah rumah dan mereka tidok mengetahul
stapa dia, dia berkata: "Mandikanlah Nabi dengan berpokaian”,
(HR. Abu Daud)

g ik Gam sy e S0 o a1 Up 5 0 )5 by ol G
(@Stall a5) 358 Cai 4 ik il @i

‘Barangsiopa yang memandikan searang mayit, lalv to

merahasiakan keburukan mayit itu, maka Alleh ampuni dia
sehanyak empat puluh kall.” (HR. Al Hakim)

Waddi - ULs 5 - dpt) (55 206 aap Bhat 5 Ggish o (e
Wl el - G i - e glad Gl e W e dv Oel
JU - 5530 31 - il aphie IS U o isaBil A28 SBin 00
PN PORCH | JPRATSN TICE: PR (P I o7 0+ B PR 1

uple Vi ) 33 g S bl 5 ol e alls
Dari Abu Hurolreh ra. Rasulullah Saw. pernah kehilangan
seorang wanita atou pemuda berkulit hitam yang biasa
menyapu sampah di masjid, belfow Saw. pun bertanye
tentangnya, dan dijawab bahwa ia telah meninggal. Beliau
Saw. berkata: *Tidakkeh kalian mengabarkan kepadaku?” Abu
Hurairah ra: “Seolah-olah mereka meremehkan kedudukan
wanita atau pemuda tersebut™ Maka Nabi Saw. berkata:
“Tunfukkan  kepadaku  kuburannya!"  Mereka  pun
menunjukkannya, lalu bellau Saw. menshalatinya (yaknl shalat
atas jenazahnya) dan bersabda: “Sesungguhnye kuburan ini
penuh kegelapan bagi penghuninya, tetapi Allah meneranginya
untuk mereka dengan doaku buat mereka.” (HR. Bukhari dan
Musiim, dan ini adalah lafadh Musiim)

Al e ' e ) gl JG < G e <l by AL e
(abe oot olgy) i 5,288 ot plaz 308

Dari Aisyah ra, la berkata: Rasululloh Saw. bersubda:
“mematahkan tulang mayit seperti mematahkannye soat
hidup®”, (HR. Ibnu Majah)

i le W o bl U3 e £ il gy 58 T
Ll il o aS5a0 Ly easl Ale aKEE L bk
e pidladty il 3RS a8 (e Gl il W L pdaail

(e 1) mplas
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Abu Hurairah ra. mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Apo
saja yang aku larang kamu melakukannya, hendaklah kamu
Jauhi, dan apa saja yvang aku perintahkan kepadamu, maka
lokukanloh  menurut  kemaempuan  kamuw.  Sesungguhnya
kehancuran umat-umat sebelum kamu adolah karena mereka
banyaic bertanya dan tidak patuh dengan nabi-nabi mereka,”
(HR. Muslim)

O Lad bt &) splliy e ) oo o g O 1008 505 it 2
(et alg) Aiimis G G 1544 18 g B

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda:
“sesungguhnya Alloh suka untuk dilokukan rukhsah-Nya,
sebagaimana Allah membenci apabiia maksiat dilakukan”. (HR.
Ahmad)

O e W sy HAdigle o ol oF Lad e i (e
Gladloall o93) 30 ¥ 3500 ¥ I i e W Lo 0 35

(Sl 5 Al 3
Dari Abt Sa'Td Sa'd bin Malik bin Sindn al-Khudri ra., Ros@iulldh
Saw. bersabda: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh
membahayakan orang lain". (HR. al-Daraquthni, al-Baihagi, al-
Hakim)

3. Qaidah Fighiyyah
NSRS
“Kemudharatan harus dihilangkan™
Pleall s e 3202 2l £33

“Menolak  mafsadah  didahulukan darl  pada  mecari
kemasiahatan®.

At i 42501
“Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan”
OUSaN! iy 433 il

“Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas  yang
memungkinkan”

Layidy 5dd 505l

“Kemudlaratan dibatasi sesual kadarnya”.
Sl B (o B3 dnds Ly () B2
“Menghormati orang hidup dan menjaga jiwanya (tu lebih

utama dari pada menghormati orang mati*
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MEMPERHATIKAN  : 1. Pendapat al-Nawawi dalam kitab Syarah al-Nawawi ‘aia
Muslim:;

ok wfl all Joun & il A2 o o¥RA sy ST sl 06
.Lij p',ls £, :, 5 $3403 L’;h‘ 51 ui, !\-.‘.“ ;‘ly 5),* a ‘-‘u
0 @ G oLl A0S a1 513 135 Sl plagh LS § s
A K51 Db 38 § D2y U0 o g Uua 585 553915
G 0B e 33 5st Gad WA g D2y A O3S NRa A5

el {8 3 2yl
Ulama mengatakan: "Bahwa yang dimaksud dengan kesyahidan
mereka semua, selain yang gugur di medan perang adalah
mereka kelek (di akhirat}] menerfma pahala  sebagaimana
pahala para syuhada yang gugur di medan perang. Sedangkan di
dunia, mereke tetap dimandikan don dishalati sebagaimana
penjelasan telah laly pada bab Iman. Sesungguhnya orang mati
syahid ada tiga macam. Pertama, syohid di dunia dan di akhirat
yaitu mereka yang gugur di medan perang melawan tentara
kafir, Kedua, syahid di akhirat, tapl tidak syahid delom hukum
dunia yaitu mereka semua yang disebut dalam penjelasan di ini.
Ketiga, syahid di dunia tidak di akhirat yaitu mereka yang gugur

tetapl berbuat curang terhadop ghanimah atau gugur saat
melarikan diri dori medan perang”.

2. Pendapat al-Nawawi dalam al-Majmu Syarah al-Muhadzab, Juz
5 h 128

13]G sl ah s naldl planl RS Jah odll ks
w1yl g 385 Gl il (i Bt Tadn Klis (s A
S HGS Goaps didsj aile Blads GeaS gl B O ety

R
Memandikan mayit adaloh fardhu kifayah secara ijma’. Makna
fardhu kifavah adolah apabila kewajiban itu sudah dilakukan
oleh orang/kelompok yang dianggap mencukupi, maka guguriah
tanggungan bagi yang lain. Jika sama sekali tidak ada yang
melakukan, maka semuanya berdosa. Ketohuilah, sesungguhnya

memandikan mayit, mengafaninya, menshalatinya  adalah
fardhu kifayah tanpa khilaf.

3. Pendapat Salim bin Abdullah Al-Hadram| dalam Sullamu
al-Taufig h. 36-38

O 131 S Said (Wdos agde Blally (4SS ot i
(4005 ] e daids (85 a3 A gy s 103 LLd
e Loty 00 o] Legle il ¥y 13d3y A8 ua
SN 3§ Sl Gag 135 Jedalt ey 348 01 e Bl
e Vg AR ¥ by Lol g 4S5 o GlB b § 05 it
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Ak At i B8y [plagss aule Sally did ] wle
oA Uils gl <l s i Gy ayats 0k mesd faesals
s 52 Bty e 1] 465 35 GA Laslal 2305 1000 ead Sile
S iadde Sl Uiy, [3asled) e 53U A ] LS osd mly
o SQU) iy «Sa5ally e Balt Ui (1543 Gsio 315 353 G
ol B b () s pay S AST A Oyl L [0AY L
A8 s 13 asd e e mgln ST Wt ks
oo o 55 ¥y A& L 8T W s A3 ity A Sak
S35 Bl Yl [l Sk pidis] il s el Jagyt
LB 3 [RAN) Gaad OF (ady gLl G dlipdy il oG

AL [l 1] S amdy sl ey
Memandikan mayit, mengafani, menyhalati dan
menguburkannya adalah fardlu kifayeh, Hal itu jike mayit
adalah seorang yang beragama Islam yang lahir dalam keadaan
hidup. Sedangkan mayit kafir dzimmy hanya wafib untuk
dikafani dan dikubur, begitu juga janin yang (belum mencapal
umur 6 bulan dan lahir) dalom keadaan mati, hanya wajib untuk
dimandikan, dikafani, dikuburkan dan keduanya tidak boleh
disholati. Batas minimal memandikan mayit adalah dengan
menghilangkan najis dan meratakan air yang menyucikan ke
seluruh kulit dan rambutnya waloupun lebat. Batas minimal
menguburkan mayit adalah galian/liang  yang mampu
menyembunyikan bau mayit dan menjaga tubuh mayit dari
binatang buas. Disunnahkan memperdaiam liang, kira-kira
seukuran berdirinya orang yang mengangkat tangan. Selain

memperdalam, disunnahkan juga untuk memperluas lang,
serta wajib menghadapkan mayit ke arah kibiat.

4. Pendapat Abdurrahman al-Jazin dalam al-Figh ‘ala al-Madzahib
al-Arba‘ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid 1, h. 476)

Sla S il ias g sledl wid e cpell Sk alas mautll 2 adys
Gads dele elall cinas ot el i 13) W alaiizy o Ay g Liy >
el s ks b oo M eledl iy aladn ¥ IS ) L Llls

s Gy
Jike tidak ada air atqu sulit untuk memandikan fenozah, maka
fenozah ditayamumian, sepertl mati karena terbakar dan
dikhawatirkan rontoknya anggota tubuh jike dimandiken atau
dengan menytramkan air tanpa menggosokkan organ tubuhnya.
Jika tidak sampai  merontokkaen organ tubuh dengan
menyiramkan air, maka tidok boleh ditayomumkan, tapi
dimandikan dengan menyiramkan air tanpa menggosok.
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5. Pendapat al-Nawawi al-Bantany dalam kitab Nihayatu al-Zain
hal 151

13U oyl g Jubadl 3 Y1 call g Jelall § eiad) sladl o Y

PP EAN ROWE LR B PE IR N QRO O | wlyl RESTPN
Dalam memandikan mayit wajib menyamakan jenis kelaminnya.
Misal mayit laki-laki maka yang memandikan adalah laki-laki,
begitu juga seboliknya kecuali orang yang telah dihalalikan dan
para mahramnya. Jika tidak dijumpai seorangpun kecuali orang
lain (ajnabi), maka mayit ditayamumbkan.

6. Pendapat al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’juz 5 hal. 141-142

55 ) StA Geils Shat 5 Sel Hhan o) 16 Sy %5 26 1Y
(JEN3) L] Vg padd agealt die (hool) ¢ abal G0 aad s

, B4 oo X%, . P T -8 8.2 02 agh o B0ek 4
L ke fadis 4ps s e Uil caliy 3 33d e il L
a2 Y5 (] o (A0013) 850all 30 s Jdas)l ) daisl U8 aiSal
Jika seseorang tidak ada orang yang berjenis kelamin sama dan
tidak mempunyal mahram, make ada tiga hukum: 1)
ditayamumkan, Inl adalah pendapat jumhur, 2} dimandikan
dengan tanpa melepas buju yang dipakal mayit dan berusoha

untuk tidak melihat mayit, dan 3) langsung dikubur tanpa
dimandikan dan ditayamumkan,

7. Pendapat Al-Khatib al-Syarbini dalam kitab Mughni al Muhtaj,
juz:1 h:360).

Gols) 3had) @eak pi 3l A 3 aBs B8 (spais pl b 3l3)
G QU ALK LS Ll sl (aile Jiad ) 255 (Alid
¥3 o3l paki JU 4 % ¥ geasll § OG5 sl Sl
13tgn e & ety Sadig o jenll BN cale BSal U 433
Dlall 53d be 3ptadll (85 ¢ wadahint b a1l a0

cgal) el 2l
Andaikan ada orang yang meninggol tertimpa reruntuhan,
sebagalmana tenggelam di sumur otou di laut yang dalam dan
sulit  untuk mengeivarkan dan  memandikannya  serta
mentayamuminye, maka tidek perlu dishalatl kerena tidak
memenuhi syarat. Seboguimana dinukil oleh syaikhani dari
imam Mutawaili. Imam Nawawi daloam kitab al Majmu’
menyampaikan: “Tidak adae perbedaan pendapat dalam perihal
ini,” Sebagian wlama' muta‘akhirin menyampaikan pendapat:
“Tidak ada alasan untuk meninggaikan shalat mayit Karena
sesuatu yang mudah tidak bisa gugur okibat sesuatu yang sulit.
Berlandaskan hadits shahih: “Ketika kalian semua kuberi
perintah, maka lakukan sebatas kemampuan kalian.” Alosan
tetap harus dishalati adalah karena shalat merupakan doa dan
penolong mayit
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MENETAPKAN

Pertama

8.

10.

11

12

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-
19.

Penjelasan Prof. Dr. Budi Sampurno (Guru Besar Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia dan Prof. drh. Wiku
Adisasmito (Ketua Tim Pakar Satgas COVID-19) pada tanggal
24 Maret 2020 yang diantaranya, bahwa pasien COVID-19
yang meninggal:

a. Langsung ditangani, dibersihkan kotorannya, ditutup
lubang-lubang anggota tubuh dengan kapas, dikafani,
dibungkus dengan plastik khusus supaya tidak bocor.

b. Jenazah kemudian diteruskan ke ruang |enazah untuk
dimasukkan dalam petl. Dalam ruang pemulasaraan ini
dibatasi sampal 4 jam, kemudian dimasukkan ke dalam
mobil ambulan khusus untuk dibawa ke tempat makam,

c. Setelah dishalatkan jenazah diberangkatkan ke tempat
pemakaman. Boleh dikubur di pemakaman umum, tetapi
harus sesual dengan protokol pengurusan jenazah
(dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau Pemerintah
Daerah). Dalam protokol tersebut jarak liang kuburnya
dengan sumber air minimal 50 meter dan jarak dengan
pemukiman adalah 500 meter.

d. Semua aktifitas di atas dilakukan oleh petugas khusus
dengan memakai alat pelindung diri (APD).

e. Bagi anggota keluarga yang ingin melihat dan menyalatkan
serta menguburkan harus memakai alat pelindung diri,

f. Kami dan tim medis memeriukan uraian tentang tata cara
memandikan, mengafani, dan menyalati jenazah

Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan fenazah
(Tajhiz al-fana’iz) Dalam Keadaan Darurat

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Povinsi DKI Jakarta Nomor 01
tahun 2020 tentang Hukum dan Pedoman Penanganan Jenazah
(Tajhiz al-jonazah) Terinfeksi COVID-19.

Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam
beberapa Sidang Komisi Fatwa yang berakhir pada tanggal 27
Maret 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN |[ENAZAH (TAHIZ
AL-JANA'IZ) MUSLIM YANG TERINFEKSI COVID-19

Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1.

Petugas adalah petugas muslim yang melaksanakan
pengurusan jenazah,
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2. Syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena

kondisi tertentu (antara lain Kkarena wabah [tha'un],
tenggelam, terbakar, dan melahirkan), yang secara syar'i
dihukumi dan mendapat pahala syahid (dosanya diampuni dan
dimasukkan ke surga tanpa hisab), tetapi secara duniawi hak-
hak jenazah-nya tetap wajib dipenuhi yang meliputi
dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.

APD (Alat Pelindung Diri) adalah alat pelindung diri yang
digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan
jenazah.

Kedua : Ketentuan Hukum

1.

Menegaskan kemball Ketentuan Fatwa MU[ Nomor 14 Tahun
2020 angka 7 yang menetapkan: “Pengurusan jenazah (tafhiz
al-jana’iz) yang terpapar COVID-19, terutama dalam
memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol
medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan
tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk
menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana
biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19."
Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam
pandangan syara’ termasuk kategori syahid akhirat dan hak-
hak |enazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani,
dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib
menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-
ketentuan protokol medis;

Pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19

dilakukan sebagai berikut:

a. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya

b. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah
yang dimandikan dan dikafani;

¢ Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis
kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada,
dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian,
Jika tidak, maka ditayamumbkan.

d. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum
memandikan;

e. Petugas memandikan jenazah dengan ¢ara mengucurkan
alr secara merata ke seluruh tubuh;

f. Jika atas pertimbangan ahll yang terpercaya bahwa jenazah
tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan
tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara:

1) Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal
sampai pergelangan) dengan debu.

2} Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat
mengusap, petugas tetap menggunakan APD.

g Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa
memandikan  atau  menayamumkan  tidak  mungkin
dilakukan  karena membahayakan petugas, maka
berdasarkan ketentuan dlarurat syar'iyyah, jenazah tidak
dimandikan atau ditayamumkan.
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4. Pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19
dilakukan sebagai berikut:

a. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau
karena dlarurah  syariyeh tidak  dimandikan atau
ditayamumkan, maka  jenazah  dikafani  dengan
menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan
dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan
tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan
menjaga keselamatan petugas.

b. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam
petl jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan
dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah
menghadap ke arah kiblat,

¢ Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah,
maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.

5. Pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar COVID-19
dilakukan sebagai berikut:

a. Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah
dikafani,

b. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19,

¢ Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadhir)
minimal satu orang, Jika tidak memungkinkan, boleh
dishalatkan di  kuburan sebelum atau  sesudah
dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh
dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).

d. Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan
COVID-19.

6. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19
dilakukan sebagai berikut:

a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol
medis,

b. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama
petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti,
plastik, dan kafan.

c. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur
dibolehkan karena darurat (al-dlarurah al-syar'iyyah)
sebagalmana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34
tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (Tofhiz al-Jana'iz)
Dalam Keadaan Darurat,

Keempat ¢ Ketentuan Penutup
1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan jika di  kemudian hari  membutuhkan
penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya,
2, Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat
mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk
menyebarluaskan fatwa ini.
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PEDOMAN KAIFIAT SHALAT BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MEMAKAI
ALAT PELINDUNG DIRI (APD) SAAT MERAWAT DAN MENANGANI

PASIEN COVID-19
ZoalAb .
s i

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

MENGINGAT

a.

bahwa untuk kepentingan keselamatan, tenaga kesehatan
yang merawat dan menangani pasien COVID-19 harus
memakai alat pelindung diri (APD) sekali pakai selama
bekerja, sehingga sulit untuk wudhu dan tayamum saat akan
mendirikan shalat;

., bahwa pada saat yang sama tenaga kesehatan terkadang

harus menanganl pasien dalam waktu yang panjang, sehingga
sangat sulit untuk melaksanakan shalat pada waktunya;

. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang pelaksanaan

shalat bagi tenaga kesehatan yang bertugas sebagaimana pada
kondisi seperti di atas;

. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa

tentang Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang
Memakai Alat Pelindung Dirl {APD] Saat Merawat Dan
Menangani Pasien COVID-19;

. Firman Allah SWT:

S Guadll Je 236 331507 &)« spliali fpa ile piulabey g

[103 s L] Gsd55
“.Kemudian apabile kamu telah merasa aman, maka
dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa), Sesungguhnya

shalat itu adalah fardhu/wajib yang ditentukan waktunya
atas orang-erang yang beriman”. [QS. al- Nisa [4]:103)
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Seah 513 &1 b Gl Jali i J el atgil S sl

(78 elpudl] V392 W€
“Dirikaniah shalat dari sesudah matohari tergelincir sampai
gelap malam dan (dirikaniah pula shalat) subuh. Sesungguhnya

shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (QS. Al-Isra [17):
78)

(114 239a] . L2 Ga 355,080 35k BDall edly

"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepl siang (pagl dan
petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam ..." (QS
Hud [11]: 114)
J ity akagds szt sian ) adad 13) 19kl 5l iy
Gie A€ Gl okl g1 aSingfy pfastly lsRialy gabll
P [JIPC <P EX L ER TS AR PSSP ST PYE AT
\-..L:’ I;;L "-‘. l-o:;'i A |':: .pl-ic‘u‘fd' -Z--9
k550 o e oKl et A U G e pKty oKasn
16 3asldl] &) el il Ao sl Sighadt
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjokan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu
sampal dengan sikw, dan sapulah kepalamu dan (basuh)
kakimu sampal dengan kedua mata kaki, dan Jika kamu junub
maka mandilah, dan jika kamu sakit atou dalam perjalanan
ataw kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh
perempuan,  lalu  kemu  tdok  memperoleh  air, maka
bertayammumloh dengan tanoh yvang baik (bersih); sapulah
mukamu dan tanganmu dengan tanch itw. Allah tidak hendaic
menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan

menyempurnakan  nikmat-Nya  bagimu, supaya kamu
bersyukur. (QS.al-Maidah |5]: 6)

S5 Bhall adly

Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku, (QS. Thaha [20]:
14]

(185 & 5,80) . 3L &K ol Wy 5l &, i A

- Allah  menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Bagarah [2]: 185)

178 gall] .. g (on e § oS3l iz a3 .

.. dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam
agama suatu kesempitan ... (QS. al-Hajj [22]: 78)
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(16 :outaztl] . pladazi) Ll 145506

Maka  bertakwalah  kemu  kepada  Allah  menurut
kesanggupanmu ... (QS. al-Taghabun [64]: 16)

2. Hadis Rasululiah SAW, antara lain:

e ol J1 A e Uuds 0 06 N s s e
N gaad St g s Sl 2 e lag e
CEIESRTL PR ESURES S [By CRECC SR L I SPRA T JEN [PRRAPS
SOk 3] fo ASa A L plaall Jab Jdad G b AR aall
CilE G ol plib LAl Jhad o8 WS Nl Sl
Coad b Sals SARN Ca3 1] G S8G pE L el
fd Jlad el 35 gt (ne bile d adad plad sl
28 O Gus il e bils el ek plah L iad diea
Uois bils b slan Jiad (el fasd b0 Ak gagn
e Jial G ad D Gl 530 4 08 G L Gle
) 10013 83 il Sl G il Sile @l L phanlt Jiad
ad e eltald fele 13 L0300 JLad (lad a8 00D L U5
shall Sils fd iliadl ad ((had ad gl O3 gl A
hah G L S L aitall el L lead A G Vs il Gas

(el st95) A Ly

Dari Jabir bin Abdullah ra. berkata: “[ibril ‘alathissalam datang
kepada Rasulullah Saw. ketika tahari teloh condong ke
barat, in berkat: “"Wahai Muhammad, bangkitlok dan
tegakkanlah shalat!” Lalu beliou shalat Zhuhur-ketika
matahari condong ke barat-. Kemudian dia menetap hingga
tatkala bayangan sesearang sepert! aslinya. la datang pada
waktu Ashar, lantes berkata: “Wahal Muhammad, bangkitiah
dan tegakkonleh shalat!” Laiu belfou shalat Ashar. Kemudian
dia menetap. la datang lagi ketika matahari telah terbenam
dan berkata: “Bangkit dan tegaikan shalat Maghrib"! lalu
beliau shalat Maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian dia
menetap dan tatkala awan merah telah hilang, dia datang dan
berkata: “Bangkitlah dan tegakkan shalat Isya™! lLalu beliau
shalat Isya. Saat fajar terbit pada waktu pogl, fe berkata:
“Bangkitlah dan tegokkan shalat!” Lalu beliau shalat Subuh,
Kemudian besoknya ia datang lagi ketika bayangan orang
sama seperti aslinpa dan berkata: “"Wahai Muhammad,
bangkitiah dan tegakkanlah shalat!”, lalu beliau shalat Zhuhur.
Kemudian [ibril datang lagi tatkala bayangan (bhenda) seperti
dua kall lipatnya, Ja berkata; “Wahai Muhammad, tagakkanlah
shalat!” Lalu beliau shalat Ashar. Kemudian Jibril dateng lagi
untuk shalat saat matahari terbenam dan hanya satu waktw. lo
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berkata: "Wahai Muhammad, tegakkanieh shalat!” Lalu beliau
shalat Maghrib. la juga datang untuk shalat Isya ketika
sepertign malam berialy, "Wahai Muhammad, tegakkaniah
shalat!”, lalu bellau shalat Isya, Kemudian [ibril datang untuk
shalat Subub ketika sudah terang sekali, ta berkata: "Wahal
Muhammad, tegakkanlah shalat!” lalu beliau shalat Subuwh,
Lalu beliau Saw. bersabdo: "Semua woktu shalat adalah
diantara dua waktu ini." (HR. al-Nasa'i)

e azant o i acle A ool a2 538 G
PURCER RN I (SR VIR QRSP TPYEN USO8

(ghasl o15,) 55 25 {fa
Dari Abu Dzar ra, sesungguhnye Rasulullah Saw. bersabda:
“Sesungguhnya debu yang bersih adalah sebagai media bersuci
orang islam, jtka tidak menemukan air seloma sepuluh tahun,
dan jika telah menenukon oir maka hendaknya mengusap

kulitnya karenn itu merupakan hal yong baik.” (HR. al-
Tirmidzi)
e A o 0 g B s Gl G i g
SIS0 il 1393k Solis Lat ] Basg . ey Jlad . ali
(aan o)y} .. Eiglind St BDilal
Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya Abu Dzar ra.
sesungguhnya Raswlullah Saw. .. bersabda: * ... Dan dijadikan
untukky bumi inl sehagai tempat sujud dan suci, dimanapun

aku mendapati waktu shalat aku mengusap dan shalat .. ."
(HR. Ahmad)

los ade i oo it Up; e G wie il oy im0
b G lplailh o pShal Lp belEal de fSEE L ek
e ity gl S A0S G Gl MGT LS LAl

(pdoss 514)) MU"

Abu Hurairah ra. mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Apa
soja yang oku larang kamu melakukannya, hendakiah kamu
jauhi, dan apa saja yang aku perintehian kepadamu, maka
lokukanlah ut K puan  kamuw.  Sesungguhnya
kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena mereka
banyak bertanya dan tidak patuh dengan nabi-nabi mereko,”
(HR. Muslim)

32 Al Gl G cples dgle i oo- )yl O ek i 2
e S O Luad € Wl 5 6 Lad Usng
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Dari tbnu Umar ra. sesungguhnya Rasulullah Saw. bersubda:
“Sesungguhnya Allah suka untuk dikerjakan rukhsah-Nyo,
demikian juga Allah suka untuk dikerjakan perintah-Nya
(azimah).” (HR. al-Baihaqi)

St 1 5"l e W e Uyl U4 U e ol 00
(aant oly) ians 8 &l 5585 S L iady 45 &
Dari lbnu Umar ra. Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya
Allah suka untuk dilokukan rukhsah-Nya, sebogaimana Allah
membenci apabila maksiat ditakukan,” (HR. Ahmad)
Gle i e 0 U5 G 06 LG AN Gl ARG G2
S L) 58 S (el 3% Al kel GaF o) gnal G alas
{igstieall oly;) L Ll Jadl

Dari Alsyah ra. berkato: "Tidaklah Rasulullah Saw. diberf dua
pilthan melainkan beliaw akan memilih yang lebih mudah
(ringan) selama hal itu tidak mengandung dosa. Jika perkara
itu mengandung dosa, maka beliou odaluh orang yang paling
menjauhkan diri dari padanya.” (HR. al-Bukhari)

by e Bl e o il Al L (01 O el i e
J6 spdas A G Aad Spll R clally Lalis ety ke
(ol 1) sz

Dari ibnu 'Abbas, bahwa Nabi Saw. pernah melaksanakan
shalat di Madinah sebanyak tujuh dan delapan, yaitu shalat
Zhuhur, ‘Ashar, Maghrib dan lsya’" Ayyub berkato,
"Barangkali hal itu ketika pada malam itu hujan.” lbnu Abbas
berkata, "Bisa jodi." (HR. Bukhart)

A G i Gl W e il U pad 06 e il
S gk Wy oiih G g il el AL sl
olay) 2l £, 0 08 Sl b s ol o b 00 85

(aleea

Dari lbnu Abbas ra. berkata: “Rasulullah Saw. menjamak shalat
zuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya di kota Madinah
bukan karena takut (keadaan genting) atou karena hujan.
Dalam riwayat Waki’: Safd lbnu Jubalr ra. bertanya kepoda
lbnu Abbas ra, "Mengapa Rasulullah Saw, melaksanakan
seperti Itu?”. Ibnu Abbas ra. Menjawab: “supaya tidak
memberatkan umatnyd, (HR. Muslim)
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XSS TH lad Ha Splaikl qﬁ NEPSAL oe) Ak fe
ol § ataal fa oG Al e Wl e N Uyl (il
(ol o135) £ 5223 Ay I3lad 35Kall 225530

"Dari ‘Atsyah ro, bahwa dia meminfam sebuah kalung dorf
Asma’, lalu kalung itu rusak. Maka Rasulullah memerintahkan
orang-orang dari para shahobat beliau untuk mencarinya,
kemudian waktu shalat tibe, dan akhimya mereka shalat tanpa
berwudin. (HR. al-Bukhari).

O 4 W ooy aadiglie o alle G ek el Gl G2
@l ol5;) 50 ¥ 55m ¥ U8 i e W Jloe ) U3

(Sl 5 apll 2
Dari Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sindn al-Khudri Radhyallahu
anhu, Rasalulldh Saw. bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan
tidak boleh membahayakan orang lain® (HR. al-Daraquthni, al-
Baihaql, al-Hakim)

3. Qaldah Fighiyyah
eyl
“Kemudharatan harus dikilangkan®
Plall wls e p04 anldll 353

“Menolak  mafsadah  didohulukan dari  pada  mecari
kemaslahatan”.

“Kesulitan membawa kepada kemudahan®
O iy 335y sl
“Kemudharatan sedapat mungkin harus dihindarkan”
Lok, 335 5 g5aal)
“Kemudlaratan dibatasi sesuai kadarnya”.
Bl a1 13l c....,u 3La 13] 5

“Sesuatu ketika sulit, menjadi langgar, dan ketika longgar,
menjadi sulit”.
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MEMPERHATIKAN  : 1. Pendapat Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam Fath ai-Bari bi Syarhi
Shahih ai-Bukhari, Bairut-Dar al-Ma'rifah, 1379 H, juz, II, h.
24)

el lipmd Suyasdt Vi jallsy as¥1 ) 3 e Aclay aad
JU Hans 3l U5 daz ¥ ol dopdy ST Lallas dptall yanll §
Glaill o8os auSH Jladlly jaall cus cucdls Lawss Gunee 0 &
g ples vz ady Lo @ Jazuly dousdl clsesl e 2eles e
Jad @ pelee oV Sdid JU e G e Gl e Syl s
O 3pas Gol Ga Pludlly dial e lisl zyms ¥ T ol JIB 2lis
ostd pemally Jo¥1 5radly oo elie o OF elladdl Gl ok e
Aedy Jad e 3 dad ren Leger e ellalls wpills s od Lagy

e 3 dele dll ds gl ) i

Dengan berpegang dengan bunyi teks hadits ini, sejumlah
ulama besar {a'tmmah) membalehkan menjomak shalat pada
saat berdiam di rumah (tidak beperglan, pent) karena adanya
hafat secara mutlak. Akan tetapt dengan syarat hal itu tidak
dijadikan kebiasoan. Di antara mereka adalah lbnu Sirin,
Rabi‘uh, Asyhab, Ibn al-Mundzir dan al-Qaffal al-Kabir (Abu
Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail asy-Syasyi). Sedangkan al-
Khaththably meriwayatkanya dari sejumalah ahli hadits, dan
untuk mendukungnya ia berdalil dengan apa yang terjadi
menurut riwayat Imam Muslim tentang hadits ini melalui jalur
periwayatan dari Said bin Jubair ra yang bertanya kepada Ibnu
Abbas ra, ‘Kenapa Rasulullah saw melakukan hal itu? Ibnu
Abbas ra pun menjawab:; “Beliau tidak ingin memberikan
kesulitan kepada seorang pun dari umatnya”. Riwayat Imam al-
Nasa'i melaiui jalur periwayatan "‘Amr bin Haram dari Abi asy-
Sya'tsa’, "Bahwa lbnu Abbas ra. pernah shalat Zhuhur dan
Ashar di Bahsrah tanpa ada sesuatu uzur di antara keduanya,
begitu juga shalat Maghrib dan Isya tanpa ada sesuatu uzur di
antara keduanya. la melakukan hal tersebut karena sibuk”, Di
dalam riwayat int dinishatkan juga kepada Rosulullah Saw.

2. Pendapata Ibnu "Abidin dalam kitab al-Radd al-Mukhtar ‘ala
al-Durri al-Mukhtar juz 1 hal 250

walih 33 sy 31 aale § Wi 3 L8 A3 Sl W11 S 385
83 gl 38§31 G2 g 38 ol 3l L 5250 51 Sy
Seh 385 & Gand i 3l e oy oy 31 4l G iy i

Lelas|
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Jika seseorang mengira air habis dalam perjalanan, maka dia
mengulangi shalatnya, sebagaimana orang yang lupa menaruh
airnyo (di bagian leher, punggung, depan, atau belakang)
hewan tungganganya atau dia shalat dengan tanpa pakain
atau shalat dengan pakelan nojis yang dia mempunyal air
untuk mencucinye atou wudlu dengan alr nafis atau shalat
dalam keadaan berhadas, kemudia dia ingat, maka harus
mengulangi shalatnya. Ini adalah ijma’ madzhab Hanafi

3. Pendapat Imam Syafii dalam kitab al-Umm juz 1 hal. 109
Gl lall Sl L W2t 31 Soid 230 ey o 033
0 e 3 008 G B 513 31 5 51 s 31 G i e
latl 3l G ot
Seseorang yang shalat dengan pakalan najis atouw dengan
membawa  sesuatu  yang najls, maoka harus  mengulani
shalatnya, Jika seseorang shalat dengan bawa anfing, babl,

khamr, darah, bagian darl bangkal, ateu kullt bangkai yang
belum disamak, maka harus mengulangi shalatnya

4. Pendapat al-Nawawi dalam Syarah al-Nawawi ‘ala Muslim juz
4 halaman 59

e oo ClAlly Wl pie Ga O e Juds b (33053 ady Iglad)
Jlsdl 2asi P —alally el s Lo UL sday s
O dele wammy deas O e iy Gl Liglnao ! e Lmaal il
als @Sial 1308 alis g dule @i o dJgild $5all Ll $oeall uay
@ 3) LS jlad 5ol pie il Sale¥l Laly piadaril L ais 195la
¥ W Jyalls Sole¥l dule camy LB hos Gyl slaaci e lgane
J.ﬁgp-'fl o ol slaill iy e (Ss Sall dude iy
ey bl Sole¥l oy Uasme @3S el dule oy U

Mds Jgd¥ el gas ",).U wedda lhag 3ol Ly Vg BMall
(maka mereka shaiat tanpa berwudhu) Ini menjadi dalil bahwa
jika tidak ada air atau debu, maka shalat dengan kondisi yang
ada, Dalam masalah inl ada empat pendapat, yang paling kuat
menurut madzhab Syafii adalah wajlb baginya shalot dan
tadah  (mengulanginya).  Kewajiban  shalat  atasnya
berdasarkan  hadis  “kerjakaniah kewajiban semampumu”,
Adapun kewajiban 'adah karena itu adalah uzur yang jarong
yang hukumnya seperti orang yang lupa dengan meninggalkan
salah satu rukun wudhu, kemudian dia shalat. Pendapat kedua,
tidak wajib shalat, tetapi disunnahkan dan wajib gadha’, baik

telah melaksanakan shalat atou belum. Pendopat ketigo,
haram shalat karena hadas dan wajib baginya utnuk i'adah.
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Pendapat keempat. wajib shalat dan tidak wajib 'adah. Ini
adalah madzzhab al-Muzani dan pendapat ini adalah paling
kuat.

5. Pendapat al-Nawawi dalam al-Majmu’ juz 3 hal. 155:
45 Lada Vs (lal 5l e 2 o puya & Lol i 135
LI * b el &) Lo ¥ U Rl ) 66 Ll ga
w@,&&lkbhlai&mleiy)aql;‘»
Lol ALy Syl 313 " atdaiinl G La 1430 ey p&5a1 1315

Apabilo seseorang ditohan di tempat yang nafis, maka wajib
atasnya shalat (pada tempat tersebut). Ini adalah pendapat
madzhat Syafii dan pendapat semua wlama kecuall Abu
Hanifah yang mengatokan tidak wajib shalat pada tempat
tersebut. Dalilnya adalah riwayat Abu Hurairah ra. bahwa Nabi
Saw. bersabda: “Jika sayo menyuruh kamu melaksanakan
sesuatu maka laksakaniah semampu kamu® (HR. Al-Bukhari
dan Muslim), dan juga giyas atas shalatnya orang sakit yang
tidak mampu melaksanakan shalat secara sempurna.

6. Pendapat al-Nawawi dalam al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab
Juz 2 hal, 210:

Ayl s A Gl pgaalt G Lol Yad spss o (S>3
2,50 ol IgllBy Jpall 1is laanis g2usllly sels gf SCly cnaSUls
Glxisl alys e 598 LT Gl ald SIGYI Liag muudll § asLall
il § drge o 15ls Jpude e i pally aplidy il
br g pe Lagtd OIS ol Jual! Lias Rdlin dia daen 4l S o
Al palls J) AW gay JJU 3 a2l o lxeW) wic

Aagall
Abu Tsaur dan lainya meriwayatkon qaul qadim Imam Sayfii
(tentang tayamum), bahwa cukup dengan mengusap muka dan
dua telapak tangan. Abu Hamid, al-Mawardi, dan yang lainnya
mengingkari pendapat Ini. Tetapl pengingkaran itu tidak
benar, karena Abu Tsaur adalah sohabat (murid} dekat Imam
Syafit dan tokoh madzhab Syafii. Kalaupun dalam qaul qadim
itu tidak ada, sangat dimungkinkan Abu Tsaur mendengar

langsung pendapat tersebut dari Imam Syafii dan pendapat ini
adalah pendapat yang kuat dan lebih dekat pada sunnah.
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7. Pendapat Abu Bakar al-Hishni dalam Kifayatu al-Akhyar hal
58:

wole <l uo ! Updy 4 ginly Jadd (adSI ey wyid Jod Js
) s s @ 10K by Jed ol el L) lead @l
389 (43 4 jally el o Jlodll s o asly &ya
Shatd¥l maall 3 ol Ble wiy Gl oly) memee Syas
NVCRIPAP [RUPS TR [ SN P PPORIESS ESMp T L3 9 P
codly Sl 3 sl @l il 28 8 JUby a0l sylisly clilay

el dly dagmaall Bl alls J)

Dalam qaul! gadim Imam Sayfii berpendapat: bahwa tayamum
adalah cukup dengan mengusap kedua telapak tangan (tidak
sampai siku). Beliau berhujjah dengan hadis riwayat Ammar
“Sesungguhnya cukup -Nabi Saw. sambil mempraktekkan
dengan kedua tangannya- kemudian menyentuhkon tangannya
pada tanoh sekall sentuh, lalu mengusap telapak kanan dengan
telapak kirt dam punggung telapak tangan, serta wajah”. Ini
adalah hadis sahih yang diriwayatkan al-Bukhari dan Musiim,
Imam Syafii telah memberikan komentar bahwa hadis Ammar
adalah shahih, Serta ini adalah pendapat Imam Ahmad dan
Imam Malik. Imam Nowawi berpendapat dalam ai-Majmu’: “ini
adalah pendapat yang paling kuat tersebut dari Imam Syafii
dan pendapat inl adalah pendapat yang kuat dan paling dekat
dengan sunnah, wallohu alam”.

8. Pendapat al-Nawawi dalam al-Majmu’ juz 3 hal. 143:
o Getall BT 0585 5 il U3 V) g ] G bl aaldia §
cllle 15y 538 ol 06 @ wile B3l Y5 Bl e 4 Gada
s ol U Jendh b lad Jan] U5 i ¥ b sy 31y
Al 35te) s Ly L2 (s b i 212 0

Banyuk pendapat tentang masalah seseorang yong tidak
mendapatkan baju kecuali yang najis. Telah kami sebutian
bahwa yang shahih dalom madzhab kami adaleh dia
meloksanakan shalat dengon keadaan telanjong dan tidak
wafib (‘adah. Inl adaloh sependapat dengan Abu Tsour.
Sedangkan imam Mallk dan al-Muzant berpendapat bahwa dia
shalat dengan menggunakon  bojunya dan tidak l'adah.
Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwe dia shalat
dengan memakal baju tersebut dan 'adah. Sedangkan Imam
Abu Hanifah berpendapat bahwa dia memilih antar shalat
dengan baju tersebut atau shalat dengan telanjang dan tidak
l'adah dalam kedua pilihan tersebut.
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9. Pendapat al-Nawawi dalam kitab Reudhotu al-Tholibin, juz 1
halaman 121 tentang konsep Uzur shalat

RE53 aa Lad gl ¥ R8) JLNE pals fid pladad Salh Ll
FTTEA[RPCEN PRPY: (R TG4 [ L SR WEEE | PN
R RPTI JP AR RV B S FOANONES | Tai> 133 ikl JBRLG
Camsd 4aa 355 Lad s 36 oF 335 00 daa §55 R3S s
Dedl 4y LG Vi Ll g A 56 e dade U353 Laladdl

il Lpd 35 s iy il Lyl gl
“Adapun {uzur) yang langka, maka ia ada dua macam.
Pertama, yang umumnya terus-menerus. Kedua yang tidak
terus-menerus. Uzur yong terus-menerus itw menyebabkan
tidak wafib meng-qadha’ seperti istihadhah, alr kemih selalu
menetes, selalu keluar mazi, terluka dengan darah mengalir,
kengser/turun peranakan, dan terus berhadas. Dengan tidak
dibedakan apakah ada badal (pengganti) ataupun tidok.
Sedangkan uzur yang tidak terus-menerus ada dua macam.
Pertama, yang disertai badal. Kedua, yang tidak disertei badal.
Uzur yang tidak disertai badal mengharuskan qadha, seperti
orang yang tidak menemukan air maupun tanah, Ada beberapa

pendapat terkait kondisl ini. Yang terkuat adalah wajib shaiat
sesual dengan kondisinya dan wafib meng-qadha.”

10, Ungkapan Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni juz 1 halaman
184 tentang fagid ol-thahurain:

AR U35 1k s i e e JU U pue G (el
ki 1 ks G et ¥ sty sy Akas o U
U0 st plend ety S8 b itadh laand ¥ Sate Y

Sl G 5K G5, add ll aie B3 Oy alsdE LB
e il G013 i S8 LalsT i lalel Gk 385
dals Al s

Pasal: Jika tidak mungkin untuk bersuci (karena tidok ada air
dan debu atau tidak memungkinkan untuk menggunakannya),
maka sesearang shalat seperti kondisi tersebut. Ini adalah
pendapat  al-Syafil.  Abu  Hanifah, ol-Tsauri al-Auza'l
berpendapat: “Shalat tidak diloksanakan saompal keodoan
memungkinkan untuk melaksanakannya, kemudian dia meng-
gadhanya, karena shalat adalah jenis ibadah yang tidak
menggugurkan kewajiban qadha, seperti ibadah puase
ramadhan bagi wanita yang haid, sehingga puasa itu menjadi
tidak wajib baginya”. Menurut Imam Malik “Orang tersebut
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tidak wajib shalat dan tidak mengqadha, karena tidak mampu
untuk bersuci sehingga tidek wajib shalat seperti wanita yang
haid”. Ibn Abd al-Barr: “Ini informasi yang tidak benar
bersumber dari Imam Malik", Ibn Abd al-Barr menyebutkan,
infarmasi dari murid-murid Imam Malik, ada dua pendapat
Imam malik; satu di antaranya sama dengan pendapt Imam
Abu Hanifoh, Sedongkan pendapatnya yang kedua, orang
tersebut shalat sebagaimana adanya sejo, dan kemudian
melakukan i'adah.

- ks e A Jio - 20 Gl n amanie ® § ALl 35 s L
Ay yliad Boltan Siiasd Adte 1@l v il Ll s
Gl AT 0 A5 19585 - i wle A i - 001 1356 1pgtad
edpal Y 05 - ali gle AN o - G 3 Ry el
ok 5345 A8 oy S5k 385 110 0 8 e 01
i e 13 ke i 135 A kit SANE e e
i) @ Blal B3 3k & o 3ol e s s
Ly 30D A pulhn Lalda hy S ale 31y Lot

AR e 3 s G L aal

Menurut lbnu Qudamah berpedoman kepada hadis Muslim,
bahwa Nabi Saw. menugaskan beberapa shahabat untuk
mencari kalung yang ditinggalkan Aisyah ro.; saat waktu shalat
tiba mereka shalat tanpa wudhu. Kemudian mereka
menceritakan hal tersebut kepada Nabi Saw., maka turuniah
ayat tentang tayammum dan nabi Saw. tidak menyalahkan
mereka, serta tidek memerintahkan untuk i'adah al-shalat
(mengulangi shalat)", Ini menunjukkan bahwa i'adah al-shalat
tidak wajib, karena thahareh adaloh syarat sah shalat seperti
menutup aurat dan menghadap kiblat. Jika hadis ini shahih,
maka faqid al-thahurah melaksakan shalat  sebagaimana
keadaannya, dan walupun nanti menemuken dan atou
memungkinkan untuk wudhu dan atau tayammum tidak wajib
atasnya untuk mengulangi shalatnya. Inil adalah salah satu dari
dua pendapat mazhab Syaofii. Pendapat madzhab al-Syafii
vang kedua, tetap wojth fadah. Alasaannya, karena syarat sah
shalatnya tidak terpenuhi; sama halnya dengan orang yang
shalat dalam keadaan bernajis

11, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-
19.

12, Penjelasan Prof. Dr. Budi Sampurno (Guru Besar Fakultas
Kedokteran Unliversitas Indonesia dan Prof. drh. Wiku
Adisasmito (Ketua Tim Pakar Satgas COVID-19) pada tanggal
24 Maret 2020 yang menyatakan di antaranya:
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a. Virus Corona menyerang sistem pernapasan. Penyakit
karena infeksi virus int disebut COVID-19, Virus Corona
bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan,
pneumonia hingga ARDS (acute respiratory distress
syndrome), sampai kematian.

b. Penyebaran COVID-19 melalul percikan kecil yang keluar
dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus
bersin atau batuk, Tetesan ltu kemudian mendarat di
benda atau permukaan, yang bila disentuh  orang sehat
malka virus dapat menempel di tangannya. Lalu bila orang
sehat ini menyentuh mata, hidung atau mulut mereka
sendiri dapat tertular penyakit Virus corona juga bisa
menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat
ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona, Pada
pasien yang sedang dilakukan tindakan medis, kadang juga
dapat menimbulkan aerosol (percikan halus) yang dapat
menular seperti pada penularan airborne,

¢. Virus corona bisa bertahan pada benda mati sampai
kurang lebih 14 jam (bervariasi bergantung kepada jenis
bendanya).

d, Oleh karena itu tenaga kesehatan saat menanganl pasien
yang terpapar COVID-19 harus memakai alat pelindung
diri (APD).

e, APD merupakan Jenis alat pelindung yang terdiri dari
beberapa jenis "pakaian”, yaltu topl, kacamata (google),
masker, pakalan penutup menyeluruh (coverall), tutup
sepaty, dan sarung tangan. Pakaian tsb sekali pakai,
karenanya Jika dilepas maka sudah tidak boleh digunakan
kemball, Tenaga kesehatan bisa menggunakannya selama
dia bertugas sesual shift kerja yang ditentukan, bisa 8 jam,
ada juga yang 4 sampal 6 jam, Harganya cukup mahal, dan
stoknya terbatas. Apabila tenaga kesehatan yang sedang
bertugas hendak ke tollet misalnya, maka usai buang air,
maka APD harus dilepas dan diganti barw. Pada umumnya
diharapkan petugas hanya memakai satu set APD selama
shift, kecuali sarung tangan yang dapat berganti dimana
perlu, Shalat dilakukan pada saat gantl shift atau saat ganti
APD karena sesuatu hal, termasuk ke toilet, Kadang kala,
saat pekerfaan sedang tidak dapat dihentikan, maka
petugas harus sholat kapan dia senggang dan tanpa
membuka APD, Pada keadaan tersebut tidak mungkin
berwudlu,

13, Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam
Sidang Komisi Fatwa yang berakhir pada tanggal 26 Maret
2020.
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Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PEDOMAN KAIFIAT SHALAT BAGI TENAGA
KESEHATAN YANG MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI
(APD) SAAT MERAWAT DAN MENANGANI PASIEN COVID-19

Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalul pendidikan di bidang kesehatan yang
untuk jenis tertentu memerlukan  kKewenangan untuk
melakukan upaya keschatan,

. APD adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga

kesehatan untuk melindungi diri ketika merawat dan
menangani pasien Covid-19, menutupi seluruh tubub dan
sekall pakai serta harus dipakal saat menjalankan tugas,

Kedua : Ketentuan Hukum

L

Tenaga kesehatan muslim yang bertugas merawat pasien
COVID-19 dengan memakal APD tetap wajib melaksanakan
shalat fardhu dengan berbagal kondisinya sesual dengan
kemampuannya.

Dalam kondisi ketika jam kerjanya sudah selesal atau sebelum
mulai kerja ia masih mendapati waktu shalat, maka wajib
melaksanakan shalat fardlu sebagaimana mestinya.

Dalam kondisi ia bertugas mulai sebelum masuk waktu zhuhur
atau maghrib dan berakhir masih berada di waktu shalat ashar
atau Isya’ maka ta boleh melaksanakan shalat dengan jama’
ta'khir,

Dalam kondisi la bertugas mulai saat waktu zhuhur atau
maghrib dan diperkirakan tidak dapat melaksanakan shalat
ashar atau isya maka ia boleh melaksanakan shalat dengan
jama' tagqdim.

Dalam kondisi ketika Jam kerjanya berada dalam rentang
waktu dua shalat yang bisa dijamak (zhuhur dan ashar serta
maghrib dan isya’), maka ia bolch melaksanakan shalat dengan
jama’,

Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang
waktu shalat dan ia memiliki wudlu maka ia boleh
melaksanakan shalat dalam waktu yang ditentukan meski
dengan tetap memakai APD yang ada.

Dalam kondlist sulit berwudlu, maka ia bertayamum kemudian
melaksanakan shalat

Dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci {wudlu atau
tayamum} maka ia tetap melaksanakan shalat dengan kondisi
vang ada (fagid al-thahurain} dan tidak wajib mengulangi
shalatnya ('adatu al-shalah).
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Ketua

9. Dalam kondisi APD yang dipakai terkena najis, dan tidak
memungkinkan untuk dilepas atau disucikan maka ia
melaksanakan shalat boleh dalam kondisl tidak suct dan wajib
mengulangi shalat (Fadatu al-shalah) usal bertugas.

10, Penanggung jawab bidang kesehatan wajib mengatur shift bagi
tenaga  kesehatan  muslim  yang  bertugas  dengan
mempertimbangkan waktu shalat agar dapat menjalankan
kewajiban ibadah dan menjaga keselamatan diri.

11.Tenaga kesehatan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman
untuk melaksanakan shalat dengan tetap memperhatikan
aspek keselamatan diri.

Rekomendasi

1. Pemerintah agar menjadikan fatwa ini sebagai bagian panduan
dalam penetapan panduan kerja bagi tenaga kesehatan Covid
19.

2. Pemerintah harus memberikan kesempatan bagi tenaga
kesehatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinanya.

Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan jika di  kemudian hari  membutuhkan
penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan plhak-pthak yang memerlukan dapat
mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk
menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di  : Jakarta

Padatanggal  : 1Sya'ban 1441 H
26 Maret 2020 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA
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Jalan Proki,
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FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 23 Tahun 2020
Tentang

PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK

PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

MENGINGAT

a, bahwa zakat merupakan jenis ibadah mahdlah sebagal rukun
islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan
syariat Islam;

b. bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap keschatan
saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi
kehidupan lain;

c. bahwa dalam rangka menghadapl wabah COVID-19 dan
dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna
penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, demikian juga
harta infak dan shadagah;

d. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum
pemanfaatan  harta  zakat, infak dan shadagah untuk
penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya;

e. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu
menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan
shadagah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan
dampaknya sebagai pedoman.

1. Firman Allah SWT:
(103 :30421) ... ke 2853 adiphai Lico pllaal (s

Ambiilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

3 pesth Aalpalls Lele Calaally oSl (GAAL Sdacall 1)
el ATl (54 s b Lol 35 T i 35 CraphdTy LT
[60 4] s>

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk erang-orang fakir,
orang-arang miskin, pengurus-pengurus zokat, para mu'ailaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang
dalom perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah
[9): 60)
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T o 80 b L 18 Lo il e il Tyt TG
(267 3ya) ...
Hai orang yang beriman! Nafkahkanloh sebagian dari hasil

usahamu yang baik-baik dan sebagion dari apa yang Kami
keluarkan darl bumi untuk kamu ...". (QS. al-Bagarah [2): 267)

(219:3,a1) ... 3l U5 5adal) 13l 2lliis
Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan.
Katakanlah: "Yang lebih dari keperiuan”. (QS. al-Bagarah [2]: 219)

(2:5.00Lad1) ws3ailla W1 e 1933kads
Dan bertolong-tolongantah kalian dalam melakukan kebaikan dan
tagwa. (QS. al-Maidah [5): 2)

Al 2 (ndlally AT cnelaiTy oialTy shadT § Spdas] il
1134 5 pae Ji] intanidl Sumi 4y
(vaitu) arang-orang yang menafkahkan {hartanya), baik di waktu
lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan
amarahnya dan memaafkan (kesalahan} orang. Alloh menyukai
orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. al-Imran [3]:134)

2. Hadis Rasulullah SAW., antara lain:

a. Hadis nabi Saw. yang menegaskan tentang kewajiban zakat
bagi umat Islam yang memenuhi syarat;

L iy e o ey 5 st A (o3 el il 55
Jal ppd e padi GO U paddl e e Wl (p) 13lad 2
S il Al 15352 1300 a1 3le 4] pbgle 35 Lo 3l (8005 s
i 1Tl 1300 Al s § Slplen i gl iy L3
Le tazllol 1308 atydd e 3533 pdlpal o 365 pole Gapd &

((gabonadt ok g, gl Jiaal € Gl e i
Dari Ibnu ‘Abbas ra. bahwa ketika Nabi Saw. mengutus Mu'adz
ra. ke negeri Yoman, Beliau berkata,: "Kamu akan mendatang!
Ahlul  Kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu
da'wahkan kepoda mereke adolah mengajok mereka untuk
menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka
beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan
mereka untuk melokukan shalat lima waktu sehari semalam.
Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukaniah
bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari
harta mereka yang akon diberikan kepada orang-orang faqir
dari kalongan merveka. Jika mereka teloh menaatinge, make

ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah
kesucian harta manusia”. (HR. al-Bukhari)
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)iy e Al o it Ul JU U s a1 o, s 52
Ol i o 5301538 eyl  rvediadl st e nyd
A 5y Wi paRll fiiag Ua 193k Nkl 130 9] SHakl) gl
o) " Gle pidady ik Ules WL pa: ppalns
(Stakadt
Dari Ali ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya
Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang
kaya atas harta mereka yong mencukupi kebutuhan orang-
orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjodi keloparan dan
orang tidek memakal pakaian (sama sekali) kecuall karera
orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketohulloh! Sesungguhnya
Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya
yang tidok berzakat] dan akan menyiksa mereka dengan siksaan
yang pedih”. (HR. al-Thabarani)
b, Hadis Nabi Saw. yang memerintahkan bersegera menunalkan

sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda
pembayarannya;
e e A i (g1 J) Uy 1006 e A 3 5305 e
Sl Fidad 51700 963 ekl Aalall i el Ol | 0ES
bl Cuhly 13] o (S (ol 31001 o et fama
(bl o 5;) "oHAT 6 135 138 (MAs3 138 (MAd s
Dari Abu Hurairah berkata: “Seorang lelaki mendatangi
Rasulullah Saw. sembari bertanya, "Wahai Rasulullah, shadaqah
apa yang paling besar pahalanya?  Bellau menjaowab:
“Bersedekahlah  selama  kamu masih  sehat, (walaupun)
keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi
orang kaya. Dan jenganloh kamu menunda-nunda membayar
shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan;

kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang
loin] sekian, sedangkan si fulan telah mampu”. (HR, al-Bukhari)

Hadis Nabi Saw. yang membolehkan penyegeraan
pengeluaran zakat sebelum waktunya;
o iy e At oo (o0t Jlion Gttt S ullls l 3 e 52
315 4ple o alay) w23 § A Gadod Jad O U aadiis Jod
(33l
Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang
penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau
mengizinkannya. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)
18)S1" i il 41 oo allt g UG 00 ol 1 i e (2
(Flalt o 5) "atlaii; ¥ 2301 16 2 lall,
Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

“Bersegeralah membayar zakat, sebab bola’ bencana tidak akan
melangkahinpa®. (HR. al-Thabarani)

n
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d. Hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang distribusi zakat
dalam kondisi tertentu;

Gle At o 4l Jgliy JU B Gukdl mat i G2
Siea 31 Gale Jalad sicaid V) o i dall i " sl
ol 3l ey LA S350 51 ) ke s2A ke aile Gl

(et 51 9) "l Juaie 3506 51

Dirtwayatkan dart Abt Sa'id al-Khudri ra fa berkata: Rasululiah
Saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada
orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang
berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja {'amil) mengurus
zakat, kepada yong punya hutang, kepada orang yang membeli
zakatnye dengan hartanya, atau kepada erang yang punya
tetangge miskin lantas le bersedekah atas arang miskin tersebut
kemudian st miskin memberi hadiah st kaya. (HR. Al-Baihaql)

3. Qaidah fighiyyah
Aol dogia eyl e pladl ciias
“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus

mengikuti kemasiahatan”.

ool a5 il
“Hukum sarona adalah mengikuti hukum capaeian yang akan
dituju”.

Tealzid 4 ¥ L3l pn Y L
“Sesuatu  kewajiban yang hanya bisa diwufudikan  dengan
melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya
menjadi wajib".

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam al-Nawaw! dalam kitab e/-Mafmu’juz 6 hal. 228 yang
menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim, sebagal
berikut:

o Vi JLadt $6755 plaill 35 i 36 31 S5S3I1 (e ok 485 Semidly
JY QU3 55 485 {3 1 6T G Zuaadi i 41 0 Bide 43 SIS
s gais Ot 3k (k3 R 3 La 3 pladll 385§ 154515 Al

SLA ks Sykan 1538 agl J13agd 35349 s oo
Menurut madzhab Syafii zakat tidak boieh diserahkan kepada non
muslim. Ibnu Mundzir berkata; “Ulama telah bersepakat buhwa zakat
mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmy. Adapun zakat fitrah
wlama' berbeda pendapat; imam Abu Hanifah, ‘Amr bin Maimun,

Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadzani membolehkan zakat firah
untuk diserahkan kepada pendeta”
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2. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mubgni juz 2 hal. 487
yang juga menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim
sebagai berikut :

365 51§ Uols wladt Jal o ki ¥ (hplaat oy . 360 95) 08 :40La
Gy e Badnd o [ a5t 530 UG L atyaad ¥ (0 ko J13adt
G 11565 e ¥ 24201 3l

(Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kemi tidak melthat ada
perbedaan bendapat antura ulama bahwa zakat mal tidak boleh
dibagikan kepada non mustim dan budak. 1bnu Mundzir berpendapat

“Hohwa wleama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh
diberikan kepada kafir dzimmy walau sedikit”.

3. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi
al-Minhaj (6/161-162) yang menerangkan pendistribusian harta
zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta
dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya,
sebagai berikut:

LS 531 ¥ Wy Lt Lain I il 0 5 (CrSualy 01 Jnal)
3 bosaiall el sadi L S (asdl 25s (€ 5630 51800 (3
N e 1 (it it SGLAS) Lain T Jand (el i) 391
g iy S el e 35 565 G (2003 ) (b ¥ 30

Al il 29 3] - Jad Al da - S0t a4y B
(Bagian Orang fakir dan miskin), Bila keduanya tidak mampu untuk
bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat
sekiranya mencukupi kebutuhan satu takun, karena berulang-
ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling
kuat sebagaimana tercantum dalam kitab al-Umm. Sedangkan
pendapat jumhur ulama edalah diberikan kepada mereka sekiranya
mencukupi kebutuhan sampai peda batas rata-rata umur hidup
manusia, karena tujuanaye adalah mencukupi kebutuhan hidupnya
dan itu adalah satu-satunya caro, Kalau umurnya melebihi standar

umumnya manusia, maka okan diberi setiap tahun seukuran
kebutuhan hidupnya selama setahun.

Gl i A1l it Lol 350 LS A0 405 B Ui 50 il

ol 330 lerely WLE &y ) 40 Ja ey it B3l 288
Jika dia mempunyai kompetensi kerfa, moka diberikan kepadanya
uang untuk membelt alat, meskipun harganya mahal. Atau jika dia

pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal berdagang dan
besaarannya disesuaikan dengan adat yang beriaku di daerahnya.
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LIS 5t 391 o 03l el s (801 2 o 581 s 30y
i 4 s sastad asl ke Bty ik W 513 4 Jazl Jadd Gian;
Jika dia mempunyai multi kompetensi kerja, maka diberikan dana
untuk membeli alat atau modal kerja. fika salah satu bagian itu
melebihi dari kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanyo
sebagian saja. fika satu bagian kurang mencukupi, maka perilu
diberikan tambahan yang bisa diberikan aset seperti properti atau
kebun yang pemasukannya dapat mencukupi kebutuhannya.

k) 3l s i) sl 205 (el ¥ o el 315401 ol
» Ve & .. 2% 2o ";.- T 43y Ah4 - @ 1s Lo
ELad SN (o2 4y giady (alidia Hliz) (4 gAnid) ds5 4uis b Sl

“e Lely
Dan tidakiah dimaksudkan di sini -orang yang tidok dapat bekerjo-~
diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapt dia diberi
dana di mane te mampu membeli aset properti atau kebun yang

pemasukannya dapat digunekan untuk mencukupl kebutuhannya,
sehingga fa tidak lagi menjadi mustahlq zakat, serta bisa diwariskan,

4. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab “Tafsir al-Maraghi” |ilid IV
halaman 145:
Syally aisha ailinya Jf eoall Buplall 3 &l utans (4l Juie §3)
Jebae 31 Jan &l Sasi Ll e Gads aleandd Gplagtyally 35401 &
3l by Gpall S5 Ga bl a5eh fuas 25§ US|
U3 gy bl 5)las s Lgaally
Sabililiah falah jalan yang menuju kepada ridha Allak dan meraih
pahala-Nya. Yang dimaksud ‘sabililloh' iolah orong-orang yang
berperang dan yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa
Imam Ahmad ra. memasukkan hafl dalam arti sabililloh, juga sequlo

ha ke arah kebalkan, sepertl mengkafani mayat, membangun
Jembatan dan benteng, memakmurkan masfid dan lain sebagainya®,

5. Pendapat Imam al-Razl dalam kitab "al-Tafsir al-Kabir" Jilid 16
halaman 87:

Al 8 e jiadll L gd ¥ alll Juase 32l § Jadlit jalls ) plety
i el ) sl g 56 s padin § JUAH U Gaalt 1 3gte
Bless Gyl oy G3all (S5 Ha A1 a53) pear ) Sl

G e ,33‘5.‘:53 S sl
Ketahuilah bahwa “fii sabililiah" secara zhahir tidak terbatas pode

bala tentara. Atas pemahaman ini Imam al-Qaffal menukil pandangan
sebagian fugaha dalom tofsirnya bahwa mereka membolehkan
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penyaluran zakat ke seluruh jolan kebaikan mulai dart pengkafanan
Janazah, membangun benteng dan memakmurkan masjid. Hal ini
karena firman Allah "Wa fil Sabilillah” bersifat umum.

6. Pendapat Imam al-Nawawl dalam kitab al-Majmu’ (6/126-127)
tentang bolehnya memabayar zakat fithrah sebelum waktu wajib:

—ilaa) 5,55 Ll i Sl Lirgng (1 lail] 35 e Sy Lol JUS
Syally a4 gl ) (emially) 4gl B8 Jualll 3 4y

A Sy ¥ Sty poa S
Ulama Syafi'lyvah  berpendapat  bahwa menyegerakan untuk
membayar zakat fithrah sebelum waktu wafib adalah  boleh,
sebagaimana disebutkan oleh mushonnif bohwa ada tiga pendapat

dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fithrah
mulai dart awael Ramadan dan tidak boleh sebelum masuk Romadan,

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat
tanggal 26 fanuari 1982

8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana
Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2
Februari 1982;

9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian
Zakata Beasiswa

10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan;

11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MU1/2015
tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk
Pembangunan Sarana Air Bersth dan Sanitasi Bagi Masyarakat;

12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04
tahun 2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan
Disinfektan, Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD)
dalam Situasi Wabah COVID-19;

13. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang

Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April
2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN  :  FATWA TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN

SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN
DAMPAKNYA

Pertama :  Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, Infak, dan
shadagah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut
secara tepat oleh penerima.
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2. Hawalan al-haul adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta
tertentu sebagai syarat wajib zakat.,

3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala
ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19,
merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka
lematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar
wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan
umat Islam yang terdampak COVID-19.

4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan
dari harta zakat, infak, dan shadagah yang berada di dalam
pengelolaan pengelola/amil yang manfaatnya diperuntukkan
bagl penerima.

Kedua :  Ketentuan Hukum

1. Pemanfaatan harta zakat untuk peranggulangan wabah COVID-
19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith sebagai
berikut:

a, Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat,
vaity muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang
terlilit hutang, rigab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah;

2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk
uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan,
modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan
mustahig;

3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara
lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin
vang terdampak wabah.

b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum,
dengan ketentuan sebagai berikut:

1) penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fi sabililiah

2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan
bagl kemaslahatan wmum, khususnya kemaslahatan
mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri,
disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan
yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam
penanggulangan wabah.

2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (ta’il al-
zakah) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (Hawalan al-
haul), apabila telah mencapai nishab.

3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal
Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri,

4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya
yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh
melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Ketiga + Rekomendasi

1. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya
untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya dengan
melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan
kemaslahatan masyarakat.
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2. Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui
badan/lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya
nyata.

3. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa inl sebagal
pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan
tosharruf khususnya untuk kemaslahatan mustohiq yang
terdampak COVID-19.

4. Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk
segera menunaikan kewajiban zakatnya agar para mustahiq yang
terdampak COVID-19 dapat memperoleh haknya.

Keempat : Ketentuan Penutup
1. Fatwa Inl mulal berfaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,
akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2, Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat

mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk
menyebarluaskan fatwa ini.
Ditetapkan di  : Jakarta
Pada tanggal  : 22 Syahan 1441 H
16 April 2020 M
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA
Ketua Sekretaris

K n

PROF, DR. H. HASANUDDIN AF

Wakil Ketua

/'

KH HYIDDIN JUNAEDI, MA
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T

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 02 Tahun 2021
Tentang
PRODUK VAKSIN COVID-19

DARI SINOVAC LIFE SCIENCES CO. LTD. CHINA DAN PT. BIO FARMA (Persero)

Menimbang

Mengingat

. bahwa wabah Covid-19 masih menjadi ancaman kesehatan, dan di

antara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah
tersebut adalah melalul vaksinasi;

. bahwa produk obat dan vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat

Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;

bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUl menetapkan
fatwa tentang kehalalan bagi setiap produk yang telah memenuhi
syarat;

. bahwa ada permohonan sertifikasi halal dari PT. Blo Farma

[Persero) terhadap produk vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh
Sinovac Life Sciences Co, Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero);

. bahwa untuk kepentingan tersebut, Komisi Fatwa MUI bersama

LPPOM MUI melakukan audit yang hasil auditnya dilaporkan
dalam rapat Komisl Fatwa MUl untuk ditetapkan status
hukumnya;

bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa
tentang produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd,
China dan PT. Bio Farma (Persero) sebagai pedoman bagl
pemerintah, umat Isiam dan  pihak-pibak  lain  yang
memeriukannya,

. Firman Allah SWT, antara lain:

Sladat b il Abl o Jal Ly st pidy aldly 2l e ps W)

i) Sk 01 5 il ad W Lo V3 F LA
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut
(nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapae dalam keadaan
terpaksa (memaokannya) sedang o tidak menginginkannya dan
tidak (pula) melampul batas, maka tidek ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagl Maha Penyayang”. {QS.
Al-Bagarah [2]: 173).
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dukilly o <ot AR Jal g s iy ply A1 i Sasn
e b Ly aliS3 L) A 051 G dadality sl Bl

walll
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, daroh, daging babi,
(daging hewan) yang disembeith atas nama selain Allah, yong
tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang
diterkam  binatang buas, kecuali yang sempat kamu
menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang
disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

s 5 4iza 5 61 ) b el e Wiy ) sl o § a5 13
3513&!_-,33;0@;;3,1&;.;355.@._,3}3#}@@;!3\ Gyt

e Sphk 28 518 e Yy B
“Katakanieh Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan
kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak
memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkal, darak yang
mengalir, atau daging babl, karena susungguhnya semua itu kotor,
atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah, Barang
slapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedany la tidak
menginginkannya dan tidok (pula) melampaul batas, maka

sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS.
Al-An'am [6]): 145)

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:
Bl o ly o3 Ak d1gs W puay W Gl g fd e e bl S1a 13315
(i ol @abad (oe 33315 94l 818)
“Berobatiah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali

membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)". (HR.
Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

313) phes 1331065 Wy 139053 $133 o153 8 (e a3l 4100 31 it )
(ehayudt 91 e 33913 94
“Allah telah menurunian penyakit dan obat, serta menjadikan obat

bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganiah berobat
dengan benda yang haram.” (HR. Abu Daud dari Abu Darda).”

(53002 21 e (gl 8135) Sat & 5l o) 13 o) S
“Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula)
obatnya.” (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).
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JUid S0Lad pad § Sy 5 o2 iy dile <l oo <t Jpdes ik
35) 590 b Lila 8 51 (A 195 Ll Laj Lag i als 56 5|

(52 Yl ot el
“Rasululluh SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju.
Beliau SAW menjawab: "Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus
itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun

Jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya® (HR. Ahmad
dan Abu Hurairah).

33915 sl o13y) e o Jadd 33 Lail dang o il 21 56 13
Liss Gl danimy ke i il il o dale Galy Sladlly ailly

(Bl St sty
“jika air berjumlah dua kulah, maka tidak mengandung
kotoran/najis.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasai, Ibnu Majah

dari Abdullah Ibnu Umar, Hadis ini dianggap shahih oleh Ibnu
Huzaimah, al-Hakim, dan Ibnu Hibban).

G ale) aisly daale dmy o Sl V) ek i Yl )
(et el ol e o
“Sesungguhnya air tidak ada sesuatu yang menejiskannya, kecuali

Jika berubah bau, rusa dan warnanya”. (HR. lbnu Majah dari Abi
Umamah al-Bahili}.

3. Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:

15 e

"Kemudaratan harus dikilangkan”.
Wl ol oalll 30
"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah  untui

melaksanakan sarananyo”

Loty 3id 4 ¥) Saladl QY L
“Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah waojib
menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib”,

il e J3l gl
"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

ALl jpall ad ol Selid! fpsall Yaad)
"Memikul/menanggung  kemadharatan  yang  tertentu  demi
mencegah (timbulnya) kemodharatan yang merata”
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Memperhatikan:

Fatwa tentangVaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co, Ltd. China

dan PT. Bio Farma {Persero}| 4

1. Pendapat para ulama, antara lain ;

a. Pendapat Imam al-Zuhri dalam kitab Syarah Shahih al-

Bukkahri karya Ibnu Baththal (Maktabah Syamilah, 6/70) yang
menegaskan ketidakbolehan berobat dengan barang najis:

D JU Gady Y U6 3080 i i Sk U ¥ [pa301 U5
st R b e Y| s %4 [ 2 gos v b2 o Iy Fgo®
RPESPA PAURN USRI BYCORICE |F 1Y QXA R [PX < F PR J9 (PN
Ae pyo Lasd pSilas

“Imam Zuhri berkata: “Tidak halal meminum air seni manusia
karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adaolah najis;
Allah berfirman: ‘..Dihalalkan bagimu yang baik-baik {suci)..'
(QS. Al-Matdah|5): 5). Pan Ibnu Mas'ud (w 32 H) berkata

tentang sakar (minuman keras), Allah tidok menjodikan obatmu
pada sesuatu yang dikaramkan atasmu”.

. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-

Muhtaj juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi
dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai
berikut:

Ui a1 Ao Lt 533 5 Ll Flo g 4 (5i59)
2 w4l Syl ¥ ¢ iyl jad 5 S W adodis

b e
. Dan (barang nefls berikutnya adalah) babi, karena kondisinya
lebih buruk dari anjing. Hal int karena tidak diperbolehkan
memanfaatkan babl dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar)
seketika itu meski dapat dimanfaatkan, makae tidak dotang
seperti  halnya serangge. Juga karena dianjurkon untuk
membunuhnya meski tidak membahayakan.

. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Raudlatu al-Thalibin

wa Umdatu al-Muftiin (1/37) yang menjelaskan bahwa sesuatu
yang tidak diyakini kenajisan dan atau kesuclannya, maka
ditetapkan hukum kesuclan sesual hukum asalnya:

A G oy Giihb ¥y dalsd JAE Y gl il ()
shae Sl bl jalally LeW Jailadl ¥ad aid Al
Olasialty Garladll lits gilals yadd uid L 2015 ad Lol
8 28 ey Gty ¥ B 1301 (e Al B3y ¥ il
Sl el ALl Jlaainl Gl JGSD Gy LAk

E5%allty syt n pially 315 bl § Sl
“Sesuatu yung tdak diyakini kenajisan den kesuclannya, dan
pada umumnyao hal sepert! ite adalah najis (terkena najis), maka
status hukumnya ada dua pendapat; hal ini disebabkan terjadi

ta'arudh (pertentangan) antara status hukum asal (suci)
dengan status hukum yang zahir (umumnya terkena najis).
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Pendapat yang lebih kuat (azhar) adalah {pendapat yang
menyatakon bahwa sesuatu tersebut adaloh) suci karena
mengamalikon (memberiakukan) status hukum asal. Yang
termasuk seperti masalah ini adaiah adalah pokaten dan
perabot peminum khamar (minuman keras), pokatan jogal (jury
potong hewan) dan anak-anak yang tidak menjaga diri dars
najis, lumpur jalanan yang tidak diyakini terkena najis (dan ada
kemungkinan terkena najis), kuburun yang diragukan pernah
digali, wadah milik orang kafir yang meyakini penggunaan najis
sebagal suatu ajaran agama seperti orang Majfusi, serta pakaian
orang Yahudi don Nasrani yang menekuni pembuatan khamar
dan yang selalu bersentuhan dengan habi.

d, Pendapat Imam al-Thabary dalam kitabnya “tahdzib al-atsar”
(2/717) menjelaskan bahwa air sedikit dapat menjadi najis
jika tercemplung ke dalamnya sesuatu yang najis, walaupun
tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Sedangkan air yang
banyak tidak menjadi najis karena adanya najis yang sedikit:

Lo 3 0 i W 2006 e ke 4t i ol oy atal G
ol il 7 51 3 oV i1 S 5T JUis wiadlo 3l Gy 2
o ol - Gl 6 551 G ek W Chaid 5 (4 555
SO0 g8 &1 ) 5] Al Alalliesy ¥ L pind 3 3) a5
¥y aak ¥y 3 [718: 0] aile i Y5 L Adlalll datlis 1
13 Al 4 ksl 380 G @1 s pileall sliaf iy

i Uiy ¥ Lk i o0 205 e Bl
“Dari Abi Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Tidak ada
yang membuat najis air, kecuali yang merubah bau dan
rasanya”, Ulama lain berpendapat bahwa hadis yang
diriwayatkan Ibnu Abbas (yang mengatakan: sesungguhnya air
tidak ada yang menafiskannya, pent] merupakan hadis yang
global {mujmal) yang perlu penofsivan dari hadis lain. Artinya,
bisa saja air [sedikit) menfadi najis jika tercemplung di
dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna,
rasa, dan baunya, Kecuali {tidak menjadi najis) jika air yang
tercemplung barang najis tersebut (banyak), dan tidak kalah
warnanya, rasanya, dan baunya, seperti air pabrik dan sumur
yang ada di daerah antara makkah dan Madinah. Alasannya
karena harang nafis jika tercampur dengan air seperti ity dan

tidak berubah warna, rasa, den bau maka barang nafis itu tidak
membuat alr tersebut menfadi najis”,

Kamisi Fatwa Majelis Ulama Indonesta

150
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e. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab Irsyadu al-San (7/96)
yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga
diri dari wabah adalah wajib:

({pSamial 1saas o) (oye (S 5| fhas (e 531 65 08 01D
Lelas frele JaE 5] 2alii ping § 2addl Gl 48 [102 2oLl
bl 5 ga fsaly e o redacal 3 lae o il U iy
ok il aad e 23 Jag L daall aple pled |ediid Yt yiall
syl e 1AMy elsolly ZMalt & i i g Agtlal 3Leall par

oy WL Slasdl Sad peglaell (e Shaills
(Dan tidok mengape kamu meletakkan senjata-senjatamu, Jika
kamu mendapat swatu kesusahan karena hujan atau karena
kamu sakit) (al-Nisoa:102). Di dalam ayat ini adanya
keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan
terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup
kehujenan atou karena sakit Meskipun demikian mereka tetap
harus waspada terhadap musuh.  Ayat tersebut juga
menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan darl segala
bahaya yang akan datang. Dart sinilah difahami bahwa berobat
dengan obat dan menjoge dirl dari wabeh penyakit serta
menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring
adalah wajib.

2. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi;

3. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba
Dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan;

4. Fatwa MUl Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penggunaan Plasma
Darah Untuk Bahan Obat;

5. Laporan dan Penjelasan Hasll Audit Tim Auditor LPPOM MUJ
bersama Komisl Fatwa MUI ke Sinovac Life Sciences Co, Ltd. China
dan ke PT, Blo Farma (Persero) tentang proses produksi dan
bahan yang merupakan titik kritis sebagal berikut:

a. Vaksin diproduksi dengan platform virus yang dimatikan,

b, Fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi vaksin
Covid-19,

¢. Produksi vaksin mencakup tahapan penumbuhan Vero Cell (sel
inang bagi virus), penumbuhan virus, Inaktifasi virus,
pemurnian (purifikasi), formulasi dan pengemasan,

d. Sel vero merupakan sel diploid yang digunakan sebagal Inang
virus, Sel ini diperoleh dari sel ginjal kera Hijau Afrika (African
Green Monkey) dari hasil penelitian tahun 1960an dan terbukti
aman untuk berfungsi sebagal inang virus dan telah disetujui
oleh WHO.

e. Media pertumbuhan Vero Cell dibuat dari bahan kimia, serum
darah sapi, dan produk mikrobial. Produk mikrobial yang
digunakan berasal dari mikroba yang ditumbuhkan pada
media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan
mineral.
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f. Terdapat penggunaan tripsin dan beberapa enzim lainnya
dalam tahap preduksi dan pemurnian. Enzim yang digunakan
Ini  merupakan produk mikrobial dimana mikroba
ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati,
bahan kimia, dan bahan mineral.
g Tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan yang
berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan
proses produksi.
Dalam penyiapan media untuk produksi pada skala 1.200 liter
ditambahkan air murnl sebanyak 1 076 liter. Selain itu, pada
tahapan formulasi, juga ditambahkan air murni sebanyak 930 -
940 liter per 1 000 liter hasil formulasi vaksin.
i. Kemasan primer produk yang digunakan terbuat dari kaca dan
karet.
6. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 8 Januari 2021,
yang menyimpulkan bahwa:
a. Vaksin Covid-19 produk Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China
dan PT. Bio Farma (Persero) dalam proses produksinya:

1) tidak memanfaatkan (intifa’) babi atau bahan yang
tercemar babi dan turunannya.

2) tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (juz'
minal insan).

3) bersentuhan dengan barang najis mutawassithah, sehingga
dihukumi mutanajjis, tetapi sudah dilakukan pensucian
yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar’i
(tathhir syar').

4) menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya
digunakan untuk produk vaksin covid-19,

h

b. Peralatan dan pensucian dalam proses produksi vaksin di PT.
Bio Farma (Persero) dipandang telah memenuhi ketentuan
pencucian secara syar'i (tathhir syarf).

7. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang
telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat
atau Emergency Use Authorization (EUA) dan jaminan keamanan
{safety), mutu {quality), serta kemanjuran (efficacy) bagi Vaksin
Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT. Bio
Farma (Persero) yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin
tersebut memenuhi kualifikasi thayyib.
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Dengan bertawakal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI SINOVAC LIFE
SCIENCES CO. LTD. CHINA DAN PT. BIO FARMA (PERSERO)

Pertama :  Ketentuan Umum
Dalam fatwa inl, yang dimaksud dengan

Vaksin Covid-19 adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac
Life Sciences Co. Ltd, China dan PT, Blo Farma (Persero) dengan nama
produk yang didaftarkan sebanyak tiga nama, yaitu (1) CoronaVac,
(2) Vaksin Covid-19, (3) VacZBio,

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan
PT. Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal.

2. Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd, China dan
PT. Bio Farma (Persero) sebagaimana angka 1 boleh digunakan
untuk umat Islam sepanjang terfamin keamanannya menurut ahli
yang kredibel dan kompeten.

Ketiga :  Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan |ika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,
akan diperbalki dan disempurnakan sebagalmana mestinya,

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat

mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk
menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di; Jakarta
Pada tanggal : 27 lumadil Awal 1442 H
11 Januari 2021M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA
Ketua Sekretaris
n
/@cm e f,-
PROF. DR, H. HASANUDDIN AF, MA MHETAHUL HUDA, LC,

Ketua Umu

KH. ACHUL AKHYAR
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FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 14 Tahun 2021
Tentang
HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA

Menimbang : 3 bahwa pandemi Covid-19 sampai saat (nl masih menjadi masalah
kesehatan dunia yang mengancam fiwa, dan salah satu ikhtiar
untuk mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit Infeksi
Covid-19 ini adalah melalul vaksinasi;

b. bahwa keberhasilan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh banyak
faktor, di antaranya kecukupan ketersediaan vaksin, kecepatan
vaksin diberikan kepada sasaran dan seberapa banyak sasaran
tervaksinasi;

n

bahwa ketersediaan voksin masih sangat terbatas, sehingga
diperebutkan di berbagai negara;

d. bahwa ada permohonan fatwa dari Pemerintah tentang status
hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca untuk
dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya;

e. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUl periu menetapkan fatwa
tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca
untuk dijadikan pedoman,

Mengingat t 1. Firman Allah SWT, antara lain:

a. Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal
dan thayyib, antara lain:

Ol it coglad Tk vy gl sl a1 4 e 1 2T G
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagl baik dari apa
yang terdapat di bumi, dan janganiah kamu mengikutl langkah-

langkoh syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh
Yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

b. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjathkan
diri dalam keblnasaan, antara lain:

o ASLEN J) il 1428 N
wDan fanganlah kamu menjatuhkan dirimu sendirl ke dalam
kebinasaan... QS Al-Bagarah [2]: 195)
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Fatwa tentang Hukum penggunaen Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca) 2

¢. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi
kedaruratan syar’l dibolehkan mengonsumsi yang haram,
antara lain:

bty T 740 Ual Ly ol il 20Ty BT ASEKE 35 L)

fa) G T G 31 Y3 sk Sada
Sesungguhnya Alleh hanya mengharamkan bagimu bangkal,
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembeiih)
disebut (nama) selain Allah. Tetap! barangsiapa dalam keadaan
terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan
tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya,

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(QS. Al-Bagarah [2}:173)

e 4] i et G V) AKG1E 335 U oS0 (1lad 135
. Dan sesungguhnya Alloh telah menjelaskan kepada kamu apa
yang dikaramkanNya atasmu, kecuall apa yang terpaksa kamu
memakannya... (QS. Al-An‘am [6]: 119)

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, antara lain;

2. Hadls Nabi shallallahu “alaihi wa sallam tentang segala penyakit
pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah untuk berobat
dengan yang halal:

il b 0 g e 1 i o e e ot (g B5h ol
(@sbiead o19;) ala2 & il ) 205 o
Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.:

Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuall
menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari)

135167 00 alieg wile Gt Joo < Uty 1 2l d o il 2
"l sty 413 ik 4195 4 gy ) 415 g pd Us S A1 Gl
(anle ool g Jladdl g gdin il 5 29905 3ol 0135)
Dari Usamah bin Syarik sesungguhnya Rasulullah Shalla Allahu
Alaihi Wa Sallam. bersabda: Berobatlah, karena Allah tidak
menjadikan penyakit kecuali menfadikan pula obatnya, kecuali
satu penyakit yaitu tua renta. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i
dan Ibnu Majah)
il )"l aile Gt o it Uy 00 106G 15501 G 5
34l o1ay) "l 13312 g 13310008 2133 415 K0 s l3ly 1
(395
Dari Abu Darda’ fa berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa
Sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan

penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatiah dan
Janganlah berobat dengan yang haram”, (HR. Abu Dawud)
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b. Hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang perintah
minum kencing unta untuk berobat:

Ul 133200 Ak 3 K& G el o g0 2l o3 Sl e

el Lot o 1ol G £l g atle 40t oo fol1 il
(@ladisly;)

“Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang Ukl atau
Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan
udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Naobi SAW
memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar
mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut”. (HR. al-
Bukhari)

¢ Hadis Nabi shallaltahu alaihi wa sallam tentang larangan

membahayakan orang lain dan larangan membalas bahaya

dengan bahaya:

¥ e ¥ ey e Gl oo 1 Upy 00 00 e il i
(arle Gl lilag el ly)) 510

Dari lbnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda:

Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan

tidak boleh (pula) membalas bakaya (vang ditimbulkan oleh

orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya).” (HR. Ahmad,
Malik, dan Ibn Majah)

d. Hadis-hadis tentang ikhtiar agar terhindar dari penvakit, di
antaranya:

Sa s il 1 oo i) Up UG U 4yl B e 5 pale e

S Ny e pyall 05 g L B 155 e s K il

(gl ol g)

Dari Amir bin Sa'd dari bapaknya ia  berkata: *Rasululiah

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa setiap pagl

mengkonsumsi tujuh butir kurma ‘Ajwah, maka pada hari itu io
akan terhindar dari racun dan sihir." (HR. al-Bukhari)

O i il & oo it Uy B U6 81 iz i s e
£0k 544 3 205 b O W0 2 § B0 i 1yl iyt 1y
wlpll A5 G agd Ui V) 0 il Gl gl 3l Sllad e il

(s o13))
Dari fabir bin ‘Abdullah ia berkata; Aku mendengar Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tutuplah wadah makan
dan minum kalian. Karena tiap satu tahun ada satu malam yang
disana turun wabah penyakit ganas berbahaya! (dan) tidak ada
sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinyg

dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berfangkit
disana", [HR. Muslim)
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3. Kaldah-kaldah Fikih, antara lain:

B3l U U4 1 G lall
Kebutuhan mendesak terkadang menempati  posist  hukum
kedaruratan,
S piaatl fud Sl 3yl
Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang.
NS
Bahaya harus dihitangkan.
SRk 434 el
Baohaya harus dicegah sedapat mungkin,
L0k, jd Sty gl
Kondisi darurat dimanfaatian sekedarnya saja.

Kesulitan membawa kemudahan
3l adi 133 padt 5351 3 1)
Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas, dan jika (kembali)

luas maka menfadi sempit.

13 g o e
Sesuatu yang diperbolehkan karena ada uzur, maka akan batal jika
uzur tersebut hilang,

a5l y
Perintah  terhadap sesuatu fuga berarti perintah  untuk
melaksanakan sarananya,

Sz 4l Lyl YL
Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib
menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib.

)l o J3) g
Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan.
Aladl il e‘s;q el piall ik
Menanggung bohaya yang tertentu demi mencegah (timbuinya)
bahaya yang merata.
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Memperhatikan: 1. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab Irsyadu al-Sar) (7/96) yang
menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari
wabah adalah wajib:

selaalll] ({asiminl lpasas o1 (s sa ai€ gl Jlan 5a 531 655 08 o))
b iy L il B8 5 kit wlng § Ruas i by 4 [102
L Sl Jnd) Ly 05 i akaly jom m ki 3 plae e il
Aiglalilall peas oo pdadl iad e U3 oy Juall pple Ad
el aphad e Shailly sbigl e IABYYY <lgdly 25l 5 wle A ey

oo by Ul

(Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamuy, Jika kamu
mendapat suaty kesusahan karena hujen atau karena kamu sakit) (al-
Nisaa:102). Di dalem ayat ini aderya keringanan untuk meletakian
senjata soat pera pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalom
keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian
mereka tetop harus waspede terhadap musuh Avat tersebut juga
menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang
akan datang, Dari sinilah difaham! bahwa berobat dengan obat dan
menfaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di
baweh dinding yong miring adalah wajib.

2. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-
Muhtaj juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan
larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagal berikut:

88 Jlng LV UG o pLasivt S 3) 4l W T3 Y (5uts3)

o A8 S 43 ) Supiia 3 ¢ il i 30 96 4 adodlia
- Dan (barang nujis berikutnya adalah) babi, karena kandisinya
lebih buruk dari anjing. Hal ini kareng tidak diperbolehkan
memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtivar)
seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti

halnya serangge. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya
meski tidok membahayakan,
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3. Pendapat Imam al-Nawawl dalam kitab Roudlatu al-Thalibin, fuz 2
halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik
dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehannya
dalam kondisi darurat:

LA Jlakail jlga § AAERL Jeylal JUad - Gl das - pARLAY
Somih a1 930 G it ¢ 1] § e At
AL R L6 ) L § Saas yaald F) ity 38
311 U0 gukalt 1y S - padty K Aiai (py - Wl 258
I ity Ky Gl Sy 0 ey UL gl 5
o V) 138 g i § 4, U o it B izt
Lalll L PUSY! Sphis il Lgia Wi Kaglaka ot
33 aadi Jo D6 355 GG S gy dhiall 2 § iy
Sl S g Mg 3la ity LK Al 70 g 15 35

il aiiial G633 5,60 Ul § i) e aagdi s

Bagi Imam Syafil, ada beberapa redaksi berbeda dolam hal
kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai
Jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat.
Sedangkan menurut madzhab Syafii ada rincian. Tidak boleh
menggunakannya di dalam pokaian daen badan kecuali dalam
kondisi dlarurat, dan boleh datam selain keduanya jika najis ringan.
Apabila najis berat (mughallazhah), —yaitu najisnya anfing dan
babi—maka tidak boleh, Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-
Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan
babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtivar), karena bahi tidak boleh
dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk
tujuan khusus Maka, dalam kondisi setelah mati lebin tidak boleh
untuk dimanfaatkan. Boleh memanfoatkan pakaion rajis dan
memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya, Jika
terjadi peperangan atau khawatir akan dirinye karena kondisi
cuaca, penas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anfing
dan babi maka —-dalam kondisi tersebut--, dibolehkan memakainya.
Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan banghol lannya
dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang
lebih shahih, hal tersebut diharamkan,
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4. Pendapat Imam Al-'izz ibn "Abd Al-Salam dalam Kitab Qoawa'id Al-
Ahkam  yang menjelaskan kebolehan berobat dengan
menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

Bl Gakas OV Lalis bl ey & 13] Slalalil elad s

Ll s Rinkiad (e Jad A1
"Boleh berobat dengan benda-benda najis fika belum menemukan
benda suci yang dapat menggantikannye, karena mashlahat

kesehatan dan keselematan lebih diutamakan daripada mashlahat
menjauhl benda najis”,

5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab al-Majmu’ juz 9 halaman
55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis
dengan syarat tertentu :

O L Galia alls g & 13) Al (sgl i 3 Wil : Wiate! JG
Jas Al 5" i ey iy oSl Sy S sz iy
131 o Gy o 3350 e a3 Rile pd L KL
iyl pdatly Gl glodl S8 15 o L : Wtaiel JUG 452 g

i Lo 210 7551 Aalia 138 4k pa i Y &
"Sahabat-sakabat kam| (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat :
Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis
dibolehkan apabilo belum menemukan benda suci yang dapat
menggantikannya. Apabila telah didapatkan - obat dengan benda
yang sucl - maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda
najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadist
“Sesungguhnya Allah tidok menjadikan kesehaton kalian poda
sesuatu yang diharamkan atas kalian®, maka berobat dengan benda
nafis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak
mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan
selain benda nojis tersebut  Sahabat-sahabat kami {Pengikut
Madzhab Syafi') berpendapat : Dibolehkannya berobat dengan
benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek
kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan
benda najis itu, atau apabila dokter musiim (kompeten dan kredibel,
pen) merekomendasikan obat - dengan benda najis itu’,

6. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab
Mughni al-Muhtaf yang menjelaskan kebolehan menggunakan
benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada
benda suci yang dapat menggantikannya:

a3 o) patlall A G s andlly gtadly
"Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda
sucl yang dapat menggantikannyo" (Muhammod al-Khathib al-
Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz |, h. 79),
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7. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab Nihayatul
Muhtaj juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah
saw yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta,

sebagal berikut;
H2 345 gl 85 (Y il iy Gl 8 Sl ) s

Spadedl Ak Ailalll ipay
— Adapun perintah Nabi SAW kepada suku 'Uraniy untuk meminum
air kencing unta. itu untuk kepentingan berobat. maka ini
dibolekkan sekallpun ia najis, kecuall khamr”.

8, Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab al-Syarh ol-Kabir
Juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurar dan
kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang
wajib, karena darurat, sebagai berikut:

Je Spall (25 . (Sapall) S 1 58 B b 531 G 2 ()
s 3 e 21301 (sa
wDan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan

terkadang wajib, karena kondisi dlarurat, yaitu adanya kondisi
rakut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan.,

9, Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni juz 9@
halaman 416 sebagai berikut:

J) GGl U Lig ) blaieYt e Sl 2 il
i Aalias fa il 2aliall 54 S0 Il oo padlll Las

S JE S lialty aalalal
Fasal: Dibolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan,..
sebab kebelehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga fiwa
dari kebinasaan, karena kemasiahatan inl lebih besar dari

kemsiahatan menjauhi hal yang najis dan melindungi dari
memperoleh yang kotor.

10. Fatwa MUI nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi;

11. Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba
Dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan;

12. Fatwa MUl nomor 001/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang
Penggunaan Human Diploid Cell untuk Bahan Produksi Obat dan
Vaksin;

13. Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19
dari Sinovac Life Sciences Co, Ltd, China dan PT. Bio Farma
(Persero);
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14, Penjelasan Menteri Kesehatan RI dalam rapat Komisi Fatwa MUI
tanggal 8 Maret 2021 ditambah keterangan tertulis dari
Kementerian Kesehatan 2021 yang menyatakan bahwa:

a. Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia membutuhkan
intervensi yang adekuat (adequate), sejak Maret 2020 sampai
hari ini tercatat 37.547 orang meningal (pada bulan Februari-
Maret 2021 rerata kasus kematian adalah 210 orang
meninggal per hari), Untuk Itu vaksinasi menjadi pilihan untuk
mengurangl laju penularan dan keparahan penyakit infekst
Covid-19;

b. Keberhasilan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh lama daya
tahan tubuh yang dihasilkan, efikasl vaksin, kecepatan vaksin
diberikan kepada sasaran, terjadinya mutasl virus, dan
seberapa banyak sasaran tervaksinasl. Sementara akses
mendapatkan vaksin sangat sulit karena persaingan ketat di
tingkat global;

¢ Dalam rangka melaksanakan program vaksinasi untuk
mencapal target herd immunity di tahun 2021, pemerintah
berupaya mengamankan akses terhadap 4268 juta dosis
vaksin Covid-19. Dan salah satunya adalah komitmen kerja
sama antara PT. Bio Farma dan Sinovac, namun vaksin yang
diproduksi sampai akhir tahun 2021 hanya sejumiah 122,5 juta
dosis (28,7 % dari rencana kebutuhan vaksin yang
dibutuhkan).

d. Usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan vaksin Covid-
19 lainnya adalah dengan mendatangkan vaksin Covid-19 dari
AstraZeneca pada tahun 2021 sejumlah 113 juta dosis (33%
dari rencana penyedian tahun 2021) dan pada tahun 2022
sejumlah 160,8 juta dosis (37% dari kebutuhan nasional).

e. Vaksin kandidat lain yang telah memberikan komitmen kerja
sama dengan pemerintah seperti Pzifer, Novavac, Sinopharm,
dan Moderna, masih belum memberikan kepastian suply dan
saat Inl vaksin tersebut sedang dalam evaluasi aspek efikasl,
muty, dan keamanan di BPOM,

15. Penjelasan Direktur Utama PT. Biofarma dalam rapat Komisi
Fatwa MUI tanggal 8 Maret 2021 dan ditambah penjelasan tertulis
PT. Bio farma (Persero) sebagai partner Sinovac Life Science
(sebagai produsen Vaksin Covid-19 yang sudah tersertifikas|
halal) yang menyatakan bahwa:

& Kapasitas produksi Bulk Covid-19 di Sinovac sefumlah 600 juta
dosis secara keseluruhan. Dari jumlah kapasitas produksi
tersebut, sampai dengan saat inl Sinovac baru dapat
menyanggupi suplal RTF Bulk ke Bio Farma sejumlah 140 juta
dosis secara bertahap, sementara kebutuhan vaksin nasional
untuk mewujudkan herd immunity sebanyak 426 juta dosis.
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b. Dari 140 juta dosis vaksin tersebut, setelah dilakukan proses
produksi di Bio Farma, dengan dikurangi untuk proses
pengujlan QC dan hal lainnya, maka diperkirakan netto dapat
tersedia sejumlah 122,5 juta dosis. Jumlah 122,5 juta dosis Inl
masih jauh darf jumlah yang dibutuhkan oleh pemerintah
untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara merata bagi
masyarakat Indonesfa.

16. Penjelasan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI
dalam rapat Komis| Fatwa pada Senin 8 Maret 2021 yang pada
Intinya menyampaikan bahwa BPOM telah melakukan proses
evaluasi keamanan AstraZeneca dan menyatakan Vaksin Covid-19
produksi AstraZeneca telah memenuhi standar keamanan, dan
karenanya BPOM telah memberikan persetujuan penggunaan
pada masa darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) pada
22 Februari 2021 dan BPOM memberikan jaminan keamanan
(safety), mutu (quality), serta kemanjuran (efficacy) vaksin Covid-
19 produksi AstraZeneca yang menjadi salah satu indikator bahwa
vaksin tersebut memenuhi kualifikasi thayyib.

Hasil  kajian Indonesian Technical Advisory Group on
Immunization (ITAGI) terkait situasi vaksinasi Covid-19 saat ini, di
antaranya:

17

a. Ditingkat global, terjadi persaingan ketat dalam memperoleh
dosis vaksin Covid-19, Kebutuhan global pada tahun 2021
sebesar 5.4 miliar dosis, sementara kapasitas produksi global
hanya mencapai 1,8 miliar dosis (sampai dengan Juni 2021).
Hal ini diperberat dengan adanya kebijakan restriktif
negara/kawasan yang menjadi basis produksi vaksin, sehingga
suply vaksin ke negara-negara di tingkat global menjadi
berkurang

b. Vaksinasi Covid-19 dari tinjavan Imunisasi memiliki manfaat
sebagai berikur:

1) Jangka pendek, untuk menurunkan angka kematian,
kesakitan dan mengurangi transmisl terhadsp penularan
penyakit Covid-19,

2) Jangka panjang; (i) ntuk mengendalikan pandemic dengan
memantau  perkembangan infeksl virus SARS-CoV-2
ditinjau dari sisl epidemiologi; (ii) menemukan skala
prioritas target sasaran maupun darah untuk diberikan
vaksin Covid-19, dengan memperkirakan jumlah subjek
yang dlimunisasi untuk menghasilkan herd immunity yang
dapat mengontrol pandemi; (iii) pemberian imunisasi
Covid-19 untuk masyarakat di seluruh Indonesla,

¢ Infeksi baru Covid-19 dapat dicegah bila sudah terbentuk herd
fmmunity, maka menunda vaksinasi dapat menjadl ancaman
atau berpotensi menjadi ancaman terhadap laju penularan
wabah Covid-19.
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18. Laporan dan penjelasan tim auditor LPPOM MUI yang
disampaikan kepada Komisi Fatwa MUl vang antara lain
menyatakan:

#. Bahan aktif vaksin adalah rekombinan adenovirus yakni
monovalen vaksin yang terdiri dari satu rekombinan vektor
“replication-deficient chimpanzee adenovirus (ChAdOx1)"
yang menyandikan kode untuk glikoprotein S dari SARS-CoV-2
disebut juga ChAdOx1-S [recombinant).

b. Eksipien {bahan tambahan vaksin) adalah L histidin, L-histidin
HCl monohidrat, magnesium klorida heksahidrat, polisorbat
80, etanol, sukrosa, NaCl, dinatrium edetar dihidrat dan water
Jor injection,

¢ Produksi vaksin AstraZeneca dilakukan melalui tahapan pokok
sebagai berikut:

1) Penyiapan inang virus. Sel inang yang digunakan berasal
dari sel diploid manusia (HEK293/Human Epithelial
Kidney Celis) sel yang diambil dari jaringan ginjal bayi
manusia puluban tahun lalu. Sel tersebut ditumbuhkan
pada media Fetal Bovine Serum yang disuplementasi
dengan asam amino, sumber karbon, bahan tambahan
lain serta antiblotik. Pada tahap penylapan Inang virus inl
terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang
berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk
memisahkan sel inang dari microcarriernya.

2) Penyiapan bibit vaksin rekombinan (Research Virus Seed)
hingga siap digunakan untuk produksi (tahap master seed
dan working seed), Organisme rekombinan disiapkan
dengan menyelipkan replication-deficient chimpanzee
adenovirus (ChAdOx1) kepada Chromosome bakteri E.coli.
Pada tahap inl terdapat penggunaan tripsin dari babi
sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan
untuk menumbuhkan Ecoli dengan tujuan meregeneras
transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 nCov-19.

3) Produksi vaksin terdiri dari penyiapan sel inang HEK 293,
pengembangan inokulum bibit vaksin rekombinan
(ChAdOx1-S [recombinant]), penyiapan media produksi
vaksin, produksi vaksin menggunakan Inokulum bibit
vaksin ChAdOx1-S [recombinant] pada sel inang HEK 293
pada media steril, proses pemisahan serta pemurnian
produk  bulk vaksin, formulasi vaksin dengan
penambahan eksipien, filtrasi secara aseptis serta
pengisian ke dalam ampul.
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19. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam sidang
Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 16
Maret 2021 bertepatan dengan 2 Sya’ban 1442 H.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19
PRODUK ASTRAZENECA
Pertama ¢ Ketentuan Umum

Dalam fatwa inl, yang dimaksud dengan:

Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca adalah vaksin Covid-19 yang
diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Co.Ltd, Andong Korea
Selatan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena
dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang
berasal darf babi.

2. Penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, pada saat Ini,
dibolehkan (mubah) karena:

a. ada kondisi kebutuhan yang mendesak (hajah syer‘iyyah) yang
menduduki kondisi darurat syar'ly (dlaruroh syarivyah);

b. ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya
tentang adanya bahaya (reslko fatal) jika tidak segera
dilakukan vaksinasi Covid-19;

¢ ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak
mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar
mewujudkan kekebalan kelompok (herd immunity);

d. ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; dan

e. pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin
Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia,

3. Kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca
sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku |ika alasan
sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, b, ¢, d dan/atau e hilang.

4. Pemerintah waijib terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin
Covid-19 yang halal dan suci.

5. Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-
19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan
kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19,

Komisi Farwa Majelis Ulama Indonesia

165



Fatwa tentang Hukum penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca| 13

Rekomendasi

1. Pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19
yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Istam.

2. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin Covid-19
vang tersertifikasi halal.

3. Pemerintah harus memastikan vaksin Covid-19 lain yang akan
digunakan agar disertifikast halal dalam kesempatan pertama
guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang
aman dan halal,

4. Pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin
yang digunakan.

5. Pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang
berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya,
menimbulkan dampak yang membahayakan (dlarar).

6. Mengimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri
kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, Istighasah,
dan bermunajat kepada Allah SWT.

Keempat i Ketentuan Penutup
1. Fatwa ini mulal berdaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan fika di kemudian hari memerlukan perbaikan, akan
diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memeriukan dapat
mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk
menyebarluaskan fatwa inl.

Ketiga

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 2 Sya'ban 1442 H
16 Maret 2021 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA
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